
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, 
Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI REMBANG, 

bahwa un tuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan 
ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Rembang Tahun 2023-2043; 

Menimbang 

TENT ANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG 
TAHUN 2023-2043 

BUPATI REMBANG 
PROVINS! JA WA TENG AH 

PER1\TURAN Di\.EPJ\H Ki\BUPATEN REMBANG 

NOMOR :L TAHUN 2023 

SALIN AN 
 



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiJawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
121); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang 
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, 
Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 ten tang Bentuk 
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5160); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
clitentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek 
fungsional. 

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, 
melakukan kegiatan, dan memelihara ke]angsungan hidupnya. 

8. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten. 

7. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

6. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Provinsi. 

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang di ban tu oleh W akil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjac:li kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI REMBANG 

dan 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

Dengan Persetujuan Bersama 



26. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 

25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk 
rnelayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. 

24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana 
secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota. 

23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 
Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif. 

22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib 
Tata Ruang. 

21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan 
Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur 
Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana 
Tata Ruang. 

19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan 
Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan 
Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang 
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, 
pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang. 

16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, 
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil 
Perencanaan Tata Ruang. 

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang 
meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang 
untuk fungsi budi daya. 

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 
fungsional. 

12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 

11. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 



39. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani 
kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. 

38. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayani 
kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi. 

37. Jalan Lingkar adalah Jalan Umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan 
menerus yang memasuki Kawasan Perkotaan. 

36. Jalan Toi adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem 
Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunanya diwajibkan 
membayar. 

35. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan Umum yang menghubungkan kawasan 
sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan 
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. 

34. Jalan Lokal Primer adalah Jalan Umum yang menghubungkan secara berdaya 
guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat 
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan 
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta 
antarpusat kegiatan lingkungan. 

33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang menghubungkan secara 
berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, 
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan 
pusat kegiatan lokal. 

32. Jalan Arteri Primer adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan 
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan 
jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan 
antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan 
pusat kegiatan wilayah. 

31. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, 
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 

30. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih 
pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi Pertanian 
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pennukiman 
dan sistem agrobisnis. 

29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
Pertanian tennasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi 
Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 
Pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat pennukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayananjasa pennukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pelayananjasa pemerintahan, pelayanan sosial dan 
kegiatan ekonomi. 

27. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala antar desa di suatu kecamatan. 



50. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala 
layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di 
Wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

49. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tern pat yang terdiri atas daratan dan 
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai 
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan 
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 
penunjang perikanan kelas 8. 

48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan 
kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian 
dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan 
usaha pokoknya. 

4 7. Pelabuhan Pengurnpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya 
melayani kegiatan angkutan laut dalarn negeri, alih muat angkutan laut 
dalam negeri dalarn jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan 
utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan 
pen um pang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi. 

46. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalarn negeri 
dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan 
pelayanan antarprovinsi. 

45. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ a tau perairan dengan 
batas-batas tertentu sebagai ternpat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tern pat kapal bersandar, naik turun 
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan ternpat 
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kearnanan 
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 
perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 

44. Stasiun Operasi adalah Tempat perhentian kereta apr untuk keperluan 
pengoperasian kereta api. 

43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan 
naik turun penumpang. 

42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang 
melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang 
dan/ a tau barang. 

41. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk 
pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan 
angkutan. 

40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat 
barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi 
barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. 



65. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas 
saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi­ 
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

64. Jaringan lrigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas 
bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan 
bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

63. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan 
Irigasi. 

62. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi 
untuk menunjang Pertanian yangjenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi 
rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak. 

61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran Air Minum dari bangunan 
penarnpungan sampai unit pelayanan. 

60. Jaringan Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses 
pengolahan air baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, 
dan/ atau biologi. 

59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. 

58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi 
bergerak dengan teknologi seluler di pennukaan bumi. 

57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel 
bawah laut telekomunikasi. 

56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik. 

54. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang 
menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 
35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. 

53. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang 
menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 
kV sampai dengan 230 kV. 

52. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang 
mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas burni, di permukaan tanab 
atau di bawah pennukaan tanah. 

51. Pangkalan Pendaratan lkan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan 
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai 
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/ a tau bongkar muat ikan 
yang dilengkapi dengan fasilitas keselarnatan pelayaran dan kegiatan 
penunjang perikanan kelas D. 

55. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang 
menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai 
dengan 1000 voJt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. 



79. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

78. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 
dan sumber daya buatan. 

77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan 
memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tern pat yang aman a tau 
penarnpungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih 
lanjut. 

76. Jalur Evakuasi Bencana adalahjalan yang dikhususkan untukjalur evakuasi 
bila terjadi bencana. 

75. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya 
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

74. Tempat Penarnpungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sarnpah 
diangkut ke tern pat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tern pat 
pengolahan sam pah terpad u. 

73. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sarnpah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan 
lingkungan. 

72. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) adalah satu 
kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun. 

71. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk 
tinja manusia dari lingkungan permukiman. 

70. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan 
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 
langsung diminum. 

69. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok 
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan 
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial 
budaya, dan estetika. 

68. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat 
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. 

67. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat 
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. 

66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan 
pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 



91. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, 
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 
hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan 
teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat. 

89. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, 
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 

90. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar 
budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, 
dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan 
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

88. Kawasan Suaka Alam (KSA} adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik 
di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang 
juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan. 

87. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai 
yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 

86. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya 
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

85. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik padajarak 
tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi 
waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar 
kepala jembatan dan sejajar sisi Ruang manfaat jalur kereta api yang 
merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan 
bangunan/ dilaksanakannya kegiatan. 

84. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi 
untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi 
(akifer) yang berguna sebagai sumber air. 

83. Rutan Produksi adalah Kawasan Rutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 

81. Kawasan Rutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 
tetap. 

80. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada 
relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, 
suhu, dan sebagainya, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra. 

82. Hutan Lindung adalah Kawasan Rutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 



103. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada 
permukaan tanah dan/ atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan 
sebagai kegiatan hilir Pertambangan minyak dan gas bumi. 

102. Kawasan Pertambangan Mineral adalah Kawasan yang telah dialokasikan 
untuk sebagian atau seluruh tahapan kegiatan Pertambangan mineral dalam 
rangka penelitian; pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 
meliputi penyelidikan umurn, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan; 
serta kegiatan pascatambang. 

101. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, 
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau 
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

100. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, 
produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam. 

99. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana 
sarana umum yang ada. 

98. Kawasan Perikanan Tangkap adalah Kawasan Perikanan yang berbasis pada 
kegiatan penangkapan ikan dan/ atau kegiatan pengangkutan ikan. 

97. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi semua 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 
daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 
sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan. 

96. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B 
adalah Wilayah budi daya Pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang 
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau 
hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur 
penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, 
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

95. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk 
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan 
kering untuk komoditas perkebunan. 

94. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk 
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur 
maupun tumpang sari. 

93. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa 
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering 
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. 

92. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi 
kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan 
peternakan. 



115. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adaJah koefisien 
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/ 
kaveling/ blok peruntukan. 

114. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan 
luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai. 

113. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka 
persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas 
kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok 
peruntukan yang direncanakan. 

111. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan serta 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten. 

112. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian Kawasan strategis yang telah 
berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki 
keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi Wilayah sekitarnya. 

110. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan serta 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. 

109. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan 
untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan 
keamanan seperti instalasi pertahanan dan kearnanan, termasuk tempat 
latihan, kodarn, korem, korarnil, dan sebagainya. 

108. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hid up di luar 
Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan di Kawasan Perdesaan. 

107. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan di Kawasan Perkotaan. 

106. Kawasan Industri adalah Kawasan tern pat pemusatan kegiatan Industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 

105. Kawasan Peruntukan lndustri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan 
bagi kegiatan lndustri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

104. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku 
dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 
barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, tennasuk 
jasa industri. 



128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan 
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

127. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan 
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat. 

126. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk 
Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau Pemangku Kepentingan non 
pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

125. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi. 

124. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang 
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten 
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

123. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana 
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang 
bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan 
asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

122. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain 
RDTR. 

121. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 

120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR 
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
Rencana Tata Ruang. 

119. Laban Sawah yang Dilindungi adalah areal tanah pertanian basah dan / a tau 
kering yang digenangi air secara periodik dan/ atau terus menerus ditanami 
padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya, yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional. 

116. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien 
perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas 
persil/ kaveling/ blok perun tukan. 

11 7. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang 
membatasijarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan 
gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, 
batas tepi sungai / pan tai, jalan kereta api, rencana saluran, dan / a tau 
jaringan listrik tegangan tinggi. 

118. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan 
satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan 
ke danau atau ke laut secara ala.mi, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih 
terpengaruh aktivitas daratan. 



Paragraf 1 
Um um 

Bagian Kedua 
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah 

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a bertujuan mewujudkan Wilayah Kabupaten sebagai pusat perekonomian regional 
Jawa Tengah bagian timur yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing 
bertumpu pada keterkaitan sektor Industri, Pertanian, perikanan, Pertambangan, 
pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan Wilayah. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Tujuan Penataan Ruang Wilayah 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH 

BAB Ill 

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; 
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten; 
d. kawasan strategis kabupaten; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan 
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

Pasal3 

(5) Batas administrasi wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Lingkup wilayah Kabupaten Rembang meliputi Pulau Gede, Pulau Marongan, 
dan Pulau Sowangan. 

(3) Batas administrasi wilayah Kabupaten meliputi: 
a. sebelah utara Laut Jawa; 
b. sebelah selatan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah; 
c. sebelah barat : Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah; 
d. sebelah timur : Kabupaten Toban, Provinsi Jawa Timur. 

(2) Batas koordinat adalah 6°30' lintang selatan - 7000· lintang selatan dan 
111 ooo• bujur timur - 111030• bujur timur. 

(1) Wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah 
perencanaan yang berada di ruang daratan dengan luas kurang lebih 103. 752 
(seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektare. 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

BAB II 



(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan 

prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang 
produktif, efisien, dan mampu bersaing; dan 

(4) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, meliputi: 
a. pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong 

ketahanan pangan Kabupaten; 
b. pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan daya saing 

potensi Kabupaten; 
c. pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas 

produksi garam; 
d. pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah dan 

perekonomian Kabupaten; 
e. pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan 

kualitas lingkungan hidup; 
f. pengembangan kegiatan pariwisata yang mendorong peningkatan 

pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyarakat; dan 
g. pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas 

permukiman. 

(3) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat 

perlindungannya; dan 
b. pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Lindung. 

(2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf b, meliputi: 
a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan 
b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya. 

(1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan layanannya 

di seluruh Wilayah; dan 
b. pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi Wilayah. 

Pasal 6 

Paragraf 2 
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah 

(3) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) clitetapkan strategi Penataan Ruangnya. 

(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang; 
b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan 
c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis. 

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan kebijakan Penataan Ruang Wilayah. 

Pasal 5 



(4) Strategi pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Lindung sebagaimana 

(3) Strategi peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat 
perlindungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, 
meliputi: 
a. menegaskan lokasi dan batas Kawasan masing-masing Kawasan Lindung; 
b. mempertahankan dan memulihkan fungsi Hutan Lindung; 
c. memelihara Kawasan Resapan Air; 
d. mempertahankan dan memulihkan fungsi Kawasan perlindungan 

setempat; 
e. mempertahankan Kawasan konservasi; dan 
f. mitigasi Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor kategori 

tinggi. 

(2) Strategi pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf b, meliputi: 
a. mengembangkan sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 
b. mengembangkan sistem jaringan energi yang mampu melayani seluruh 

Wilayah; 
c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan 

menjangkau seluruh Wilayah; 
d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang mampu memenuhi 

kebutuhan air baku dan lrigasi; 
e. mengembangkan sistem drainase yang dapat menanggulangi genangan 

dan banjir; 
f. meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan Air Min um; 
g. mengembangkan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah 

lndustri; 
h. mengembangkan sistem pengeJolaan sampah yang berkelanjutan; dan 
1. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana di Kawasan rawan 

bencana. 

(1) Strategi pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan 
layanannya di seluruh Wilayah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a, meliputi: 
a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan perkotaan, antara Kawasan 

perkotaan dan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan dan 
Wilayah di sekitarnya; 

b. mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih 
kompetitif dan efektif dalam mengembangkan Wilayah di sekitamya; 

c. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi 
untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat pelayanan dan antar 
Kawasan; 

d. mengendalikan pertumbuhan permukiman pada Kawasan yang berfungsi 
lindung; 

e. menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai 
dengan potensi Wilayahnya; dan 

f. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pada setiap 
pusat-pusat kegiatan. 

Pasal 7 

Paragraf 2 
Strategi Penataan Ruang Wilayah 

b. pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya 
daerah. 



(10) Strategi pengembangan pariwisata dengan mendorong peningkatan 
pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f, meliputi: 

(9) Strategi pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan 
kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) 
huruf e, meliputi: 
a. mengalokasikan Kawasan untuk kegiatan Pertambangan yang 

memberikan kontribusi sosial, ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup 
Masyarakat di sekitar lokasi Pertambangan; 

b. mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kegiatan 
Pertambangan berkelanjutan; 

c. mengendalikan produksi Pertambangan dalam rangka konservasi dan 
menjaga kualitas lingkungan hidup; 

d. menerapkan kegiatan pasca tambang untuk pemulihan lahan; dan 
e. menertibkan kegiatan Pertambangan tanpa izin. 

(8) Strategi pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah 
dan perekonomian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) 
huruf d, meliputi: 
a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; 
b. mengalokasikan Kawasan Industri; 
c. mengembangkan sentra [ndustri kecil menengah sesuai potensi sejenis; 
d. mengembangkan sarana dan prasarana Wilayah penunjang Industri; dan 
e. mengendalikan perkembangan Industri di luar Kawasan Peruntukan 

Industri. 

(7) Strategi pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas 
produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, 
meliputi: 
a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan pergaraman; 
b. mengembangkan dan mengelola sentra Kawasan pergaraman; 
c. mengembangkan prasarana dan sarana pergaraman; 
d. mengintegrasikan infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan 

tambak produksi garam; dan 
e. meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna meningkatkan 

produktivitas, kualitas, dan kontinuitas. 

(6) Strategi pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan daya saing 
potensi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, 
meliputi: 
a. menetapkan Kawasan pengembangan budi daya perikanan; 
b. meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan budi daya; 
c. menetapkan Kawasan Perikanan Tangkap; 
d. meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan Tangkap; dan 
e. mengembangkan sentra produksi perikanan dan Industri pengolahannya. 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi: 
a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung; dan 
b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Lindung. 

(5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong 
ketahanan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) 
huruf a, meliputi: 
a. mengendalikan alih fungsi lahan Pertanian; 
b. menetapkan KP2B; 
c. meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan Pertanian; dan 
d. mengembangkan sentra Pertanian dan petemakan sesuai dengan potensi 

unggulan. 



(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian skala 1 :50.000 sebagaimana tercanturn dalarn 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
mi. 

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b, meliputi: 
a. sistem pusat permukiman; dan 
b. sistem jaringan prasarana. 

Pasal 8 

Bagian Kesatu 
Um um 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN 

BAB IV 

(13) Strategi pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan 
budaya daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (5) huruf b, 
meliputi: 
a. menetapkan Kawasan Cagar Budaya La.sem sebagai Kawasan Lindung; 
b. mengembangkan Kawasan kota pusaka La.sem; 
c. mengembangkan kegiatan budi daya yang mendukung pengelolaan 

Kawasan Cagar Budaya; dan 
d. pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya untuk pelestarian. 

(12) Strategi pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan 
prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang 
produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (5) huruf a, meliputi: 
a. menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan 

keunggulan Wilayah; 
b. mengintensifkan promosi peluang investasi; 
c. mengembangkan Kawasan Agropolitan yang produktif, berdaya saing, dan 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; 
d. mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang produktif, 

berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; dan 
e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang Kawasan 

pertumbuhan ekonomi. 

(11) Strategi pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g, meliputi: 
a. mengalokasikan Kawasan pengembangan permukiman sesuai arah 

pertumbuhan daerah; 
b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% 

(tiga puluh persen) dari luas Kawasan permuk:iman; dan 
c. meningkatkan penataan lingkungan dan sarana prasarana Kawasan 

permuk.iman. 

a. mengembangkan kegiatan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata 
alam, wisata budaya, dan wisata buatan; 

b. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah yang 
mendukung pariwisata; 

c. melestarikan Kawasan peninggalan sejarah dan situs Cagar Budaya 
sebagai aset budaya daerah dan pariwisata; dan 

d. mengendalikan kegiatan pariwisata yang selaras keberlanjutan 
lingkungan. 



(7) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercanturn dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(6) Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan 
(PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) selanjutnya disusun 
dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b, meliputi: 
a. PPL Kragan di Kecarnatan Kragan; 
b. PPL Sluke di Kecamatan Sluke; 
c. PPL Surnber di Kecarnatan Sumber; 
d. PPL Sale di Kecamatan Sale; 
e. PPL Sulang di Kecamatan Sulang; 
f. PPL Sarang di Kecamatan Sarang; 
g. PPL Pamotan di Kecamatan Pamotan; 
h. PPL Kaliori di Kecamatan Kaliori; 
1. PPL Bulu di Kecamatan Bulu; 
J. PPL Gunem di Kecamatan Gunem; 
k. PPL Sedan di Kecamatan Sedan; dan 
I. PPL Pancur di Kecamatan Pancur. 

(4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a, meliputi: 
a. Kawasan Perkotaan Kragan di Kecamatan Kragan; 
b. Kawasan Perkotaan Sluke di Kecamatan Sluke; 
c. Kawasan Perkotaan Sale di Kecamatan Sale; 
d. Kawasan Perkotaan Sulang di Kecamatan Sulang; 
e. Kawasan Perkotaan Sarang di Kecamatan Sarang; 
f. Kawasan Perkotaan Pamotan di Kecamatan Pamotan; dan 
g. Kawasan Perkotaan Kaliori di Kecamatan Kaliori. 

(3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 
b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 

(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. Perkotaan Rembang di: 

1. Kecamatan Rembang; 
2. Kecamatan Lasem; 
3. Kecamatan Pamotan; dan 
4. Kecamatan Pancur. 

b. Perkotaan Lasem di Kecamatan Lasem. 

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf a, meliputi: 
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan 
b. Pusat-pusat lain. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Sistem Pusat Perm ukiman 



(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. J alan Arteri; 
b. Jalan Kolektor; 
c. Jalan Lokal; dan 
d. jalan lingkungan. 

(3) Jaringan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa 
Jalan Arteri primer meliputi: 
a. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Pati- Bts. Kota Rembang 
b. Jln. Untung Suropati; 
c. Jln. Diponegoro; 
d. Jln. Sudirman; 
e. Bts. Kota Rembang-Bulu (Bts. Prov. Jatim); dan 

(l) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 
meliputi: 
a. Jalan Umum; 
b. Jalan Khusus; 
c. Jalan Tol; 
d. Terminal Penumpang; dan 
e. Jembatan Timbang. 

Pasal 13 

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
huruf a, meliputi: 
a. sistem jaringan jalan; dan 
b. sistem jaringan kereta api. 

Pasal 12 

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 
a, meliputi: 
a. sistem jaringan transportasi darat; dan 
b. sistem jaringan transportasi laut. 

(2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lam.piran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 11 

Paragraf 2 
Sistem Jaringan Transportasi 

Sistemjaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. sistem jaringan transportasi; 
b. sistem jaringan energi; 
c. sistem jaringan telekomunikasi; 
d. sistem jaringan sumber daya air; dan 
e. sistem jaringan prasarana lainnya. 

Pasal 10 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Prasarana 



(12) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, terdapat di 
Kecamatan Sarang. 

(13) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait. 

( 1 l) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pad a ayat (9) huruf c 
terdapat di seluruh kecamatan. 

( 10) Terminal Pen um pang tipe B sebagaimana dima.ksud pada ayat (9) huruf b 
terdapat di Kecamatan Lasem. 

(9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. Terminal Penumpang tipe B; dan 
b. Terminal Penumpang tipe C. 

(8) Jalan Tol sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. Tol Dema.k - Rembang 
b. Tol Rembang - Toban 
c. Tol Bojonegoro - Rembang. 

(7) Jalan Khusus sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan 
pariwisata, terdapat di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Rembang. 

f. Jalan Lingkar Rembang-Lasern. 

(4) Jaringan Jalan Kolektor sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf b berupa 
Jalan Kolektor primer, meliputi: 
a. Jln. Kartini; 
b. Jln. Pemuda; 
c. Jalan Tireman-Japerejo; 
d. Jalan Sulang-Krikilan; 
e. Jalan Sulang-Banyuurip; 
f. Jalan Sidomulyo-Sedan; 
g. Jalan Sedangagung-Ngotet; 
h. Jalan Sekararum-Krikilan; 
1. Jalan Sedan-Sedan Lodan; 
J. Jalan Sarang-Bonjor; 
k. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung; 
1. Jalan Pandangan-Sidorejo; 
m. Jalan Ngotet-Tireman; 
n. Jalan Lodan-Bonjor; 
o. Jalan Lasem-Sale (Bts. Prov. Jawa Timur); 
p. Jalan Karas-Sidorejo; 
q. Jalan Japerejo-Pamotan; 
r. Jalan Dresi-Sekararum; 
s. Jalan Banyuurip-Pamotan; 
t. Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/ Rembang; dan 
u. Bts. Kab. Blora/ Rem bang - Bts. Kota Blora. 

(5) Jalan Lokal sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf c meliputi Jalan 
Lokal primer dan Jalan Lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan dirinci 
dalam tabel sebagaimana dima.ksud dalam Lampiran V yang merupa.kan 
bagian tida.k terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf d meliputi jalan 
lingkungan primer yang menghubungkan antar perumahan dan/atau antar 
hunian di dalam Kawasan permukiman terdapat di seluruh kecamatan. 



(6) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) huruf 

(5) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. Pelabuhan Perikanan Nusantara; 
b. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan 
c. Pangkalan Pendaratan Ikan. 

(4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di 
Kecamatan Sluke dan Kecamatan Lasem. 

(3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, meliputi Pelabuhan Tasik Agung di Kecamatan Rembang. 

(2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi 
Pelabuhan Rembang/Sluke di Kecamatan Sluke. 

(1) Sistern jaringan transportasi taut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf b merupakan pelabuhan laut, meliputi: 
a. Pelabuhan Pengumpul; 
b. Pelabuhan Pengumpan Regional; 
c. Terminal Khusus; dan 
d. Pelabuhan Perikanan. 

Pasal 15 

(7) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di: 
a. Kecamatan Kaliori; dan 
b. Kecamatan Sarang. 

(6) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di: 
a. Kecamatan Rembang; dan 
b. Kecamatan Sluke. 

(5) Stasiun penumpang sebagairnana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di: 
a. Kecamatan Rembang; 
b. Kecamatan Lasem; dan 
c. Kecamatan Sluke. 

(4) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. stasiun penumpang; 
b. stasi un barang; dan 
c. stasiun operasi. 

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. jalur Semarang - Kudus - Pati - Juwana - Rembang - Lasem - Jatirogo - 

Bojonegoro; 
b. jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Rembang -Tu ban; 
c. jalur Rembang- Cepu. 

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu 
jaringan jalur kereta api umum. 

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, 
meliputi: 
a. jaringan jalur kereta api; dan 
b. Stasiun Kereta Api. 

Pasal 14 



(4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke 
kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. jaringan perpipaan gas regional Kepodang - Rembang - Pati - Jepara - 

Semarang, terdapat di: 
1. Kecamatan Sarang; 
2. Kecamatan Kragan; 
3. Kecamatan Sluke; 
4. Kecamatan Lasem; 
5. Kecamatan Kaliori; dan 

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, 
meliputi: 
a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi 

ke kilang pengolahan; dan 
b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi 

ke tempat penyimpanan. 

(2) lnfrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdapat di: 
a. Kecamatan Sumber; dan 
b. Kecamatan Sluke. 

{l) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 
b. jaringan minyak dan gas bumi. 

Pasal 17 

(2) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, 
meliputi: 
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

Pasal 16 

Paragraf 3 
Si stem J aringan Energi 

(8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, 
meliputi: 
a. pelabuhan perikanan Binangun di Kecamatan Lasem; 
b. pelabuhan perikanan Karanganyar di Kecamatan Kragan; 
c. pelabuhan perikanan Karanglincak di Kecamatan Kragan; 
d. pelabuhan perikanan Pandangan di Kecamatan Kragan; 
e. peJabuhan perikanan Pangkalan di Kecamatan Sluke; 
f. pelabuhan perikanan Pasarbanggi di Kecamatan Rem bang; 
g. pelabuhan perikanan Tanjungsari di Kecamatan Rembang; 
h. pelabuhan perikanan Nujung di Kecamatan Rembang; dan 
1. pelabuhan perikanan Tunggulsari di Kecamatan Kaliori. 

(7) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 
meliputi pelabuhan perikanan Sarang di Kecamatan Sarang. 

a, meliputi Pelabuhan Perikanan Tasikagung di Kecamatan Rembang. 



(8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi: 
a. Gardu Listrik PLTU Rembang di Kecamatan Sluke; 
b. Gardu Listrik Rembang di Kecamatan Rembang; dan 
c. Gardu Listrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem. 

(7) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf b melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan. 

(6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan. 

(5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf 
b, meliputi: 
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan 
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). 

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang 
melewati Wilayah Kabupaten, meliputi: 
a. Kecamatan Sluke; 
b. Kecamatan Lasem; 
c. Kecamatan Rembang; 
d. Kecamatan Kaliori; 
e. Kecamatan Sulang; 
f. Kecamatan Bulu; dan 
g. Kecamatan Gunem. 

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; 
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
c. Gardu Listrik. 

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU), meliputi: 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 1 di Kecamatan 

Sluke; dan 
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 2 di Kecamatan 

Sluke. 

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat ( 1) huruf b, meliputi: 
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan 
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga Iistrik dan sarana pendukung. 

Pasal 18 

(5) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke 
tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi 
jaringan pipa bahan bakar minyak Cepu - Rembang - Pengapon Semarang, 
terdapat di: 
a. Kecamatan Bulu; 
b. Kecamatan Sulang; 
c. Kecamatan Rembang; dan 
d. Kecamatan Kaliori. 

6. Kecamatan Rembang. 
b. jaringan pipa gas Krikilan di Keca.matan Sumber. 



(3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdapat di seluruh kecamatan. 

(2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat 
di: 
a. Kecamatan Sumber; 
b. Kecamatan Kaliori; 
c. Kecamatan Sarang; 
d. Kecamatan Sale; 
e. Kecamatan Pamotan; dan 
f. Kecamatan Gunem. 

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf 
a berada pada Daerah lrigasi di seluruh Wilayah Kabupaten, meliputi: 
a. Jaringan Irigasi Primer; dan 
b. Jaringan Irigasi Sekunder. 

Pasal 21 

(2) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf d, meliputi: 
a. sistem jaringan irigasi; 
b. sistem pengendalian banjir; dan 
c. bangunan sumber daya air. 

Pasal 20 

Paragraf 5 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

(4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
Jaringan Bergerak Seluler berupa menara Base Transceiver Station, terdapat 
di seluruh kecamatan. 

(1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, 
meliputi: 
a. Jaringan Tetap; dan 
b. Jaringan bergerak. 

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kabel 
optik, terdapat di seluruh kecamatan. 

Pasal 19 

Paragraf 4 
Sistem Jaringan Telekomunikasi 

(9) Pengembangan janngan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana 
tercantum pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 



(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber 
dari mata air; sungai; dan air laut, meliputi: 
a. Waduk Banyukuwung Kecamatan Sumber; 
b. Embung Grawan Kecamatan Sumber; 
c. Bendung Kedungsemar Kecamatan Bulu; 
d. Mata Air Pasedan Kecamatan Bulu; 
e. Mata Air Taban Kecamatan Bulu; 
f. Waduk Panohan Kecamatan Gunem; 

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1) huruf a, berupajaringan perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Unit Air Baku; 
b. Jaringan Produksi; dan 
c. Unit Distribusi. 

Pasal 23 

(2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 
huruf e, meliputi: 
a. sistem penyediaan air minum (SPAM); 
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); 
c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 
d. sistem jaringan persampahan; 
e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan 
f. sistem drainase. 

Pasal 22 

Paragraf 4 
Sistem Jaringan Prasarana lainnya 

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
huruf c, terdapat di seluruh kecamatan. 

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) 
huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdapat di: 
a. Kecamatan Gunem; 
b. Kecamatan Kaliori; 
c. Kecamatan Kragan; 
d. Kecamatan Lasem; 
e. Kecamatan Pamotan; 
f. Kecarnatan Pancur; 
g. Kecamatan Sale; 
h. Kecamatan Sarang; 
1. Kecamatan Sedan; 
J. Kecamatan Sulang; dan 
k. Kecamatan Sumber. 

(4) Daerah lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tabel 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 



Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdapat di: 
a. Kecamatan Sulang; 
b. Kecamatan Sedan; dan 
c. Kecamatan Gunem. 

Pasal 25 

(2) Sistem pengelolaan Air Limbah non domestik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berupa lnfrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah non domestik, 
terdapat di: 
a. Kecamatan Gunem; 
b. Kecamatan Sluke; 
c. Kecamatan Lasem; 
d. Kecamatan Kaliori; 
e. Kecamatan Rembang; 
f. Kecamatan Pamotan; 
g. Kecamatan Sale; 
h. Kecamatan Sulang; 
1. Kecamatan Kragan; 
J. Kecamatan Sedan; 
k. Kecamatan Sumber; 
1. Kecamatan Pancur; dan 
m. Kecamatan Sarang. 

(1) Sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1) huruf b yaitu sistem pengelolaan Air Limbah non domestik. 

Pasal 24 

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di: 
a. Kecamatan Kaliori; 
b. Kecamatan Rembang; 
c. Kecamatan Lasem; 
d. Kecamatan Sluke; 
e. Kecamatan Kragan; 
f. Kecamatan Sarang; 
g. Kecamatan Sedan; 
h. Kecamatan Pancur; 
1. Kecamatan Pamotan; 
J. Kecamatan Sumber; 
k. Kecamatan Sulang; 
1. Kecamatan Bulu; dan 
m. Kecamatan Sale. 

(4) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di: 
a. Kecamatan Sumber; 
b. Kecamatan Sulang; 
c. Kecamatan Kaliori; dan 
d. Kecamatan Sale. 

g. Bendung Sungai Jakinah Kecamatan Sale; 
h. Mata Air Sumber Semen Kecamatan Sale; 
1. Waduk Lodan Wetan Kecamatan Sarang; 
J. Bendung Sungai Kalipang Kecamatan Sarang; 
k. Mata Air Mudal Kecamatan Pamotan; 
l. Embung Jatimudo Kecamatan Sulang; 
m. Bendung Sungai Karanggeneng Kecamatan Rembang; dan 
n. Bendung Sungai Bagan Kecamatan Lasem. 



c. Jalur Evakuasi Bencana banjir berupa seluruh jaringan jalan pada lokasi 
yang lebih tinggi, terdapat di: 
1. Kecamatan Rembang; 

b. Jalur Evakuasi Bencana longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas 
jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di: 
1. Kecamatan Sumber; 
2. Kecamatan Bulu; 
3. Kecamatan Gunem; 
4. Kecamatan Sale; 
5. Kecamatan Sedan; 
6. Kecamatan Pamotan; 
7. Kecamatan Pancur 
8. Kecamatan Kragan; 
9. Kecamatan Sluke; dan 
10. Kecamatan Lasem. 

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah berupa ruas jalan yang ada atau 

ruas jalan darurat menuju tern pat evakuasi, terdapat di: 
1. Kecamatan Sumber; 
2. Kecamatan Bulu; 
3. Kecamatan Gunem; 
4. Kecamatan Sale; 
5. Kecamatan Sedan; 
6. Kecamatan Pamotan; 
7. Kecamatan Pancur 
8. Kecamatan Kragan; 
9. Kecamatan Sluke; dan 
10. Kecamatan Lasem. 

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat ( 1) huruf e, meliputi: 
a. Jalur Evakuasi Bencana; dan 
b. Tempat Evakuasi Bencana. 

Pasal 27 

(4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdapat di seluruh kecamatan. 

(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b, terdapat di: 
a. Kecamatan Sulang; dan 
b. Kecamatan Sedan. 

(2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, meliputi: 
a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh di Kecamatan Sulang; dan 
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sidomulyo di Kecamatan Sedan. 

(1) Sistemjaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
huruf d, meliputi: 
a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); 
b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan 
c. Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

Pasal 26 



Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
c, terdapat di: 
a. Kecamatan Sumber; 
b. Kecarnatan Kaliori; 
c. Kecarnatan Sulang; 
d. Kecamatan Rembang; 
e. Kecamatan Lasem; 
f. Kecamatan Sedan; 
g. Kecamatan Pancur; 
h. Kecamatan Pamotan; dan 
1. Kecamatan Bulu. 

(6) 

(5) Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b, terdapat di: 
a. Kecamatan Sluke; 
b. Kecamatan Lasem; 
c. Kecamatan Pancur; 
d. Kecamatan Sedan; 
e. Kecamatan Bulu; 
f. Kecamatan Kragan; 
g. Kecamatan Sale; dan 
h. Kecamatan Parnotan. 

(4) 

(3) Ternpat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi lapangan, stadion, taman publik, bangunan rumah, bangunan 
kantor pernerintah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, 
rumah panggung, dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang terdiri 
atas: 
a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah; 
b. Ternpat Evakuasi Bencana longsor; 
c. Ternpat Evakuasi Bencana banjir; dan 
d. Tempat Evakuasi Bencana abrasi. 

Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a, terdapat di: 
a. Kecamatan Sluke; 
b. Kecamatan Lasem; 
c. Kecamatan Pancur; 
d. Kecamatan Sedan; 
e. Kecamatan Bulu; 
f. Kecamatan Kragan; 
g.. Kecamatan Sale; dan 
h Kecamatan Pamotan. 

d. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berupa pengembangan jaringan jalan, 
terdapat di: 
1. Kecamatan Sarang; 
2. Kecamatan Kragan; 
3. Kecamatan Sluke; dan 
4. Kecamatan Lasem. 

2. Kecamatan Sumber; 
3. Kecamatan Bulu; 
4. Kecamatan Sedan; 
5. Kecamatan Pamotan; 
6. Kecamatan Sulang; 
7. Kecamatan Kaliori; 
8. Kecamatan Pancur; dan 
9. Kecamatan Lasem. 



(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 :50.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c, meliputi: 
a. Kawasan Lindung; dan 
b. Kawasan Budi Daya. 

Pasal 29 

Bagian Kesatu 
Um urn 

BABY 
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN 

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari 
saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer, terdapat di seluruh 
kecamatan. 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari 
saluran sekunder dan menyalurkannya ke Badan Air penerima, terdapat di: 
a. Kecamatan Kaliori; 
b. Kecamatan Rembang; 
c. Kecamatan Sluke; 
d. Kecamatan Lasem; 
e. Kecamatan Kragan; 
f. Kecamatan Sarang; 
g. Kecamatan Sulang; 
h. Kecamatan Bulu; 
1. Kecamatan Pancur; 
J. Kecamatan Pamotan; 
k. Kecamatan Sedan; dan 
1. Kecamatan Sale. 

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f 
berupa sistem jaringan drainase yang saling terintegrasi, meliputi: 
a. jaringan drainase primer; dan 
b. jaringan drainase sekunder. 

Pasal 28 

(7) Tempat Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
d, terdapat di: 
a. Kecamatan Lasem; 
b. Kecamatan Sluke; 
c. Kecamatan Kragan; dan 
d. Kecamatan Sarang. 



(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, 

Pasal34 

Paragraf 4 
Kawasan Konservasi 

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c 
seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Rembang. 

Pasal 33 

Paragraf 3 
Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung 
seluas kurang lebih 2.502 (dua ribu lima ratus dua) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Sedan; 
b. Kecamatan Pancur; 
c. Kecamatan Kragan; 
d. Kecamatan Sluke; dan 
e. Kecamatan Lasem. 

Pasal32 

Paragraf 2 
Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya 

Sadan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 165 
(seratus enam puluh lima) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Gunem; 
b. Kecamatan Kaliori; 
c. Kecamatan Kragan; 
d. Kecamatan Lasem; 
e. Kecamatan Pamotan; 
f. Kecamatan Pancu r; 
g. Kecamatan Rem bang; 
h. Kecamatan Sarang; 
1. Kecamatan Sulang; dan 
J. Kecamatan Sumber. 

Pasal 31 

Paragraf 1 
Badan Air 

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. Sadan Air; 
b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bav v ahannya; 
c. Kawasan perlindungan setempat; 
d. Kawasan konservasi; dan 
e. Kawasan Cagar Budaya. 

Pasal 30 

Bagian Ked ua 
Kawasan Lindung 



Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. Kawasan Hutan Produksi; 
b. Kawasan Pertanian; 
c. Kawasan Perikanan; 
d. Kawasan Pergaraman; 
e. Kawasan Pertambangan dan energi; 
f. Kawasan Peruntukan Industri; 
g. Kawasan pariwisata; 
h. Kawasan permukiman; dan 
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi: 
a. Situs Terjan di Kecamatan Kragan; 
b. Situs Plawangan di Kecamatan Kragan; 
c. Situs Perahu Kuno di Kecamatan Rembang; 
d. Kantor Bappeda Kabupaten Rembang di Kecamatan Rembang; 
e. Bangunan Induk, Regol, Ruang Mengajar dan Pendopo Museum RA Kartini di 

Kecamatan Rembang; 
f. Kompleks Eks. Stasiun Rembang di Kecamatan Rembang; 
g. Klenteng Tjoe An Kiong di Kecamatan Lasem; 
h. Omah Londo di Kecamatan Lasem; 
1. Lawang Ombo (Rumah Candu) di Kecamatan Lasem; dan 
J. Kompleks Makam Kuno di Masjid Jami' Lasem Kecamatan Lasem. 

Bagian Ketiga 
Kawasan Budi Daya 

Pasal 36 

Pasal 35 

Paragraf 5 
Kawasan Cagar Budaya 

(4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau­ 
pulau kecil, meliputi: 
a. Pulau Gede seluas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektare di Kecamatan 

Kaliori; 
b. Pulau Marongan seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare di 

Kecamatan Kaliori; dan 
c. Pulau Sualan seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare di 

Kecamatan Rembang. 

(3) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen seluas kurang lebih 19 
(sembilan belas) hektare terdapat di Kecamatan Sale. 

meliputi: 
a. Kawasan Suaka Alam (KSA); 
b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan 
c. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

(2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
berupa Cagar Alam Gunung Butak seluas kurang lebih 48 (empat puluh 
delapan) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Gunem; dan 
b. Kecamatan Sale. 



(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 
kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Bulu; 
b. Kecamatan Gunem; 
c. Kecamatan Kragan; 
d. Kecamatan Lasem; 
e. Kecamatan Parnotan; 
f. Kecamatan Pancur; 
g. Kecamatan Sedan; 

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
seluas kurang lebih 19 .825 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh 
lima) hektare, terdapat di seluruh kecarnatan. 

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 
kurang lebih 36.526 (tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh enarn) 
hektare, terdapat di seluruh kecamatan. 

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas 
kurang lebih 57.446 (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam) 
hektare, meliputi: 
a. Kawasan Tanaman Pangan; 
b. Kawasan Hortikultura; dan 
c. Kawasan Perkebunan. 

Pasal 38 

Paragraf 2 
Kawasan Pertanian 

Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
seluas kurang 19.114 (sembilan belas ribu seratus empat belas) hektare, 
terdapat di: 
a. Kecamatan Sumber; 
b. Kecamatan Bulu; 
c. Kecamatan Gunem; 
d. Kecamatan Sale; 
e. Kecamatan Sedan; 
f. Kecamatan Sarang; 
g. Kecamatan Pamotan; 
h. Kecamatan Sulang; 
1. Kecamatan Pancur; 
J. Kecamatan Sluke; dan 
k. Kecamatan Lasem. 

(3) 

(2) 

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, 
meliputi: 
a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan 
b. Kawasan Hutan Produksi tetap. 

Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a seluas kurang lebih 2.090 (dua ribu Sembilan puluh) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Gunem; dan 
b. Kecamatan Sale. 

(1) 

Pasal 37 

Paragraf 1 
Kawasan Hutan Produksi 



(2) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a berupa kawasan peruntukan Pertambangan batuan seluas kurang lebih 
1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Gunem; 
b. Kecamatan Kragan; 
c. Kecamatan Sale; 
d. Kecamatan Sarang; 
e. Kecamatan Sedan; dan 

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:> 
huruf e, meliputi: 
a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan 
b. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 

Pasal 41 

Paragraf 5 
Kawasan Pertambangan dan Energi 

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d seluas 
kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Kaliori; 
b. Kecamatan Lasem; 
c. Kecamatan Rembang; dan 
d. Kecamatan Sarang. 

Pasal 40 

Paragraf 4 
Kawasan Pergaraman 

(2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare, terdapat di Kecamatan Rembang. 

(3) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
seluas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektare, terdapat di: 
a. Kecamatan Sarang; 
b. Kecamatan Kaliori; 
c. Kecamatan Rembang; 
d. Kecamatan Sluke; 
e. Kecamatan Kragan; dan 
f. Kecamatan Lasem. 

(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, 
meliputi: 
a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan 
b. Kawasan Perikanan Budi Daya. 

Pasal 39 

Paragraf 3 
Kawasan Perikanan 

(5) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, ditetapkan KP2B seluas 
kurang lebih 32.736 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) 
hektare, tersebar di seluruh kecamatan. 

h. Kecamatan Sluke; 
1. Kecamatan Sulang; dan 
J. Kecamatan Sumber. 



(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a seluas kurang lebih 7.963 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) 
hektare, terdapat di seluruh kecamatan. 

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hurufh seluas 
kurang lebih 14.972 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) 
hektare, meliputi: 
a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan 
b. Kawasan Permukiman Perdesaan. 

Pasal 44 

Paragraf 8 
Kawasan Permukiman 

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi: 
a. Taman Konservasi Rutan Mangrove Pasar Banggi di Kecamatan Rembang; 
b. Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale; 
c. Makam RA. Kartini di Kecamatan Bulu; 
d. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Lasem; 
e. Pantai Balongan di Kecamatan Kragan; 
f. Pantai Pasir Putih Wates Tasikharjo di Kecamatan Kaliori; 
g. Pantai Caruban di Kecamatan Lasem; 
h. Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kecamatan Rembang; 
1. Pantai Karang Jahe di Kecamatan Rembang; 
j. Pasujudan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem; dan 
k. Pasar Mbrumbung di Kecamatan Kaliori. 

Pasal 43 

Paragraf 7 
Kawasan Pariwisata 

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f 
seluas kurang lebih 3.313 (tiga ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdapat di: 

a. Kecamatan Pamotan; 
b. Kecamatan Rembang; 
c. Kecamatan Pancur; 
d. Kecamatan Sale; 
e. Kecamatan Lasem; 
f. Kecamatan Sluke; 
g. Kecamatan Kaliori; 
h. Kecamatan Sulang; 
1. Kecamatan Sarang; dan 
J. Kecamatan Kragan. 

Pasal 42 

Paragraf 6 
Kawasan Peruntukan Industri 

(3) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare terdapat di 
Kecamatan Sumber. 

f. Kecamatan Sluke. 



(1) Kawasan strategis di Kabupaten, meliputi: 
a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan 

Pasal46 

Bagian Kesatu 
Umum 

KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN 

BAB VI 

e. Kantor Pos Angkatan Laut, meliputi: 
1. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Rembang; dan 
2. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sluke. 

f. Daerah Latihan GOR Mbesi di Kecamatan Sulang. 

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf 
i, meliputi: 
a. KODIM 0720 Rembang di Kecamatan Rembang; 
b. Komando Rayon Militer, meliputi: 

1. Koramil 01 Rembang di Kecamatan Rembang; 
2. Koramil 02 Kaliori di Kecamatan Kaliori; 
3. Koramil 03 Sulang di Kecamatan Sulang; 
4. Koramil 05 Bulu di Kecamatan Bulu; 
5. Koramil 10 Gunem di Kecamatan Gunem; 
6. Koramil 11 Sale di Kecamatan Sale; 
7. Koramil 13 Sedan di Kecamatan Sedan; 
8. Koramil 09 Pamotan di Kecamatan Pamotan; 
9. Koramil 14 Sarang di Kecamatan Sarang; 
10. Koramil 08 Sluke di Kecamatan Sluke; 
11. Koramil 06 Lasem di Kecamatan Lasem; 
12. Koramil 07 Pancur di Kecamatan Pancur; 
13. Koramil 04 Sumber di Kecamatan Sumber; dan 
14. Koramil 12 Kragan di Kecamatan Kragan. 

c. Kantor Kepolisian Resort di Kecamatan Rembang; 
d. Kantor Kepolisian Sektor, meliputi: 

1. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sumber; 
2. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Bulu; 
3. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Gunem; 
4. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sedan; 
5. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sarang; 
6. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pancur; 
7. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pamotan; 
8. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sulang; 
9. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kaliori; 
10. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Rembang; 
11. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Kragan; 
12. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sluke; 
13. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sale; dan 
14. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Lasem. 

Pasal 45 

Paragraf 9 
Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

b seluas kurang lebih 7. 708 (tujuh ribu tujuh ratus delapan) hektare, terdapat 
di seluruh kecamatan. 



(7) Arah pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan 
Kaliori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

(6) 

Arah pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura 
Kragan - Sluke sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan 

prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang 
produktif, efisien, dan mampu bersaing; 

b. pengembangan kawasan sepanjang koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke 
dengan peruntukan sebagai Kawasan Budi Daya; dan 

c. pengembangan kawasan koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke sebagai 
pusat kegiatan ekonomi. 

Tujuan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan 
Kaliori sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah mengembangkan 
sektor unggulan kelautan dan perikanan untuk menggerakkan pertumbuhan 
ekonomi. 

(5) 

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan 
Pantura Kragan - Sluke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
untuk mendorong pertumbuhan kawasan di koridor Jalan Pantura Kragan­ 
Sluke yang didukung jaringan sarana prasarana dan fasilitas penunjang 
kegiatan ekonomi. 

(4) 

(3) 

(2) 

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
huruf b, meliputi: 
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke; 
b. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Rembang dan Kaliori; dan 
c. Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan. 

Kawasan stratcgis dari sudut kcpentingan sosial budaya scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yaitu Kawasan Kota Pusaka/ Kota Kuno 
Las em. 

(1) 

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) huruf a meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan 
ekonomi yaitu Kawasan Industri Terpadu Rembang. 

Bagian Ketiga 
Kawasan Strategis Kabupaten 

Pasal 48 

Pasal 47 

Bagian Kedua 
Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten 

b. Kawasan Strategis Kabupaten. 

(2) Kawasan strategis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 



Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas: 
a. ketentuan KKPR; 
b. indikasi program utamajangka menengah 5 (lima) tahunan; dan 
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. 

Pasal 49 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VU 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN 

a. pengembangan kelautan dan perikanan berbasis Wilayah dengan 
pendekatan sistem dan manajemen kawasan integrasi, dengan prinsip 
efisien, kualitas dan akselerasi; dan 

b. pengembangan kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra - sentra 
produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan 
kegiatan terkait lainnya. 

(8) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah untuk meningkatkan 
tingkat produksi pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan 
pangan daerah. 

(9) Arah pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 
a. pengembangan sektor unggulan pertanian pangan dan hortikultura di 

Kawasan Agropolitan; 
b. pengelolaan Kawasan sentra produksi pertanian dalam satu Kawasan 

pengembangan pertanian terpadu mulai dari pengolahan lahan, panen 
dan pengolahan pasca panen dan sampai dengan pemasaran hasil; 

c. pengembangan Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan 
pada Wilayah perdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian; dan 

d. pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dan sistem agrobisnis. 

(10) Tujuan pengembangan Kawasan Kota Pusaka Lasem sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah untuk mendukung kegiatan Kawasan Kota Lasem 
sebagai Kota Pusaka yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal (local 
wisdom) dan warisan pus aka (heritage). 

(11) Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka/Kota Kuno Lasem sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. mewujudkan Kawasan pusaka/ Kota Kuno dengan pengembangan wisata 

yang didukung Kawasan Cagar Budaya; 
b. pelestarian bangunan warisan budaya (heritage); 
c. pemanfaatan potensi Kawasan sungai dan mangrove untuk pariwisata 

dengan dukungan kegiatan penunjang lainnya seperti sarana prasarana 
wisata, pedestrian, penginapan, pusat kuliner jajanan dan makanan lokal; 

d. penataan Kawasan sepanjang sungai dan pedestrian; dan 
e. pelestarian dan pengembangan produk unggulan kerajinan lokal batik 

tulis Lasem serta pembangunan etalase batik tulis Lasem dan produk 
lokal lainnya. 



(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber 
dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 
d. Masyara.kat; dan/ atau 
e. sumber pendanaan lainnya. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana 
usulan program utama akan dilaksanakan. 

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan 
program pengembangan Wilayah Kabupaten. 

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a terdiri atas: 
a. program utama; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana; dan 
e. waktu pelaksanaan. 

Pasal 52 

Paragraf 2 
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama 

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi: 
a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan 
b. indikasi program utamajangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 

5 (lima) tahun keempat. 

Pasal 51 

Paragraf 1 
Indikasi Program Uta.ma Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan 

Bagian Ketiga 

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. Konfinnasi KKPR; 
b. Persetujuan KKPR; dan 
c. Rekomendasi KKPR. 

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a terdiri atas: 
a. K.KPR untuk kegiatan berusaha; 
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan 
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. 

Pasal 50 

Bagian Kedua 
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 



(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri atas: 
a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan 

dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala 
pelayanan hingga beberapa Kabupaten. 

b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: 
1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah 

skala pelayanan satu Ka bu paten dan/ a tau beberapa kecamatan; dan 
2. penyusunan RDTR Pu sat Kegiatan Lokal (PKL). 

c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: 
1. penguatan, peningkatan, dan pengembangan prasarana, sarana, dan 

utilitas Wilayah skala pelayanan satu hingga beberapa kecamatan; dan 
2. penyusunan RDTR Pu sat Pelayanan Kawasan (PPK). 

d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lokal (PPL), meliputi: 
1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah 

skala pelayanan beberapa desa; dan 
2. pengembangan akses bagi desa yang dilayani. 

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas: 
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan 
b. perwujudan sistem jaringan prasarana. 

Pasal 54 

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) 
tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diuraikan dalam 
bentuk narasi terdiri atas: 
a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; 
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan 
c. perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten. 

Pasal 53 

Paragraf 3 
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua sampai dengan 

5 (Lima) Tahun Keempat 

(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XITI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 
5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan 
prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi: 
a. tahap kesatu yaitu tahun 2023 - 2024; 
b. tahap kedua yaitu tahun 2025 - 2029; 
c. tahap ketiga yaitu tahun 2030 - 2034; 
d. tahap keempat yaitu tahun 2035 - 2039; 
e. tahap kelima yaitu tahun 2040 - 2043. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Provinsi; 
c. Pemerintah Kabupaten; 
d. swasta; dan 
e. Masyarakat. 



(6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b meliputi: 
a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antarkota; 
b. pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang; 
c. pembangunan dan pemeliharaan stasiun operasi; 
d. pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Barang; dan 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c meliputi: 
a. peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul; 
b. penguatan Pelabuhan Pengumpan Regional; 
c. pengembangan Terminal Khusus; 
d. pengembangan pelabuhan perikanan nusantara; 
e. pengembangan Pelabuhan perikanan pantai; 
f. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan 
g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b terdiri atas: 
a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 
b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
a. perwujudan sistem jaringan transportasi; 
b. perwujudan sistem jaringan energi; 
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. 

(4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a terdiri atas: 
a. perwujudan sistem jaringan jalan; 
b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan 
c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut. 

(5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 
a meliputi: 
a. pengembangan Jalan Arteri; 
b. pengembangan Jalan Kolektor; 
c. pengembangan Jalan Lokal; 
d. peningkatan Jalan Lokal menjadi Kolektor Primer, meliputi: 

1. Jalan Ngotet-Tireman; 
2. Jalan Sendangagung-Ngotet; dan 
3. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung. 

e. pengembangan Jalan Lingkungan; 
f. pengembangan Jalan Khusus; 
g. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; 
h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan; 
1. peningkatan Terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Rembang menjadi 

Terminal Penumpang tipe A; 
J. pengembangan terminal Penumpang tipe B; 
k. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe C; 
1. pengembangan Terminal Penumpang tipe C; 
m. pengembangan Terminal Barang; 
n. pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan 
o. pengembangan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. 



(15) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 13) huruf b meliputi: 
a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik; 

(14) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (13) huruf a meliputi: 
a. pengembangan Unit Air Baku dan optimalisasi sumber air baku (mata 

air, embung, waduk, air sungai, air laut); 
b. pengembangan Jaringan Produksi; 
c. pengembangan Unit Distribusi; 
d. pengembangan unit pelayanan; 
e. pengembangan penyediaan air min um bukan jaringan perpipaan; dan 
f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(13) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf e meliputi: 
a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); 
b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL); 
c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3); 
d. perwujudan sistem jaringan persampahan; 
e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan 
f. perwujudan sistem drainase. 

(12) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d meliputi: 
a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer; 
b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; 
c. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; 
d. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c meliputi: 
a. pengembangan Jaringan Tetap; 
b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; 
c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; 
d. pengembangan jaringan layanan internet; dan 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(10) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) huruf b meliputi: 
a. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap; 
b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga 

listrik dan sarana pendukung; 
c. pengem bangan saluran udara tegangan tinggi; 
d. pengembangan saluran udara tegangan menengah; 
e. pengembangan saluran udara tegangan rendah; 
f. pengembangan Gardu Listrik; dan 
g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(9) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi: 
a. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; 
b. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari 

fasilitas produksi - tempat penyimpanan; 
c. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari 

fasilitas produksi - kilang pengolahan; dan 
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 



(4) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan 
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

(3) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pengelolaan dan pemeliharaan sungai, ernbung, waduk, bangunan 

penangkap air; 
b. rehabilitasi dan penguatan fungsi badan air; 
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu di sekitar badan air; 
d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan 
e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung. 

(2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
a. perwujudan Sadan Air; 
b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan 

bawahannya; 
c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat; 
d. perwujudan Kawasan konservasi; dan 
e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya. 

(1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas: 
a. perwujudan Kawasan Lindung; dan 
b. perwujudan Kawasan Budi Daya. 

(19) Pcrwujudan sistem drainasc scbagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f 
meliputi: 
a. pengembangan Jaringan Drainase Primer; 
b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; 
c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan 
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

Pasal 55 

(18) 

b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan 
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

( 16) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi: 
a. pengembangan tempat penyirnpanan limbah bahan berbahaya dan 

bcracun; 
b. pcngembangan tempat pcngumpulan limbah bahan bcrbahaya dan 

beracun; 
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(17) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(13) huruf d meliputi: 
a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); 
b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); 
c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); 
d. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan; dan 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (13) huruf e meliputi: 
a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; 
b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; 
c. pengaturan hambatan jalan; 
d. peningkatan kapasitas jalan; dan 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 



(9) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
huruf a meliputi: 
a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan 

Kawasan Hutan Produksi Tetap; 
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan hutan produksi; dan 
c. pengendalian kegiatan di Kawasan Hutan Produksi. 

(8) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri atas: 
a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi; 
b. perwujudan Kawasan Pertanian; 
c. perwujudan Kawasan Perikanan; 
d. perwujudan Kawasan Pergaraman; 
e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan energi; 
f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; 
g. perwujudan Kawasan Pariwisata; 
h. perwujudan Kawasan permukiman; dan 
1. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

(7) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d meliputi: 
a. penetapan perlindungan kawasan Cagar Budaya; 
b. pengembangan dan pengelolaan kawasan Cagar Budaya; 
c. pengendalian kegiatan untuk mendukung pelestarian kawasan Cagar 

Budaya; dan 
d. penetapan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan yang berorientasi 

pada pelestarian objek diduga Cagar Budaya. 

(6) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c meliputi: 
a. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan konservasi; 
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi. 
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan 

perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke 
dalam tanah; 

d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan 
cagar alam dan taman wisata alam; 

e. rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil; dan 
f. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan konservasi agar tidak 

mengganggu fungsi lindung Kawasan. 

(5) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c meliputi: 
a. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan perlindungan setempat; 
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan perlindungan setempat; 
c. rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan ekosistem mangrove; dan 
d. pengembangan dan pengelolaan Kawasan ekosistem mangrove. 

a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung; 
b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung; 
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan 

perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke 
dalam tanah; 

d. pcngcmbangan blok pcnyangga pada Kawasan yang bcrbatasan dcngan 
Kawasan Hutan Lindung; dan 

e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung 
Kawasan Hutan Lindung. 



(13) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) huruf e meliputi: 
a. mventarisasi potensi Kawasan pertambangan dan energi; 
b. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan 

peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan; 
c. pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan 

pertambangan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan; 
d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di 

Kawasan peruntukan pertambangan; 
e. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pertambangan tidak 

berizin; 

( 12) Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf 
d meliputi: 
a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan pergaraman; 
b. pengembangan sentra pergaraman berbasis agromarinepolitan; 
c. perlindungan dan pengembangan industri garam rakyat; 
d. pengembangan prasarana dan sarana pergaraman; 
e. pengintegrasian infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambak 

produksi garam; 
f. pengembangan untuk meningkatkan teknologi tambak garam rakyat guna 

meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas; dan 
g. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan 

scmpadan sungai. 

(11) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf 
c meliputi: 
a. pengembangan dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu 

berbasis aqromarinepoliian; 
b. pengembangan tempat pelelangan ikan; 
c. pengendalian dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya; 
d. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya; 
e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya dan 

Perikanan tangkap; dan 
f. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan 

sempadan sungai. 

(10) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hurufb 
meliputi: 
a. pengendalian dan pengembangan KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan, 

Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan; 
b. pengendalian dan pengembangan lahan non-KP2B pada Kawasan 

Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan; 
c. pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B; 
d. pengembangan sentra Pertanian berbasis agropolitan; 
e. pengembangan dan pengelolaan produktivitas pada Kawasan Tanaman 

Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan; 
f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 
g. pengembangan sistem jaringan Irigasi yang memadai; 
h. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca 

panen;dan 
1. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan 

situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air. 



(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 huruf c meliputi: 

Pasal 56 

(17) Perwujudan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf 
i meliputi: 
a. pembangunan Kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; 
b. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung akses obyek 

wisata; 
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; dan 
d. pengendalian kegiatan di kawasan pariwisata. 

(16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) huruf h meliputi: 
a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; 
b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan 

Keamanan; dan 
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

(15) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
huruf g meliputi: 
a. pengembangan dan penataan Kawasan Pennukiman Perkotaan dan 

Kawasan Permukiman Perdesaan; 
b. pengembangan hunian bertingkat Kawasan Permukiman Perkotaan; 
c. pengembangan kota tanpa kumuh; 
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota; 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pekarangan paling sedikit 10 

(sepuluh) persen dari luas lahan; 
f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) 

persen dari luas Kawasan permukiman dan/ atau sesuai standar 
penyediaan Ruang Terbuka Hijau; 

g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; 
h. perbaikan lingkungan permukiman; 
1. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas 

pennukiman; 
J. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada 

Kawasan rawan bencana tinggi; dan 
k. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sernpadan 

sungai, sempadan situ/ danau/ embung/ waduk, serta sempadan mata 
air. 

(14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) huruf f meliputi: 
a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan lndustri secara 

berkelanjutan; 
b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas 

penunjang di Kawasan Peruntukan Industri; dan 
c. pengembangan dan pengaturan sentra industri mendekati bahan baku 

atau sesuai identitas lokal; 
d. pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan industri tidak 

berizin; 
e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan 
f. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan 

sungai, sempadan situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air. 

h. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu; dan 
1. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan 

situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air. 



(1) Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten 
meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi; 

Pasal 58 

Bagian Kesatu 
Pedoman Pengaturan 

BAB VIII 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN 

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan 
untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan 
kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten. 

(2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen: 
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) 

tahunan; dan 
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu} 

tahunan. 

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program 
utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan terhadap: 
a. RTR di tingkat nasional; dan 
b. program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana 

pembangunan daerah. 

Pasal 57 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 

(3) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial 
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. penataan dan penguatan Kawasan Kota Pusaka Lasem; 
b. pengem bangan dan pengendalian kegiatan Kawasan Kota Pusaka Lasem 

secara berkelanjutan; dan 
c. penguatan dan pengembangan Ruang sosial dan budaya. 

(2) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi: 
a. pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh 

Koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke; 
b. pengembangan Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan; 
c. penguatan dan pengembangan Kawasan sentra kelautan dan perikanan 

terpadu Rembang dan Kaliori; dan 
d. penataan dan pengendalian sekitar kawasan koridor penghubung 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. 

a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi; dan 

b. perwujudan Kawasan Strategi.s Kabupaten dari sudut kepentingan sosial 
budaya. 



(2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala 

Kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan 
infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, 
dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya; 

b. d:iperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; 

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pennukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan 
b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain. 

Pasal 60 

Paragraf 2 
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman 

(4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya. 

(3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana. 

(2) Kawasan peruntukan yang diatur dalam ketentuan umum zonasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; 
b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan 
c. ketentuan khusus Pola Ruang. 

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 
huruf a memiliki fungsi meliputi: 
a. sebagai dasar perizinan Pemanfaatan Ruang; 
b. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang; dan 
c. sebagai landasan bag:i penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan 

operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan. 

Pasal 59 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Zonasi 

(2) Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. 

b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; 
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 
d. arahan sanksi. 



Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan um urn zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi; 
b. ketentuan um um zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi; 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi; 
d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan 
e. ketentuan urn um zonasi Kawasan sekitar sis tern jaringan prasarana lainnya. 

Pasal 61 

Paragraf 3 
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana 

(5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonorni berskala 

antardesa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan 
yang sesuai dengan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai 
dengan kegiatan yang dilayaninya; 

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan perrnukiman dengan 
intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan 

c. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka 
Hijau. 

(4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala 

kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan 
yang mendukung kegiatan perekonornian, sosial, dan budaya sesuai 
dengan kegiatan yang dilayaninya; 

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselarnatan lingkungan; 

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pernanfaatan Ruang yang 
menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan; 

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan 
intensitas kepadatan menengah; 

e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib 
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional 
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 

f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka 
Hijau. 

(3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 
b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 

c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan 
terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan 
prasarana; 

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan pennukiman dengan 
intensitas kepadatan menengah; 

e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib 
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional 
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 

f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka 
Hijau. 



(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar 

garis sempadan Jalan Kolektor Primer; 
b. diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu; 
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan 

prasarana pelengkap Jalan Kolektor Primer sesuai kebutuhan; 

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar 

garis sem pad an J alan Arteri Primer; 
b. diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu; 
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan 

prasarana pelengkap Jalan Arteri Primer sesuai kebutuhan; 
d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi 

jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu 
Provinsi sesuai kebutuhan; 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas 
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup; 

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembanganjaringan 
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Arteri 
Primer wajib memperoleh 1ZlD dari penyelenggara jalan sesuai 
kewenangannya; 

g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan 
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Arteri Primer wajib 
menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan; 

h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 
yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer tanpa izin 
penyelenggara jalan; 

1. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi dengan skala 
pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten kecuali 
pengembangan sarana transportasi terpadu; dan 

J. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di Ruang 
pengawasan Jalan Arteri Primer. 

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem janngan jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; 
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder; 
e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; 
f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; 
g. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus; 
h. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; 
1. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C; 

dan 
J. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Tim.bang. 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi: 
a. ketentuan um um zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; 

dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi 

laut. 

Pasal 62 



(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar 

garis sempadan Jalan Lokal Sekunder; 
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi 

terpadu hanya pada Kawasan strategis; 
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan 

prasarana pelengkap Jalan Lokal Sekunder sesuai kebutuhan; 
d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi 

skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten 
sesuai kebutuhan; 

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar 

garis sempadan Jalan Lokal Primer; 
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi 

terpadu hanya pada Kawasan strategis; 
c. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan 

prasarana pelengkap Jalan Lokal Primer sesuai kebutuhan; 
d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi 

skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten 
sesuai kebutuhan; 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas 
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup; 

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembanganjaringan 
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal 
Primer wajib memperoleh lZ1Il dari penyelenggara jalan sesuai 
kewenangannya; 

g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan 
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Primer wajib 
melakukan rekayasa teknis lalu lintas; 

h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan 
yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer tanpa izin 
penyelenggara jalan; 

i. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan 
skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan 

J. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang 
pengawasan Jalan Lokal Primer. 

d. diperbolehkan terbatas jumlah pengembangan sarana transportasi jalan 
dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi 
sesuai kebutuhan; 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala 
pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu; 

f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas 
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup; 

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan a tau pengembangan jaringan 
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Kolektor 
Primer wajib memperoleh lZ1Il dari penyelenggara jalan sesuai 
kewenangannya; 

h. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan 
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Kolektor Primer wajib 
menyediakan jalur lam bat untuk kegiatan berskala lingkungan; 

1. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 
yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer tanpa izin 
penyelenggara jalan; dan 

J. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang 
pengawasan Jalan Kolektor Primer. 



(8) Ketentuan um um zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Tol sesuai 

dengan peruntukannya; 
b. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan 

Tol sesuai kebutuhan; 
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembanganjaringan 

prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Tol 
wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; 

d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan 
berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah 

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer 
sebagaimana dim.aksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar 

garis sempadan Jalan Lingkungan Primer; 
b. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan 

prasarana pelengkap Jalan Lingkungan Primer sesuai kebutuhan; . 
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala 

pelayanan maksimum satu kecamatan dan/atau beberapa kecamatan 
hanya pada Kawasan strategis; 

d. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi 
skala pelayanan maksimum beberapa desa; 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana 
transportasi terpadu hanya pada Kawasan transportasi terpadu; 

f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan 
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lingkungan Primer hanya 
pada Kawasan yang sesuai dengan peruntukannya; 

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan 
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan 
Lingkungan Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggarajalan sesuai 
kewenangannya; 

h. tidak diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana lintas moda 
transportasi; 

1. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan 
yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer tanpa 
izin penyelenggara jalan; 

J. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan 
skala pelayanan minimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten; dan 

k. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang 
pengawasan Jalan Lingkungan Primer. 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas 
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup; 

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan 
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal 
Sekunder wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai 
kewenangannya; 

g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan 
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Sekunder wajib 
melakukan rekayasa teknis lalu lintas; 

h. tidak diperbolehkan menggunakan dan mernanfaatkan Ruang rnilik jalan 
yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder tanpa izin 
penyelenggara jalan; 

1. tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan 
skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan 

J· tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang 
pengawasan Jalan Lokal Sekunder. 



(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe B 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

Terminal Penumpang tipe B; 
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal 

Penumpang tipe B sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal, 
keselamatan dan keamanan; 

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pusat Kawasan transportasi 
terpadu hanya untuk penambahan fungsi Terminal Penumpang tipe C 
dan/ a tau Terminal Barang dengan memperhatikan kajian lingkungan 
hidup; 

d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas 
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup; 

e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mendukung aktivitas 
pelayanan Terminal Penumpang tipe B wajib memenuhi persyaratan 
keselamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan 

f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu 
keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyelenggara Terminal 
Penumpang tipe B sesuai kewenangannya. 

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe C 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

Terminal Penumpang tipe C; 

e. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum 
yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait; 

f. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum 
yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait; 

g. tidak diperbolehkan membuatjalan masuk atau keluar, scrta interchange 
Jalan Tol, kecuali dengan izin Pemerintah Kabupaten; 

h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan 
dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi 
jalan; dan 

1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Khusus sesuai 

dengan peruntukannya; 
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana 

pelengkap Jalan Khusus sesuai kebutuhan; 
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan 

prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan 
Khusus dan Ruang manfaat Jalan Khusus yang mendukung fungsi Jalan 
Khusus; 

d. tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange 
Jalan Khusus, kecuali dengan izin Pemerintah; 

e. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan 
Khusus yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Khusus tanpa 
izin penyelenggara jalan; dan 

f. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang 
pengawasan Jalan Khusus. 



b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal 
Penumpang tipe C sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal, 
keselamatan dan keamanan; 

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas 
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup; .. 

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mendukung aktivitas 
pelayanan Terminal Pcnumpang tipc C wajib mcmcnuhi persyaratan 
keselamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan 

e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu 
keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyelenggara Terminal 
Penumpang tipe C sesuai kewenangannya. 

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf k dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar Jembatan 

Timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang 
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan 

b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar Jembatan 
Timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan 
keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari 
penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya. 

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api; 

dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api. 

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a berupa ketentuan umum 
zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi: 
a. di~erbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta 

apt; 
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di tepi 

rel kereta api; 
c. diJ?.erbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan 

utilitas di tepi rel kereta api; 
d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap 

dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta 
api; 

e. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah 
Kabupaten; 

f. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu 
kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; 

g. orientasi bangunan pendukung keselamatan dan pemeliharaan kereta api 
menghadap jalur kereta api; 

h. bangunan di luar ruang manfaat jalur kereta api tetap menghadap jalan 
secara tinier maupun tegak lurus terhadap jalan; 

1. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan; 

J. ketentuan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan 
k. jaringan jalur kereta api yang berada pada Kawasan rawan bencana, 

digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan 
kenyamanan pengguna. 

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Kereta Api sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (13) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sek:itar Stasiun Barang; dan 



c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi. 

(16) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan opcrasional, penunjang, dan pcngcmbangan Stasiun 
Penumpang;dan 

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. 
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang 
dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan 
ketentuan keselamatan perkeretaapian; 

2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi 
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang terkait; dan 

3. pengembangan sistemjaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan 
dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, 
dan pengembangan Stasiun Penumpang. 

(17) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; 
dan 

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. 
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Barang dengan 
memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan 
ketentuan keselamatan perkeretaapian; 

2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi 
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang terkait; dan 

3. pengembangan sistemjaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan 
dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, 
dan pengembangan Stasiun Barang. 

(18) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi; 
dan 

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. 
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Operasi dengan 
mempcrhatikan rcncana pengcmbangan perkeretaapian dan 
ketentuan keselamatan perkeretaapian; 

2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi 
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang terkait; dan 

3. pengembangan sistemjaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan 
dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, 
dan pengembangan Stasiun Operasi. 



( 19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul; 
b. ketentuan umurn zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan 

Regional; 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan 
d. ketcntuan umum zonasi Kawasan di sckitar Pclabuhan Pcrikanan. 

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan 

kapal; 
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; 
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

pelabuhan laut; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menggangu keamanan, kenyamanan, 

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona 
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan; 

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang men~anggu alur kapal; 
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat 

mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; 
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan; 
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang 

berlaku; 
1. sarana dan prasarana rmmmum sesuai ketentuan teknis dan 

perundangan yang berlaku; dan 
J. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, 

digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan 
kenyamanan pengguna. 

(21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 19) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan 

kapal; 
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; 
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

pelabuhan laut; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, 

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona 
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan; 

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang men~anggu alur kapal; 
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat 

mengakibatkan pendangkalan j alur kapal; 
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan; 
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang 

berlaku; 
1. sarana dan prasarana rmrumum scsuai kctcn tuan tcknis dan 

perundangan yang berlaku; dan 
J· Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, 

digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan 
kenyamanan pengguna. 

(22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal khusus sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 19) huruf c, meliputi: 
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan 

kapal; 



b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; 
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka H1Jau di Kawasan 

pelabuhan laut; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyarnanan, 

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona 
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan; 

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; 
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat 

mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; 
g. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang 

berlaku; 
h. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan 

perundangan yang berlaku; dan 
1. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, 

digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan 
kenyamanan pengguna. 

(23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (19) huruf d, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan 

Nusantara; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai; 

dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan. 

(24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (23) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan 

kapal; 
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; 
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

pelabuhan laut; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyarnanan, 

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/ atau keluar kendaraan pada zona 
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan; 

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; 
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat 

mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; 
g. pengaturan intensitas bangunan di dalarn kawasan pelabuhan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan; 
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang 

berlaku; 
1. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan 

perundangan yang berlaku; dan 
J. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, 

digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai kearnanan dan 
kenyamanan pengguna. 

(25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (23) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan 

kapal; 
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; 
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

pelabuhan perikanan; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, 

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/ atau keluar kendaraan pada zona 
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan; 

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; 



(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas 
bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi 

energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan 
keamanan; 

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan 
infrastruktur minyak dan gas bumi; 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistemjaringan energi sebagaimana 
dimaksud Pasal 61 huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sis tern jaringan infrastruktur 

minyak dan gas bumi; dan 
b. ketentuan umum zonast Kawasan di sekitar infrastruktur 

ketenagalistrikan. 

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur 
minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas 

bumi; dan 
b. ketentuan umumzonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak 

dan gas bumi. 

Pasal 63 

(26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf c, meliputi: 
a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan 

kapal; 
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; 
c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Pangkalan Pendaratan Ikan; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, 

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona 
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan; 

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; 
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat 

mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; 
g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan Pangkalan Pendaratan 

Ikan sesuai ketentuan peraturan perundangan; 
h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang 

berlaku; 
1. sarana dan prasarana rmmmurn sesuai ketentuan teknis dan 

perundangan yang berlaku; dan 
J. Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada pada Kawasan rawan 

bencana, digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai 
keamanan dan kenyamanan pengguna. 

f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat 
mengakibatkan pendangkalan jalur kapal; 

g. pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai 
ketentuan peraturan perundangan; 

h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang 
berlaku; 

1. sarana dan prasarana rmrumurn sesuai keten tuan teknis dan 
perundangan yang berlaku; dan 

J. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana, 
digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan 
kenyamanan pengguna. 



(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan 
minya.k dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi 

energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan 
keamanan; 

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan 
infrastruktur minya.k dan gas bumi; 

c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa 
minya.k dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan 
keselamatan Kawasan sekitamya serta tidak mengganggu jaringan energi; 

d. tida.k diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak 
dan gas bumi; 

e. tida.k diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi 
yang mengganggu keamanan jaringan; 

f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk 
kegiatan dengan intensitas rendab sampai dengan sedang; dan 

g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi harus 
memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan 
dan papan peringatan. 

(5) Ketentuan urnum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan 
minyak dan gas burni dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi 

energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan 
keamanan; 

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan 
infrastruktur minyak dan gas bumi; 

c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa 
minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan 
keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi; 

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak 
dan gas bumi; 

e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi 
yang mengganggu keamanan jaringan; 

f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk 
kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan 

g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan rninyak dan gas bumi harus 
memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan 
dan papan peringatan. 

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur rninyak 
dan gas burni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umurn zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan 

minyak dan gas burni dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan 

minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan. 

c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur 
minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan 
keselamatan Kawasan sekitarnya; 

d. tidak diperbolehkan kegiatan di sekitar infrastruktur minyak dan gas 
bumi yang mengganggu keamanan prasarana/ infrastruktur; 

e. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur energi dibatasi 
untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan 

f. Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi harus 
memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan 
dan papan peringatan. 



(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM); dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan 

Rendah (SUTR). 

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi 

tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan 
jarak aman dari kegiatan lain; 

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan 
infrastru kt u r ketenagalistrikan; 

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis 
Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); 

d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan intensitas 
bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar 
dan/ a tau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan 
memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik 
antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa ketentuan 
umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). 

(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga 
listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b 
terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga 

listrik antarsistem; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga 

listrik; dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik. 

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan 
tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf a, berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga 

listrik; 
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau disekitar sempadan 

jaringan infrastruktur pem bangkitan tenaga listrik; 
c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan 

memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi 

dan distribusi pembangkitan tenaga listrik; dan 
e. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan 

tenaga listrik dan sarana pendukung; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran 

tenaga listrik dan sarana pendulrung. 



(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: 

(1) Ketentuan umurn zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c tediri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan 
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak. 

Pasal 64 

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan 
Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan 
ketentuan: 
a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi 

tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan 
jarak aman dari kegiatan lain; 

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan 
infrastruktur ketenagalistrikan; 

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis 
Sempadan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); 

d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian 
yang tidak membahayakan jaringan listrik; dan 

e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar 
dan/ atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan 
memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah 
(SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi 

tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan 
jarak aman dari kegiatan lain; 

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan 
infrastruktur ketenagalistrikan; 

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis 
Sempadan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); 

d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian 
yang tidak membahayakan jaringan listrik; dan 

e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar 
dan/ atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan 
memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) huruf c dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 

Gardu Listrik; 
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di 
sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait; 

d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat 
mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan 
Gardu Listrik; dan 

e. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan. 



(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Primer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 

j aringan lrigasi Primer; 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa ketentuan umum 
zonasi prasarana sumber daya air. 

(2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan lrigasi; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air; 

dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir. 

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistemjaringan Irigasi Primer; 

dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan lrigasi 

Sekunder. 

a. diperbolehkan pengembangan Jaringan Tetap secara terpadu dengan 
jaringan utilitas dan/ atau prasarana lainnya; 

b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap 
dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta 
kesehatan; 

c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat 
mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan 

d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi 
untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta 
tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; dan 

e. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung 
dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi pengaman 
jaringan dan papan peringatan. 

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di 
sekitar Jaringan Bergerak Seluler. 

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara 
telekomunikasi bersama; 

b. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa 
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak 
Seluler; 

c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan; 

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian dan perumahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan 

e. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi 
harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan 
Kawasan di sekitamya serta tidak menimbulkan dampak penurunan 
kualitas visual ruang pada lokasi menara dan Kawasan di sekitamya. 

Pasal 65 



(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM); 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah 

(SPAL); 

Pasal 66 

(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Bangunan Pengendalian 
Banjir, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 

Bangunan Pengendalian Banjir; 
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik 

lainnya; dan 
c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi 

mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 
Bangunan Pengendalian Banjir. 

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 

Bangunan Sumber Daya Air; 
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik 

lainnya; dan 
c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi 

mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 
Bangunan Sumber Daya Air. 

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Sekunder 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan 

jaringan lrigasi Sekunder; 
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas 

pendukung Irigasi Sekunder seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, 
dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; 

c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik 
lainnya; 

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan 
penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; 

e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan 
jaringan Irigasi Sekunder; dan 

f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu 
operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi 
Sekunder. 

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas 
pendukung Irigasi Primer seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi, 
dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; 

c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik 
lainnya; 

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemasangan pa pan reklame, pa pan 
penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; 

e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan 
jaringan Irigasi Primer; dan 

f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu 
operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi Primer. 



(7) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Saban 

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan Air Limbah 
(SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, meliputi: 
a. diperbolehkan operasionaJ, pen unjang, dan pengem bangan sistem 

pengelolaan Air Limbah; 
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
c. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan 
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi 

mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem 
pengelolaan Air Lim bah. 

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan kegiatan operasionaJ, penunjang, dan pengembangan Unit 

Distribusi dan prasarananya; 
b. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan penyuluhan, papan 

peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait; dan 

c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi 
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi. 

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan kegiatan operasionaJ, penunjang, dan pengembangan 

Jaringan Produksi; 
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik 

lainnya; 
c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan penyuluhan, papan 

peringatan, dan rarnbu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait; dan 

d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi 
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan 
Produksi. 

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan kegiatan operasionaJ, penunjang, dan pengembangan Unit 

Air Baku; 
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku dengan wajib 

memperhatikan kelestarian lingkungan; dan 
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi 

mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku. 

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rneliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku; 
b. ketentuan um um zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi. 

c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan Sistem Pengelolaan 
Lim bah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 

d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan; 
e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi 

bencana;dan 
f. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem drainase. 



(9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan 
Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan 
ketentuan: 
a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah 

berupa: kantor pengelola, gudang/ garasi kendaraan pengangkut dan alat­ 
alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Penampungan Sementara 
(TPS), serta tern pat mesin pengolah sampah; 

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah 
wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat 
sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan 

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menganggu fungsi jaringan dan 
pengelolaan persampahan. 

( 10) Ketentuan um um zonasi Kawasan di sekitar sis tern Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir 

meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan 
sampah, kegiatan budi daya Pertanian, dan kegiatan lain yang 
mendukung; 

b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai Ruang Terbuka Hijau; 

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah 
wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat 
sesuai dengan ketentuan tek:nis yang berlaku; 

d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) berupa kegiatan permukiman, pendidikan, dan 
kesehatan; 

e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan 
di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); 

f. pengelolaan limbah secara terpadu pada lokasi yang berdekatan; 
g. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan 

fungsi vegetasi; 
h. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan dilengkapi unit 

pengolahan limbah; 

Berbahaya dan Beracun (83) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan kegiatan berupa pengurangan dan pemilahan limbah 83, 

penyimpanan limbah 83, dan pengangkutan limbah 83. 
b. diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a yang peka terhadap dampak limbah 83 dan tidak 
mengganggu fungsi utama pengelolaan limbah 83; 

c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama 
pengurangan dan pemilahan limbah 83, penyimpanan limbah 83, dan 
pengangkutan limbah 83; 

d. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 

e. ketentuan jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan 
Pengolahan Limbah 83 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin 
Lingkungan. 

(8) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan 

Sementara (TPS); 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA); dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST). 



(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistemjaringan evakuasi bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana. 

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan ketentuan: 
a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur 

Evakuasi Bencana; 
b. dipcrbolchkan dcngan syarat pcmanfaatanjalur cvakuasi untuk lalu lintas 

um um; 
c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang manfaat jalan pada Jalur 

Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi; 
d. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dibatasi 

untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan 
e. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana harus didukung 

dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan 
penunjuk arah evakuasi. 

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana 

untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi; 
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana 

untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan 
menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana; 

c. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana 
dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah; 

d. Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana harus didukung 
dengan tersedianya jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan 
energi, jaringan telckomunikasi, sarana barak pengungsian, sarana 
kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan; dan 

e. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu 
fungsi Tempat Evakuasi Bencana. 

(15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf I, meliputi: 
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan 
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder. 

(16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer 
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi: 

J. 

1. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat 
dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku; dan . . . 
tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan 
pengelolaan persampahan. 

( 11) Ketcntuan umum zonasi Kawasan di sckitar sistcm Tcmpat Pcngolahan 
Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dengan 
ketentuan: 
a. diizinkan kegiatan pengolahan sampah dengan menyediakan pengaman 

lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengolahan 
sampah tersebut; 

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah 
wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat 
sesuai dengan keten tuan teknis yang berlaku; dan 

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsijaringan dan 
pengelolaan persampahan. 



Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan 
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, yaitu ketentuan 

Pasal 69 

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf 
a, meliputi: 
a. diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian 

Badan Air; 
b. diperbolehkan untuk pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian 

tanpa mengubah bentang alam; 
c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan 

tidak mengurangi f ungsi lindung; 
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang 

alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan 
hidup; dan 

f. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan 
Air. 

Pasal 68 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Sadan Air; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap 

Kawasan bawahannya; 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat; 
d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan 
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya. 

Pasal 67 

Paragraf 3 
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung 

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sek.itar jaringan drainase untuk 
kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase primer; . 

b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan 
jaringan drainase primer untuk kegiatan budi daya dengan tidak 
mengganggu jaringan drainase; 

c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; 
dan 

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan 
pengelolaan jaringan drainase primer. 

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder 
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sek.itar jaringan drainase untuk 

kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase sekunder; 
b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan 

jaringan drainase sekunder untuk kegiatan budi daya dengan tidak 
mengganggu jaringan drainase; 

c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; 
dan 

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan 
pengelolaan j aringan drainase sekunder. 



(2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam, 
meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan konservasi; 
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk menunjang 

kegiatan pendidikan dan penelitian; serta fasilitas penunjang pada 
Kawasan konservasi; 

c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 huruf d, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam (KSA); 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau­ 

pulau kecil. 

Pasal 71 

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf c meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan yang marnpu melindungi atau memperkuat 

perlindungan kawasan; 
b. diperbolehkan dengan syarat sarana prasarana yang membutuhkan lokasi di 

tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengancam kerusakan dan 

menurunkan kualitas kawasan; dan 
f. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu batasan fisik kawasan perlindungan 

setempat ditetapkan sesuai peraturan perundangan berlaku. 

Pasal 70 

umum zonasi Kawasan Hutan Lindung, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan penghijauan dengan tanarnan yang sesuai; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alarn; 
c. diperbolehkan dengan syarat melakukan penebangan untuk kepentingan 

peningkatan kualitas vegetasi; 
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan latihan militer; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian; 
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertambangan dengan pola bawah 

tanah; 
h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkebunan; 
J. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya Pertanian; 
k. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya petemakan; 
I. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya perikanan; 
m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman dan Industri; 
n. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung; dan 
o. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 

1. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan 
tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan di bawah pengawasan 
ketat; dan 

2. pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung diizinkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 huruf e, meliputi: 

Pasal 72 

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau­ 
pulau kecil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan 
urnurn zonasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur 

migrasi biota laut; 
b. diperbolehkan perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik 

dan/ atau rentan terhadap perubahan; 
c. diperbolehkan dengan syarat penelitian, pengembangan dan/ a tau 

pendidikan; 
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
e. diperbolehkan dengan syarat pembudidayaan dan penangkapan ikan; 
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penyediaan energi dan fasilitas 

umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota 

laut dan pemulihan ekosistemnya; 
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

fungsi kawasan; 
J. tidak diperbolehkan pembuangan sampah dan limbah; dan 
k. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kawasan 

konservasi. 

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman 
Wisata Alam, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilrnu pengetahuan, 

pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 
b. diperbolehkan penyimpanan dan/ a tau penyerapan karbon, pemanfaatan 

air serta energi air, panas, dan angin; 
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tidak 
mengubah bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Taman Wisata Alam sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

g. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat 
mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman 
Wisata Alam dan ekosistemnya. 

penunjang budi daya; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu 

yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; 
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di 

sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, rnonurnen nasional, 
serta Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan 

h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya 
Masyarakat setempat. 



(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan; 
e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non 

kayu; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri; 
h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi Jahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
J. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang 

berwenang. 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 huruf a, meliputi: 
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan 
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas. 

Pasal 74 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (4) huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian; 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan; 
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman; 
e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi; 
f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Jndustri; 
g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata; 
h. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan 
1. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; 

Pasal 73 

Paragraf 4 
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya 

a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang 
pelestarian Cagar Budaya; 

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan; 

c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; 
e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya; 
g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya 

Masyarakat setempat; 
h. tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak dapat 

diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan lingkungan; 
dan 

1. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan; 
b. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan petemakan; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk pennukiman; 
g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan; 
h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikultura; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan sarana prasarana 

pendukung Pertanian tanaman pangan; 
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan skala kecil dan 

menengah; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan 

prasarana; 
g. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan 

Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

1. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainnya pada Kawasan Tanaman 
Pangan yang produktif dan beririgasi teknis; 

J. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak 
fungsi lahan dan kualitas tanah; dan 

k. tidak diperbolehkan pemanfaatan selain Pertanian tanaman pangan 
kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana. 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 huruf b, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan 
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan. 

Pasal 75 

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan petemakan; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di Iuar 

kegiatan kehutanan; 
e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan basil hutan baik kayu dan non 

kayu; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri; 
h. c:liperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
J. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang 

berwenang. 



(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan; 
b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan 

fasilitasnya; 

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan; 
b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan 

fasilitasnya; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian; 
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung 

perikanan; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan petemakan; 
1. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana 

um um; 
J. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan 
k. tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat 

mengganggu kualitas air sungai, pantai, dan Kawasan lainnya yang 
berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan. 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 huruf c, meliputi: 
a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap; dan 
b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya. 

Pasal 76 

(4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan; 
b. diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan permukiman; 
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan; 
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan; 
1. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan; 
J. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan 

prasarana; 
k. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
1. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata; dan 
m. pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25°/o diarahkan untuk budi 

daya tanaman keras. 

1. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; dan 
J. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan; 
k. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan 

prasarana; 
1. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
m. pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi 

daya tanaman keras. 



(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan Pertambangan 
batuan, meliputi: 
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi: 

1. Pertanian; 
2. peternakan; 
3. kehutanan; 
4. perikanan; 
5. permukiman; 
6. pariwisata; dan 
7. Industri. 

b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di 
Kawasan Pertambangan mineral dilakukan dengan mempertimbangkan: 
1. Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun; 
2. bukan merupakan KP2B; 
3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi. 

Pasal 78 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud Pasal 73 
huruf d, meliputi: 
a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian; 
e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan lndustri; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan; 
h. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana 

um um; 
1. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan 
J. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 77 

c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; .. 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka H1Jau; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian.;. 
f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung 

perikanan; . . 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industn; 
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan petemakan; 
1. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana 

umum; 
J. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; 
k. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
1. tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat 

mengganggu kualitas air sungai, waduk, pantai, dan Kawasan lainnya 
yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan. 



Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
73 huruf g, meliputi: 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 huruf I, meliputi: 
a. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung 

Industri; 
b. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian; 
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
d. dipcrbolchkan dcngan syarat untuk kcgiatan pcrrnukiman, 
e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
g.. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan; 
h diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; 
1. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
J· tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mencemari air, udara dan 

tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan; 
k. ketentuan lain, meliputi: 

1. pengaturan intensitas bangunan untuk kegiatan industri sesuai ketentuan 
peraturan perundangan; dan 

2. kegiatan budi daya tidak terbangun harus mempertimbangan potensi 
konflik dengan kegiatan lndustri. 

Pasal 80 

Pasal 79 

4. pelestarian Kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. peningkatan fungsi Kawasan; 
6. dampak lingkungan; 
7. tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam; 
8. sebelum melakukan kegiatan Pertarnbangan, wajib memperoleh izin 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
9. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan 

pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup; .. . . 

10. pelalru kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi 
pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola 
Ruangnya; dan 

11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi: 

1. Pertanian; 
2. peternakan; 
3. kehutanan; 
4. perikanan; 
5. permukiman; 
6. pariwisata; dan 
7. Industri. 

b. ketentuan lain, meliputi: 
1. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan 

pemulihan lingkungan hid up apabila terjadi pencemaran dan/ a tau 
perusakan lingkungan hidup; dan 

2. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi 
pascatambang. 

(3) 



(3) 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat 

diakses oleh penyandang disabilitas: 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertanian; 
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; 
f. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan 

bangunan vertikal; 
g. wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung 

fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat 

diakses oleh penyandang disabilitas; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
c. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan budi daya pertanian, 

perikanan dan petemakan; 
d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; 

(2) 

Kctentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 huruf h, meliputi: 
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan 
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan. 

( 1) 

Pasal 81 

m. 

k. 

1. 

J. 

1. 

g. 

h. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang un.~ kegiatan operasional, 
penunjang, dan pengembangan Kawasan pariwisata sesuai peraturan 
perundang-undangan; . . . . 
diperbolehkan pengembangan sistem janngan prasarana Wilayah; 
diperbolehkan kegiatan adat budaya Masyarakat; .. 
diperbolehkan pengembangan/ pembangunan Ruang Terbuka H1Jau; 
diperbolehkan penycdiaan jalur dan Te~pat Evakuasi Bencana; 
diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil ramah lingkungan yang 
mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata 
diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan permukiman yang 
mendukung fungsi Kawasan 
diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata 
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; 
diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan potensi alam sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 
diperbolehkan dengan syarat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana 
minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait; 
diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan budi daya pertanian 
yang mendukung kegiatan pariwisata; 
diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan 
Kawasan pariwisaLa. 

a. 



Pasal 84 

(1) Ketentuan khusus KP2B sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 83 huruf a 
meliputi: 
a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikultura; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya perkebunan; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk pengernbangan sarana dan prasarana 

um um; 
f. diperbolehkan dengan syarat pernbangunan prasarana pertanian; 
g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak 

fungsi lahan dan kualitas tanah; dan 
h. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan 

oleh Pernerintah atau Pernerintah Daerah atau dalam rangka: 
1. pengadaan tanah untuk kepentingan urnum dan/ atau Proyek 

Strategis Nasional; atau 
2. Terjadi bencana. 

i. Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf h 
alih fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan 
untuk pcngadaan tanah guna kcpentingan umum lainnya yang 
ditentukan oleh undang-undang. 

Kctcntuan khusus rencana Pola Ruang scbagairnana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. ketentuan khusus KP2B; 
b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; 
c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya; 
d. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air; 
e. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan 
f. ketentuan khusus Kawasan Pertarnbangan Mineral dan Batubara. 

Pasal 83 

Paragraf 4 
Ketentuan K.husus Rencana Pola Ruang 

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, meliputi: 
a. diperbolehkan pembangunan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan 

Kawasan; 
b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan permukiman di Kawasan 

pertahanan dan keamanan; 
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana terkait 

dengan pertahanan dan keamanan; 
d. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; dan 
e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak 

menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain pembangunan 
Induslri bahan kimia alau pembangunan Industn bahan peledak. 

f. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang dan 
bangunan vertikal; 

g. wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang-undangan; dan 

h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung 
fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 82 



(4) 

(3) 

(2) 

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83 huruf b meliputi: 
a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi; 
b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir; 
c. kctcntuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan 
d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor. 

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud 
dalam pada ayat ( 1) huruf a meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminirnalisir dampak 

bencana abrasi yang mungkin terjadi; 
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
c. diP.erbolehkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta 

Wilayah bencana alam. 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman yang sudah ada; 
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; dan 
h. ketentuan tambahan yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib dilakukan 

dengan upaya mitigasi bencana, yaitu: 
1. pengembangan struktur buatan untuk sistem pengamanan pantai; 
2. penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana: 
3. perlindungan Kawasan pantai berhutan bakau; dan 
4. pengembangan jenis dan kerapatan vegetasi pantai atau struktur 

alami di Wilayah pesisir. 
Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud 
dalam pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan yan~ dapat mencegah dan meminimalisir dampak 

bencana banjir yang mungkin terjadi; 
h diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
c. diperbolehkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta 

Wilayah bencana alam; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk pennukiman; 
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum; 
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
1. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan 
J. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya 

mitigasi bencana, yaitu: 
1. pembuatan sumur resapan di Kawasan Budi Daya perkotaan dan 

perdesaan; 
2. membual saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada 

jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan 
fungsi lrigasi untuk drainase; dan 

3. penmgkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum untuk 
mitigasi banjir. 

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana 
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi: 

(1) 

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 
1:50.000 sebagaimana tercanrum dalam Larnpiran XIV yang merupakan 
bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 85 

(2) 



(6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud 
dalam pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak 

gerakan tanah yang mungkin terjadi; 
b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan 

vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan memperkuat 
struktur tanah; 

c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun 
yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; 
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum; 
b. tidak diperbolebkan kegiatan budi daya Pertambangan; 
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana 

longsor; dan 
J. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya 

mitigasi bencana, yaitu: 
1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di 

daerah yang rawan terjadi bencana; 
2. membangun tanggul a tau bangunan penahan; 
3. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan 

permukaan; 
4. pengembangan sistern drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan 

air ke dalam tanah; dan 
5. penutupan rekahan di atas lereng untuk rnencegah air masuk secara 

cepat ke dalam tanah. 

a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak 
gerakan tanah yang mungkin terjadi; 

b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; 
e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum; 
h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; 
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana 

gerakan tanah; dan 
J. ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya 

mitigasi bencana, yaitu: 
1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di 

daerah yang rawan terjadi bencana; 
2. membangun tanggul atau bangunan penahan; 
3. membuat terasering untuk mengurangi tingkat kelerengan 

pennukaan; 
4. pengembangan sistem drainase yang tidak menjadi jalan meresapkan 

air ke dalam tanah; dan 
5. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara 

cepa t ke dalam tan ah; 
6. pemilihan vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan 

memperkuat struktur tanah. 



(4) Perubahan lokasi dan/ atau deliniasi kawasan resapan air/ imbuhan air 
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian 
detail informasi skala 1 :50.000, tercantum pada Lampiran XVII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. 

(2) Ketentuan khusus kawasan irnbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan: 
a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan budi 

daya agar tidak mengurangi kemampuan tanah dalam meresapkan air; 
b. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan 

terbangun yang sudah ada; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukirnan; 
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata; 
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 
g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian; 
h. cliperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; 
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya pertanian; 
J. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya petemakan; 
k. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana; dan 
I. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya lainnya. 

(1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
83 huruf d berupa ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah. 

Pasal 87 

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya digarnbarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

(2) 

Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 83 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan kota Pusaka 
Lasem, meliputi: 
a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk perrnukiman; 
e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar 

Budaya; 
f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya 

Masyarakat setempat; 
g. tidak diperbolehkan pernbongkaran kecuali struktur bangunan tidak 

dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan 
lingkungan;dan 

h. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar 
Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(1) 

Pasal 86 



(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
83 hurut e, mehputi: 
a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai; 
b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai; 
c. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; 

dan 
d. ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air. 

(2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat 

perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut 
ke dalam tanah; 

b. diperbolehkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan; 
g. diperbolehkan dengan syarat bangunan yang telah ada dan/ atau 

bangunan yang mcrniliki izin scbclum Pcraturan Dacrah ini ditctapkan; 
h. diperbolehkan dengan syarat penempatan bangunan pertahanan dan 

keamanan; 
1. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana 

pendukung transportasi laut; 
J. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas energi; 
k. diperbolehkan dengan syarat penyediaan tower penjaga keselamatan 

pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di 
tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

1. tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; 
m. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam kerusakan dan 

menurunkan kualitas Kawasan Sempadan Pantai; 
n. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu : 

1. jarak Sempadan Pantai mengikuti pedoman dan/atau peraturan 
perundangan yang berlaku: 

2. bangunan permanen harus disertai kajian struktur keamanan tanah 
dan mitigasi bencana; 

3. tidak melebihi Batasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT); dan 
4. tidak menutup akses publik ke Kawasan pantai. 

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau 

memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai; 
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana umum; 
c. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan reklame, papan 

penyuluhan dan peringatan, rarnbu-rambu pengamanan; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/pembangunan Ruang 

Terbuka Hijau; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan; 
h. tidak di.perbolehkan untuk kegiatan permukiman; 
1. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri; 
J. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan; 
k. tidak diperbolehkan untuk petemakan; 
1. tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan 

Pasal 88 



Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan penghijauan Kawasan; 
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana; 
c. diperbolehkan dengan syarat pcrmuk:iman yang sudah ada saat Pcraturan 

Daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun 
yang memiliki kemarnpuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; 

(5) 

Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat 

periindungan Kawasan sempadan waduk; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana dan prasarana umum; 
c. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan/pembangunan Ruang 

Terbuka Hijau; 
d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta aktivitas budaya dan keagamaan; 
e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata dan olahraga; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian; 
g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan; 
h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; 
1. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman; 
J. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri; 
k. tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan; 
I. tidak diperbolehkan untuk kegiatan petemakan; 
m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi 

waduk, membuang limbah, menggembala temak, dan mengubah aliran 
air masuk atau keluar; dan 

n. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi Garis Sempadan waduk 
ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) 
meter dari tepi badan waduk. 

(4) 

bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai yang 
terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir dan perlindungan 
badan tanggul; 

m. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengancam kerusakan dan 
menurunkan kualitas sungai; dan 

n. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 
1. Garis Scmpadan Sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan 

adalah 3 (tiga) meter di luar sepanjang kaki tanggul; 
2. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan 

yang berkedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter 
adalah minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung 
sunzai: 

3. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan 
yang berkedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) 
meter adalah minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan 
palung sungai; 

4. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan 
yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah minimal 30 
(tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai; 

5. Garis Sempadan Sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan adalah 
5 (lima) meter di luar sepanjang kaki tanggul; 

6. Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan 
Perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter; dan 

7. Garis Sempadan Sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan 
Perkotaan adalah 100 (seratus) meter. 



(2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan 
Batubara digambarkan dalam peta dengan lingkat ketelitian skala 1:50.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

c. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana; 
d. diperbolehkan dengan syarat a1ih fungsi lahan pertanian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di 

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
1. Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun: 
2. bukan merupakan KP2B; 
3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4. pelestarian Kawasan bentang alam karst yang penetapannya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5. peningkatan fungsi Kawasan; 
6. dampak lingkungan; 
7. tidak meningkatkan risiko a tau terjadinya bencana alam; 
8. sebelum melakukan kegiatan Pertarnbangan, wajib memperoleh izin 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
9. pelaku kegiatan Pertarnbangan wajib melakukan penanggulangan 

dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran 
dan/ atau perusakan lingkungan hid up; 

10. pelaku kegiatan Pertarnbangan wajib melakukan kegiatan reklamasi 
pascatambang sesuai dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola 
Ruangnya;dan 

11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang­ 
undangan. 

(1) Ketentuan k.husus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf I, meliputi: 
a. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi: 

1. Pertan1bangan; 
2. Pertanian; 
3. petemakan; 
4. kehutanan; 
5. perikanan; 
6. permukiman; 
7. pariwisata; dan 
8. Industri sesuai ketentuan berlaku. 

Pasal 89 

(6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau; 
f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; 
g. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Industri: 
h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan 
1. ketentuan lain yang dibutuhkan adalah sempadan mata air paling sedikit 

berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air. 



(1) Penilaian perwujudan RTR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 
huruf b terdiri atas: 
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 

Pasal 92 

Paragraf 3 
Penilaian Perwujudan RTR Kabupaten 

(6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku 
pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, 
dengan ketentuan: 
a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR 

batal demi hukum; dan 
b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan 

dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan 
ketidaksesuaian basil pembangunan dengan ketentuan KKPR, maka 
dilakukan pengenaan sanksi. 

(4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan 
ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/ atau tidak 
dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian. 

(3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstuaJ dan spasial. 

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan pada periode: 
a. selama pembangunan; dan 
b. pasca pembangunan. 

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a 
dilaksanakan untuk memastikan: 
a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan 
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. 

Pasal 91 

Paragraf 2 
Penilaian Pelaksanaan KKPR 

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
58 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan 
b. penilaian perwujudan RTR. 

Pasal 90 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 



(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: 
a. pemberian keringanan pajak; 
b. retribusi: dan/ atau 
c. penerimaan negara bukan pajak. 

(4) lnsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dapat berupa: 
a. pernberian kompen sasi; 
b. subsidi; 
c. imbalan; 
d. sewa Ruang; 
e. urun saham; 
f. fasilitasi Persetujuan KKPR; 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: 
a. insentif fiskal; dan/ atau 
b. insentif nonfiskal. 

Pasal 93 

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c 
merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya 
tarik, dan/ atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong 
pengembangannya. 

Paragraf 1 
Ketentuan Insentif 

Bagian Keempat 
Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(5) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
berupa: 
a. muatan terwujud: 
b. belum terwujud; dan 
c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai. 

(4) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR. 

(3) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan 
kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan 
penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan 
berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola 
Ruang. 

(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi 
dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanf aatan Ruang dengan 
penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat pennukiman dan 
Sistem .Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang. 

b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang. 



(2) Disinsentif dapat berbentuk: 
a. disinsentif fiskal; dan 
b. disinsentif nonfiskal. 

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c 
merupakan perangkat untuk mencegah dan/ atau memberikan batasan 
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal 
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 
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Paragraf 2 
Ketentuan Disinsentif 

(9) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi 
kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri. 

(10) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), 
dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

, J• 

(8) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa: 
a. pemberian keringanan pajak dan/ a tau retribusi; 
b. subsidi; 
C. pernber ian kornpensasi; 
d. imbalan; 
e. sewa Ruang; 
f. urun saham; 
g. fasilitasi Persetujuan KKPR; 
h. penyediaan prasarana dan sarana; 
1. penghargaan; dan/atau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa: 
a. pemberian kompensasi; 
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; 
c. penghargaan;dan/atau 
d. publikasi atau promosi daerah. 

(7\ 
\ • I 

(6) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa: 
a. subsidi; 
b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah; 
c. pemberian kompensasi; 
d. penghargaan; dan/ atau 
e. publikasi atau promosi daerah. 

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh: 
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya: dan 
c. Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

g. penyediaan prasarana dan sarana; 
h. penghargaan; dan/ atau 
1. publikasi atau promosi. 



(')) Sanksi admin istratif sebaeaimana dirnaksud pada -:>u-:>t (1) dikenakan kenada: \"'-' ...., v '""' • ....,...._.'-"' • vv ..... b •.a.~•'"" '-A- ........ ~v '"" ..... ......_J""'"'"' ...... .. ~ ..... ""!-' ""4'"'4. 

a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang; 

b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; 
dan 

c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Arahan Sanksi 

Pasal 96 

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d 
dilakukan melalui sanksi administratif. 

(1) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 95 

(10) Pemberian disinsentif sebagaimana dirnaksud ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan 
ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(9} Dalarn hal terdapat perkernbangan teknologi atau untuk mengakornodasi 
kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri. 

(7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa pembatasan 
penyediaan prasarana dan sarana. 

(8) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa: 
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi: 
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/ atau 
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 

(6) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan dalam bentuk: 
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/ atau 
b. pemberian status tertentu. 

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh: 
a. Pemerintah Pusat kepada Pernerintah Daerah; 
b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan 
c. Pemerintah Pusat dan/ a tau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa 
pengenaan pajak yang tinggi dan/ a tau retribusi yang tinggi. 

(4) Dismsentn non nskal sebagaimana dunaksud pada ayat (2) hurut b dapat 
berupa: 
a. kewajiban memberi kompensasi atau irnbalan; 
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana: dan/atau 
c. pemberian status tertentu. 



Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib: 
a. menaati RTR yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan 
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Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk: 
a. mengetahui RTR; 
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang; 
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; 
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang 

tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya; 
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang 

dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada 
pejabatberwenang;dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/ a tau kepada pelaksana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 
RTR menimbulkan kerugian. 
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BAB IX 
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASY ARAKA T 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

(7) Arahan sanksi administratif dapat dilakukan Perangkat Daerah sesuai 
dengan kewenangannya. 

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disertai 
dengan upaya paksa oleh Pemerintah Kabupaten. 

(5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 

(4) Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian sementara pelayanan umum; 
e. penutupan lokasi; 
f. pencabutan KKPR; dan 
g. pembatalan KKPR. 

(3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan: 
a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; 
b. basil Pengawasan Penataan Ruang; 
c. hasil audit Tata Ruang; dan/ a tau 
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
um um. 



(2) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja: 
a. pengaturan Penataan Ruang, pembinaan Penataan Ruang, dan 

Pelaksanaan Penataan Ruang; 
b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan 
c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang dan standar 

teknis Penataan Ruang Kawasan. 

(1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: 
a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan 
c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Pasal 101 

PENOAWASAN PENATAAN RUANO 

BABXJ 

(3) Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Forum Penataan Ruang di 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk 
memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan 
Ruang. 

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat 
diben tuk Forum Penataan Ruang. 
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KELEMBAGAAN PENATAAN RUANO 

BABX 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Peran Masyarakat 
dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

(2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan, melalui: 
a. partisipasi dalam penyusunan RTR; 
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; 
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan 
d. partisipasi dalam Pengawasan Penataan Ruang. 

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
dengan melibatkan Peran Masyarakat. 

Pasal 99 

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 



(l) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri 

Pasal 105 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

BAB XIII 

(4) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan 
kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku 
Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum 
Penataan Ruang. 

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku 
kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. 
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PENYELESAIAN SENGKETA 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri 
sipil. 

(2) Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 
aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. 

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Bupati dapat 
membentuk inspektur pembangunan. 
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(5) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 
penyampaian basil evaluasi. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian 
terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara 
terukur dan objektif. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 
pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, 
tidak langsung, dan/ a tau berdasarkan informasi dari Masyarakat. 

(1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat 
(1), terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

Pasal 102 

BAB Xll 



Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan 
KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf c yang mengakibatkan 
peru bahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang. 

Pasal 106 

KETENTUAN PIDANA 

BAB XIV 

(7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses 
penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat 
Penyidik Polisi Negara Repu blik Indonesia. 

(5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Polisi 
Negara Republik Indonesia. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak 

pidana dalam bidang Penataan Ruang; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan 

peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; 
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak 

pidana dalam bidang Penataan Ruang; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan 

bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan 
terhadap bahan dan barang basil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang. 

(2) Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang 
untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur 
pidana Penataan Ruang. 

sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 



(1) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap 
periode 5 (lima) tahunan. 
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(9) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila 
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: 
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang­ 

Undang; 
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang­ 

Undang; dan 
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 

(8) Penyediaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dalam bentuk digital 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan agar dapat diakses 
dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai 
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/ atau usahanya dengan RTRW 
Kabupaten. 

(7) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dan menyediakan RTRW Kabupaten 
yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

(6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, disusun ketentuan teknis pelaksanaan 
RTRW Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(5) Dalam hal tcrdapat permasalahan penataan ruang yang belum diatur dalam 
Peraturan Daerah ini, Forum Penataan Ruang dapat rnelakukan pembahasan 
untuk mengambil keputusan. 

(4) Pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi, maka 
wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi dapat berada di Kawasan lindung 
maupun Kawasan budidaya disertai dengan kajian lingkungan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal penataan Iahan, normalisasi saluran/ sungai, dan kegiatan lainnya 
dalam suatu Kawasan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan 
material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan KKPR dan atau 
menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persetujuan Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang. 

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun RDTR yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 
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KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB XV 



Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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(2) Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 
1 :50.000 Peraturan Daerah ten tang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023 
- 2043, tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rem bang 
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 2011 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVII 

(3) Dengan berla.kunya Peraturan Daerah ini, maka: 
a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku 

sesuai dengan masa berlakunya; 
b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tan pa izin Pemanfaatan Ruang 

atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan 
diperpanjang, ditindakJanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR. 

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang 
tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan 
penyesuaian Pemanfaatan Ruang. 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan 
yang telah ditetapkan berkaitan dengan Penataan Ruang, tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan 
Daerah ini. 
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KETENTUAN PERALIHAN 

BAB XVI 

(2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila 
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: 
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang­ 

Undang; 
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang­ 

Undang; dan 
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 



NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA 
TENGAH : ( 2 - 224 /2023 ) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
,,.-:;;::D,1Z:~la Bagian Hukum 
~taa~4'11il~pate Rembang 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 2 

FAHRUDIN 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 10 Oktober 2023 

ABDUL HAFIDZ 

BUPATI REMBANG, 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 10 Oktober 2023 

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. 

ttd 

 



I. UMUM 
Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka 

mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung 
pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan 
yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan 
stratcgi yang ditctapkan, akibat adanya pcrkcmbangan lingkungan stratcgis dan 
dinamika internal. 

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi 
yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinarruka 
internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan 
perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, 
penerrnran smmberdaya alarn. pertrbaha n perilaku ~n~i::ll dan ekonomi y::lng 
mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang perlu 
direvisi. 

Dalam pcnyusunan Rcncana Tata Ruang dilakukan pcngkajian aspck­ 
aspek surnberdaya alam, surnber daya rnanusia dan sumber daya buatan, 
perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan 
faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap 
wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh 
berbagai aspek kehidupan, seperti perkernbangan penduduk, kemajuan ilrnu 
pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/ 
perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. 

Faktor-faktor tcrscbut di atas akan mcmbawa pcrubahan tcrhadap bcntuk 
keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik 
dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila 
tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah 
dan penurunan kuantas ruang. 

Revisi RTRW Kabupaten telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena 
secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan 
kabupaten yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan 
dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Rembang. 

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten dapat berfungsi 
sebagai: 
a. matra keruangan dan pembangunan daerah; 
b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah; 
c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta 

keserasian antar sektor; 
d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat 

dan swasta; 
e. pedornan untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten; 
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang. 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 
Tahun 2019-2039 

.t:<~NCANA TA'fA .t:<UANG W1LA Y AH KAHUPA'fh:N .t:<h:MHANG 'l'AHUN '.lU2J-'.l043 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR ;,;_ TAHUN 2023 

PENJELASAN 
ATAS 



Pasal 4 
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat perekonomian 
regional Jawa Tcngah bagian timur yang produktif, lcstari dan bcrdaya saing 
dengan sektor yang menjadi unggulan wilayah Rembang adalah sektor 
pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan perdagangan jasa. 
Yang dimaksud dengan "produktif" yaitu efisiensi produksi dan distribusi pada 
sektor ungguJan di Kabupaten Rernbang untuk membenkan rulai tambah 
ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja tinggi bagi 
masyarakat, menciptakan kesejahteraan rnasyarakat, serta dapat menarik 
investor. 
Yang dimaksud dengan "lestari" yaitu kegiatan pembangunan dengan 
mempertahankan fungsi lindung, berbasis pada pelestarian alam dan ramah 
lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 
Yang dimaksud dengan "berdaya saing" yaiiu kemampuan wilayah untuk 
berkompetisi dengan wtlayah lam (khususnya pada sektor ungguJan). 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Ayat (1) 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Luas wilayah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran 
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021. 

A "'\T~f {')\ 
•J -. .... ,-, 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Batas administrasi Daerah berdasarkan: 
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas 

Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten 
Tuban Provinsi Jawa Timur; 

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 8 Tahun 2012 ten tang Batas 
Daerah Kabupatcn Pati dcngan Kabupatcn Rcmbang Provinsi Jawa 
Tengah; 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas 
Derah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa 
Tengah. 

Ayat (4) 
Lingkup wilayah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan 
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau 
Tahun 2021. 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukupjelas 



Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Ayat (9) 
Cukupjelas 

Ayat (10) 
Cukupjelas 

Ayat (11) 
Cukupjelas 

Ayat (12) 
Cukupjelas 

Cukup jclas 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 



Pasa114 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat lt>) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

Cukupjelas 
Ayat (9) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe 13 merupakan Terminal 
yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan 
antarkota dalam provinsi. 

Hurul b 
Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe C merupakan Terminal 
yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan 
p=rkoraan atau f'PfriP~ean 

Ayat (10) 
Kewenangan pengelolaan terminal mengikuti peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Ayat (11) 
Kewenangan pengelolaan terminal mengikuti peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Ayat (12) 
Kewenangan pengelolaan Jembatan Timbang mengikuti peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Ayat (13) 
Cukupjclas 

Ayat (14) 
Cukupjelas 

Pasal l~ 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Rencana sistem jaringan transportasi yang tergambar dalam peta masih 
bersifat indikatif. Pcncntuan presisi rcncana prasarana dan sarana 
ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui 
pertimbangan dan/ a tau kajian teknis. 



Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Rencana sistem jaringan energi yang tergambar dalam peta rencana struktur 
ruang masih bersifat indikatif, Penentuan presisi rencana prasarana dan 
sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rind atau melalui 
pertimbangan dan/atau kajian teknis. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Terminal khusus dapat diajukan untuk masuk DLkr/DLkp. 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang. 

Ayat (6) 
Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang. 

Ayat (7) 
Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, 
menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun 
penumpang dan/ atau bongkar muat barang. 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 



Pasal 21 
Ayat (1) 
• Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 

bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, 
bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan 
pelengkapnya. 

~ Jaringan irigasi sekunder adalah bagian darijaringan irigasi yang terdiri dari 
saluran sekundcr, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi­ 
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Perizinan Menara baru melihat pertimbangan jarak dengan Menara eksisting 
yang ada di sekitarnya, dan sesuai perundang-perundangan 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Ayat (9) 
Cukupjelas 

Ayat (10) 
Cukup jelas 



Pasal 25 
• Yang dimaksud dengan 8ahan 8erbahaya dan 8eracun yang selanjutnya 

disingkat 83 adalah zat. energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat. 
konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, 
dan/ at.au membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, scrta kclangsungan 
hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

• Sistem pengelolaan limbah 83 yang dimaksud adalah unit pengumpulan 
limbah 83. 

• Penyimpanan limbah 83 dapat berlokasi di kawasan industri, perdagangan 
dan jasa, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan kewajiban masing­ 
masing pelaku usaha. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Selain sistem pengelolaan air limbah non domestik, penyelenggaraan 
pengelolaan air limbah domestik di Daerah dapat dilakukan sesuai 
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2J 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

~umber air baku lainnya yang dapat berupa air sungai dan air laut. 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Jaringan irigasi primer baru dapat dibangun pada bangunan induk irigasi 
lain (embung/ waduk) di seluruh kecamatan 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
DI kewenangan kabupaten sesuai dengan SK 8upati Rembang Nomor 050/ 
1383/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Daerah Irigasi 
Kewenangan Kabupaten Rembang. 
Pengembangan jaringan irigasi dapat berlokasi di dalam Kawasan Pertanian 
Pangan 8erkelanjutan yang ditetapkan, namun belum terakomodir oleh 
Daerah Irigasi. 

Ayat (5) 
8angunan pengendali banjir yaitu bangunan yang dapat memperlambat 
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. 

Ayat (6) 
Cukupjelas 



Pasal 31 
Cukupjelas 

Cukup jelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

?::.ec.l 28 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
AyRt (.~) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayai (5j 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan TPST adalah tern pat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

Ayat (4) 
Cukup jclas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukup jclcc 
Ayat (2) 

Pengelolaan sampah di lokasi TPA dilakukan sekurang-kurangnya melalui 
pendekatan controlled land.fill. 
Yang dimaksud ctengan Controlled Lanajiit atau metode lahan urug terkendah 
adalah metode di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan 
ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. 
Metode ini merupakan merode y~me hPrc::if~t ;:mt::ir~. ~PhP)nm m~mrn 
menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfilb, 

• Ketentuan perizinan penyimpanan, pengumpulan, dan pengolahan limbah 
83 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 



Ayat (3) 
Hutan produksi tetap yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, 
jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan 

Pasal ~7 
Ayat (1) 

Penetapan luas hutan produksi berdasarkan pada Keputusan Menteri LHK 
Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/ 10/2021 tanggal 27 Oktober 
2021 Lc:ut.aug Pera Pc:.1kc:111La11gc::l.l1 Pc:ugukuhan Kawasau nulci.l1 Pruvirusi Jawa 
Tengah sampai dengan Tahun 2020. 

Ayat (2) 
Hutan produksi terbatas yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas 
lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan 
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 {seratus dua 
puluh lima) sampai dengan 174 {seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan 
U,,t,:,.-. T in~1,n<T h'utan ..,,,.,,1,...., -,1-,,..,.., l-n,.-,:,r, !"'""l"'c-._,:,_;,:,.-, ,:,!,:,......, ,-I,:,.-, 'T',:,.....,.,..._ ~,,...,, ··-~· ~···-~·t,, -~· --~·- --··, ··-- ... 1"_ ... _._,,.............., .................. "'"""""__......._, _ _..._.. ...................... .__ ... .._.~ -· 

i-asar ~b 
Cukupjelas 

P:'c;,"J ~c:; 
Penetapan Kawasan Cagar Budaya lainnya sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 34 
AV::lt (1) 

Kawasan Suaka Alam {KSA) berupa Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan 
Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen. 
• Penetapan Gunung Butak sebagai cagar alam berdasarkan Keputusan 

ivienteri i,i-iK Nomor SK 6605i iviENi,i-iK-?KTi,i KUi-ijPLA .. ~/ 10/2021 
tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan 
Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020, 
diketahui Kawasan Konservasi CA Gunung Butak seluas ±48 Ha. 

• Penetapan Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale 
berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ 
KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta 
n ... -1~ ......... h ...... ,......... n-- ......... ilruhan Kawas ... .., TI·· ..... - Provins: '"'"'"'" T ....... ..,,..,'h A V4 4\,,.'"".1,A,.AVt..A..AAb............. .&. ""•"'b'""' \,,.\.,4.a..u, .• ,.a.... *'-'-4 .......... ~""4,j.... A, wLt..L.... _1 _i ; .&..1.J. .A V4iA..•• "4, A '""""t:,\AJ.J. 

saiupai dengau Tahuu 2020, diketahui Kawasau Korrscr vasi TWA Sumbei 
Semen seluas ± 19 Ha. 

Avat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 33 
Kawasan perlindungan setempat dalam hal ini adalah sempadan pantai yang 
berfungsi untuk perlindungan dan tidak direncanakan untuk mewadahi 
kegiatan budidaya tertentu. 

Pasal 32 
Penetapan luas hutan lindung berdasarkan pada Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ 
KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan 
Pengukuhan Kawasan Hutan ProvinsiJawa Tengah sampai dengan Tahun 2020. 



Ayat (2) 
Kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan 
batuan, yang tergambar dalam peta Rencana Pola Ruang merupakan delineasi 

Ctl'Up jelas 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Pasal 40 
Cukupjelas 

Pasal 0Y 
Ayat (1) 

• Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a merupakan kawasan ~'.AT"lg rr-endukung L::Pgiatan penangkep=n iksn ,t, 
laut. Dilengkapi dengan sarana penunjang, seperti pelabuhan pendaratan 
perikanan; kawasan pengangkutan; Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 
se bagainya. 

• Kawasan perikanan oucnoaya seoagaimana dimaksun pada ayat llJ nuruf 
b merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan kondisi linakunzan serta kondiai sarana nrasarana 'nmurn 
yang ada. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

A.yd.L (3) 
Cukupjelas 

dapat berupa hamparan atau sport partial (luasan terpisah) namun 
terhubung dengan aksesibilitas memadai 

Hurufb 
Komoditas kawasan hornkulrura yaitu segaia hat yang oerkaitan aengan 
buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya 
jarnur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan 
nh::it n.AhAti da n /:::it~11 h.Ah.An =srerika (tanaman hi.A~, J(.A'W~~.An ini ci.AnM 

I '- I .A. 

berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru, dan lokasinya 
dapat berupa hamparan atau sport partial (luasan terpisah) namun 
terhubung dengan aksesibilitas memadai. 

Hun . .tf c 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukup je'as 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Huruf a 
Komoditas kawasan tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu, 
kedelai, kacang tanah, serta kacang hijau dan ubijalar. Kawasan ini dapat 
h,=....,,.·v, 1,,,.,.,,...<"',... n""'"' +.,.1,.,l-. .,.1,. ... ;.,_. ,.,+..,,,, ~r.,ln..-. lnl,r.,.,.; h".l...,, ,:i..,,..., lnl,..,,<:-;...,,...., --.&. -J;'- .&.L"""'- •• __ J _ ... b ._._ ... _ ... _.__.._ .... __ ._. __ -~-·· .. ----· -'""'--' -, _ ................. _ ....... _..._,..._. .... J - 

angka penimbang mempunyai jurnlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh 
lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian 
alam, dan Taman Buru. 



P~~:::il 4R 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjdas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

Cukupjelas 
Ayat (9) 

Cukup jelas 

Pasal 47 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 46 
Ayat (1) 

Pasal 45 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukup jetas 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Pasal 43 
• Selain kawasan pariwisata yang tersebut, termasuk kawasan pariwisata 

lainnya yang scsuai peruntukan n.:::..-:;. 
• Pengelolaan Kawasan pariwisata dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten, Desa, maupun Yayasan/ swasta. 

Pasal 42 
Cukupjelas 

kawasan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan berdasarkan data 
perizinan Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah 
sampai dengan Desember 2020. 

Ayat (3) 
Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi seluruh wilayah 
kabupaten, bcrdasarkan kajia ... "': dan pcnclitian tcrhadap pctcnsi rninyal; dan 
gas bumi. 



Ayat (2) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huru1 b 

Cukupjelas 
Huruf c 

nP~::\ rltrn/M::111 k<>h1rr1hAn d::irat melaksanakan p=rwujudan PPK pada 
urusan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak 
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten maupun 
kecamatan 

Huruf d 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Pasal 53 
Cukup jelas 

. ·-~ Ayai \ I J 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Cukup jclas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayar (S) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 

Pasal 51 
Cukupjelas 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pas~ '10 
Cukupjelas 

Ayat (10) 
Cukupjelas 

Ayat (11) 
Cukupjelas 



Ayat (10) 
Cukupjelas 

Pa~al oo 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukup jelas 
Ayat (8) 

Cukupjelas 
Ayat (9) 

Cukup jeias 

Ayat (5) 
Hurufi 

Yang climaksud dengan terminal penumpang Tipe A merupakan Terminal 
yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas 
batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi. 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Ayat (9) 
C'llK'llf") jpJ~c;z . .; 

Ayat (10) 
Cukupjelas 

Ayat (11) 
Cukup jeias 

Ayat (12) 
Cukupjelas 

Ayat (13) 
Cukupjelas 

Ayat (14) 
Cukupjelas 

Ayat (15) 
Cukup jelas 

Ayat (16) 
Cukupjelas 

Ayat (1/) 
Cukupjelas 

Ayat (18) 
C'11k11p jPI~~ 

Ayat (19) 
Cukupjelas 



Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PKL diarahkan mampu 
melayani kegiatan skala Kabupaten dan/ a tau regional. 

Ayat (1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

AyM (4) 
Cukupjelas 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal57 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Ayat (11) 
Cukupjelas 

Ayat (12) 
Cukupjelas 

Ayat (13) 
Cukup jclac 

Ayat (14) 
Cukupjelas 

Ayat (15) 
Cukup jelas 

Ayat (16) 
Cukupjelas 

Ayat (17) 
Cukupjelas 



Ayat (4) 
Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf g 
Pengaturan KLB di kawasan sek.itar jaringan jalan Arteri, meliputi: 
1) Maksimum 21 untuk bangunan di sepanjang sisi ruangjalan arteri pada 

kawasan PKL, dengan tinggi bangunan maksimum disesuaikan 35 
lantai; 

2) Maksimum 15 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan arteri 
lainnya pada kawasan PKL dan PPK, dengan tinggi bangunan 
maksimum 25 lantai. 

Pengaturan GSB, meliputi: 
1) Kawasan sekitar jaringan Jalan arteri pruner dan sekunder paling 

sedikit 20 meter dari as jalan . 
.2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan arteri 

primer dan sekunder paling sedikit 40 meter dari as jalan; 
Huruf h 

Cukup jelas 
Hurufi 

Cukupjelas 
Hurufj 

Cukupjelas 

Pasal62 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Huruf a 
Cukup ielas 

Huruf b 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruff 
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam 
ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Pasal 61 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPK diarahkan mampu 
melayani satu wilavah kecamatan atau beberapa kecamatan. 

Ayat (4) 
Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPL diarahkan mampu 
mclayani bcbcrapa dcsa. 

Ayat (5) 
Cukupjelas 



Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjclas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Diperbolehkan dengan syarat mehputi bangunan dan jaringan utihtas, 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam 
ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Huruf g 
Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal Primer, meliputi 
1) Maksimum 3 untuk bangunan di sepanjang sisi ruangjalan lokal primer 

lainnya, dengan tinggi bangunan maksimum 5 lantai; dan 
2) Maksimurn Y u.ntuk bangunan di sepanjang sisi ruangjalan lokal primer 

pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15 
lantai. 

Ayat (5) 
Huruf a 

Cukupjelas 

Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjclas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di d~.lMn 
ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Huruf h 
Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Kolekior, meliputi: 
1) Maksimum 15 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan kolektor 

pada kawasan PKL dan PPK, dengan tinggi bangunan maksimum 25 
lantai. 

2) Maksimurn 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan kolektor 
lainnya pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan 
maksimum 15 lantai; 

Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan, meliputi: 
1) Jalan kolektor primer paling sedikit 15 meter dari asjalan dan dan jalan 

kolektor sekunder paling sedikit 10,5 meter dari as jalan; 
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan kolektor 

pnmer dan sekunder paling sedikit 30 meter dan as jalan; dan 
Huruf i 

Cukupjelas 
Hurufj 

Cukup jelas 



Ayat (7) 
Hurut a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukupjelas 

Ayat (6) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Hurul e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Diperbolehkan dengan syarat rneliputi bangunan dan jaringan utilitas 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam 
ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Huruf g 
Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal Sekunder, mehputi 
1) Maksimum 3 untuk bangunan di sepanjang sisi ruangjalan lokal primer 

lainnya, dengan tinggi bangunan maksimum 5 lantai; dan 
2) Maksimum 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruangjalan lokal primer 

pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15 
lantai. 

Pcngaturan GSB di kawasan sckitar jaringan jalan Lokal primer, mcliputi: 
1) Jalan lokal sekunder paling sedikit 7 meter dari as jalan; 
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan sekunder paling sedikit 20 

meter dari as jalan. 
Hurut h 

Cukupjelas 
Huruf i 

Cukup jelas 
Huruf j 

Cukupjelas 

Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal primer, meliputi: 
1) Jalan lokal primer paling sedikit 10 meter dari as jalan; 
2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan lokal 

primer dan sekunder paling sedikit 20 meter dari as jalan. 
Hurufh 

Cukupjelas 
Huruf i 

Cukupjelas 
Huruf j 

Cukup jelas 



Ayat (9) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang sesuai peraturan 
yang berlaku. 

Huruf c 
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam 

Ayat (8) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Hurut d 

Cukupjelas 
Hurufe 

Cukupjelas 
Huruf f 

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam 
ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Huruf g 
Cukupjelas 

Huruf h 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

Hurufj 
Cukupjelas 

Huruf k 
Cukup jelas 

Huruf f 
Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lingkungan, yaitu 
maksimum 1,2 untuk bangunan di sepanjang sisi ruangjalan, dengan tinggi 
bangunan maksimum 2 lantai. 
Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringanjalan Lingkungan, yaitu paling 
sedikit 7 meter dari as jalan 

Hurufg 
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas, 
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam 
ruang rmhk jalan, mengikuti ketentuan umum dan ketentuan tekrus yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Huruf h 
Cukup jelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

Huruf j 
Cukup jelas 

Huruf k 
Cukupjelas 



Ayat (14) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api, sebagai 
berikut: 
• Pengembangan RTH di tepi rel kereta api harus mempertimbangkan 

faktor kearnanan, kenyarnanan, dan estetika; 
• Jenis tanaman yang dipilih tidak menyebabkan kerusakan rel kereta 

api dan fasilitasnya. 

Ayat (13) 
Cukup jelas 

Ayat (12) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 

Ayat (11) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruff 

Cukupjelas 

Ayat (10) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Hurufd 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukupjelas 

ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang 
sesuai peraturan yang berlaku. 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukupjelas 



Huruf c 
Syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api, 
sebagai berikut: 
• Pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api 

harus mempertimbangkan faktor kea.manan, kenyamanan, dan 
estetika; 

• Tidak mengganggu untuk konstruksi jalan rel; 
• Tidak mengganggu pandangan bebas masinis; 
• Tidak menempatkan barang yang mudah terbakar atau meledak; 
• Tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan; 
• Dalam proses pembangunan dan peningkatan jaringan rel kereta api 

sudah harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan 
prasarana dan utilitas. 

Huruf d 
Batasan pemanfaatan ruang yang peka dampak lalu lintas kereta api, 
se bagai beriku t: 
• Pemanfaatan terbatas yang dimaksud adalah pemanfaatan yang 

bertujuan untuk mendukung lalu lintas/pergerakan kereta api; 
• Pemanfaatan ini hanya bisa dilalrukan oleh lembaga yang menangani 

kcrcta api. 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukupjelas 
Huruf g 

Cukupjelas 
Hurufh 

Cuk:up jelas 
Huruf i 

a. KDB maksimum 10% untuk bangunan pendukung keselamatan dan 
pemeliharaan serta Stasiun Kereta Api di sepanjang sisi ruang jalur 
kereta api; 

b. KLB maksimum 1,5 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai; 
c. Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api, meliputi: 

• Pada jalur lurus minimal 11 meter dari as rel kereta api terluar; 
• Pada jalur belokan minimal 23 meter diukur dari lengkung dala.m 

sampai as jalur. Dalam peralihan jalur lurus ke jalur lengung 
diluar as jalur harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara 
berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 meter sampai 
lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 
meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi 
sampai jarak lebih dari 11 meter; 

• Pada jalur perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan 
raya adalah 30 meter dari as jalur rel kereta api pada titik 
perpotongan as jalur rel kereta api dengan as jalan raya dan secara 
berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as 
jalur kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalur 
kereta api dengan as jalan raya; 

• Untuk sempadan yang lebih kecil harus mendapat persetujuan 
dari otoritas perkeretaapian. 

Huruf j 
Ketentuan teknis lainnya di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api, 
sebagai berikut: 
• Ruang milik jalur kereta api terdiri atas jalan rel yang terletak pada 

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan 
tanah diuk:ur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian 
bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling 



Huruf b 
Cukupjelas 

Hurufc 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Ayat (20) 
Huruf a 

Cukupjelas 

Ayat (19) 
Cukupjelas 

Ayat (18) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Ayat (17) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Ayat (16) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Ayat (15) 
Cukupjelas 

sedikit 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi 
jalan rel; 

• Ruang pengawasan jalur kereta api terdiri atas bidang tanah atau 
bidang lain yang terletak pada permukaan tanah cliukur dari batas 
paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing­ 
masing selebar 9 (sembilan) meter; 

• Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di 
jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 
(sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing­ 
masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai. 

• Perpotongan dan/ atau persinggungan sebidang maupun tidak 
sebidang di atas atau di bawah jalur kereta api harus memenuhi 
persyaratan. 

Hurufk 
Cukupjelas 



Huruf g 
Cukupjelas 

Ayat (22) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruff 

Cukupjelas 

Ayat (21) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukupjelas 
Huruf g 

• KDH minimum 10% dari luas Wilayah pelabuhan; 
• KDB maksimum 60% dari luas Wilayah pclabuhan; 
• KLB maksimum 1,2 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai; 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

Huruf j 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
• KDH minimum 10% dari luas Wilayah pelabuhan; 
• KDB maksimum 60% dari luas Wilayah pelabuhan; 
• KLB maksimum 1,2 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai; 

Hurufh 
Cukupjelas 

Hurufi 
Cukupjelas 

Hurufj 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 



Ayat (25} 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Huruff 

Cukupjelas 
Huruf g 

Cukupjelas 
Hurufh 

Cukupjelas 
Hurufi 

Cukupjelas 
Hurufj 

Cukupjelas 

Ayat (24) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruff 

Cukupjelas 
Huruf g 

Cukupjelas 
Hurufh 

Cukupjelas 
Huruf i 

Cukupjelas 
Huruf j 

Cukupjelas 

Ayat (23) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Hurufc 

Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 



Pasal 63 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

• Pengaturan GSB di sekitar kawasan pembangkit listrik minimum 20 meter 
dari pagar pengaman pembangkit listrik. 

• Pengaturan KLB di kawasan pembangkit tenaga listrik maksimum 20 
dengan tinggi bangunan maksimum 40 lantai. 

Ayat (9) 
Cukupjelas 

Ayat (10) 
Cukupjelas 

Ayat (11) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Hurufc 

Cukupjelas 
Huruf d 

• Pengaturan GSB di kawasan sekitar infrastruktur ketenagalistrikan, 
yaitu bangunan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik (SUTI) 
minimum 4 meter dari tiang/ menara. 

Ayat (26) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Culrup jelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
Hurufg 

Cukupjelas 
Hurufh 

Cukupjelas 
Huruf i 

Cukupjelas 
Hurufj 

Cukupjelas 



Pasal 64 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Syarat pengembangan sarana prasarana sistem jaringan telekomunikasi 
sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukup jelas 
Hurufc 

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk 
menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor 
yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara 
lain: 
• Tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk 

penggunaan bersama; 

• Pengaturan KLB di kawasan sekitar sempadan jaringan transmisi 
maksimum 1 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai dan/ atau 
tidak termasuk ke dalam jarak bebas minimum vertikal 5 meter dari 
konduktor pada SUTT. 

Hurufe 
Cukupjelas 

Ayat (12) 
Cukupjelas 

Ayat (13) 
Cukupjelas 

Ayat (14) 
Cukupjelas 

Ayat (15) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

• Pengaturan GSB di sekitar kawasan gardu induk minimum 20 meter 
dari pagar pengaman gardu induk. 

• Pengaturan KLB di kawasan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk 
maksimum 20 dengan tinggi bangunan maksimum 40 lantai. 



Pasal 66 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat3 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Huruf a 
Yang dimaksud limbah B3 meliputi: 
• Limbah dengan karakteristik infeksius berupa darah atau produk darah 

dan cairan tubuh (tidak termasuk urin, feses, dan muntah kecuali 
terdapat darah); 

• Benda tajam; 
• Patologis; 
• Bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan; 
• Radioaktif; 
• Farmasi; 
• Sitotoksik; 
• Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan 
• Tabung gas atau kontainer bertekanan. 

Hurufb 
Cukupjelas 

Pasal 65 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
AyM (S) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 

• Ketinggian Menara; 
• Struktur Menara; 
• Rangka struktur Menara; 
• Pondasi Menara; dan 
• Kckuatan angin 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 



Ayat (10) 
Hurufa 

Cukupjelas 
Huruf b 

Syarat pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan sekitar TPA, 
sebagai berikut: 

• RTH sebagai sabuk hijau pada 0- 100 meter dari batas terluar tapak, 
berupa tanaman keras sesuai iklim dan kondisi setempat, dapat 
dipadukan dengan tanaman perdu terutama tanaman yang dapat 

Ayat (9) 
Hurufa 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Ayat (8) 
Hurufa 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Sarana prasarana minimum yang harus tersedia di kawasan pengelolaan 
limbah B3, antara lain: 

1) Wadah limbah 83 berwama serta sesuai simbol dan label sesua; 
kelompok limbah 83; 

2) Fasilitas penyimpanan limbah B3 meliputi: 
• Lantai kedap (impenneable), berlantai beton atau semen dengan 

sistem drainase yang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan 
desinfeksi; 

• Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan; 
• Mudah diakses untuk penyimpanan limbah; 
• Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak 

berkepentingan; 
• Mudah diakses oleh kendaraan yang akan mengumpulkan atau 

mengangkut limbah; 
• Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan 

faktor lain yang berpotensi menirnbulkan kecelakaan atau bencana 
kerja; 

• Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung; 
• Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan 

memadai; 
• Berjarak jauh dari tempat penyimpanan atau penyiapan makanan; 
• Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong 

limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas 
pcnyimpanan; dan 

• Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa 
dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari. 



Ayat (14) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 

Ayat (13) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurut b 

Pada saat terjadi bencana, jalur ini dapat ditutup dari lalu lintas umum. 
Huruf c 

Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi bersifat sernentara 
sampai dengan waktu pengungsian selesai. 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukupjelas 

Ayat (12) 
Hurufa 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 

Ayat (11) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukup jeias 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

Hurufj 
Cukupjelas 

menyerap racun bukan sekadar deretan pohon, dan bila 
dimungkinkan mempunyai nilai ekonomi; dan 

• Kerapatan pohon adalah minimum 5 m. 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 



Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Hurul d 

• Lahan tidak masuk KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan 

dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat lain 
sesuai kewenangannya. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruff 
Cukupjelas 

Iluruf b 

Pasal 68 
Huruf a 

Cukupjelas 

Pasal 67 
Cukupjelas 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 

Huruf c 

Ayat (17) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 

Ayat (16) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukup jelas 

Cukupjelas 
Huruf d 

Ayat (15) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurut b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukuo 1Pl~c:: . .., 

Ayat (14) 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukupjelas 



Pasal 69 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Batasan untuk kegiatan wisata alam diberikan untukjangka waktu paling 
lama 35 (tiga puluh lima) tahun rl ... rorrr.,ro h,r.ic.- nr.ilinrr h,::,n~·,-,1- 1 ('10/ (c-,, __ ,,,,,\., '°"""4"'b~ ... 4'"""'-"""' .r' ............... 4b --·J-· -- ~'W ,--.t-'__. _ _._ 
perseratus) dari luas blok pemanfaatan. 

Huruf c 
Penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi, jumlah dan 
jarak penebangan menyesuaikan kondisi serta ketentuan yang berlaku 
dengan tetap mengikuti ketentuan jarak penebangan minimal, sebagai 
berikut: 

- 500 (lima ratus] meter dari tepi waduk atau danau; 
- 200 (dua ratus} meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 

daerah rawa; 
- 100 (seratus} meter dari kiri kanan tepi sungai; 
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
- 2 (dua} kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang 

terendah dari tepi pantai. 
Huruf d 

Kegiatan latihan militer dilakukan tanpa mengurangi fungsi kawasan 
hutan dan tutupan vegetasi. 

Huruf e 
Syarat untuk pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan hutan 
lindung, yaitu tidak rnengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi 
utarnanya. 

Huruff 
Syarat kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan hutan lindung, yaitu 
• tidak menggunakan peralalan mekanis dan alat berat; 
• tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. 

Huruf g 
Syarat pola penambangan bawah tanah di kawasan hutan lindung, yaitu 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. serta denvan 
ketentuan dilarang mengakibatkan: 

- turunnya permukaan tanah; 
- berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 
- terjadinya kerusakan akuiver air tanah. 

Huruf h 
• Lahan tidak masuk KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Hurufi 
Syarat kegiatan perkebunan di kawasan hutan lindung, yaitu 
• pengolahan tanah terbatas; 
• tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial 

ekonomi;dan 
• Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf j 

Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hurufk 
Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 



Pasal 71 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 
Diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan penelitian dan penunjang 
kawasan konservasi, sebagai berikut: 

• KDB maksimum 20%; 
• Tinggi bangunan maksimum 2 lantai; 
• KDH minimum 80%. 

Huruf c 
Yang dimaksud diperbolehkan terbatas pemanfaatan sumber f,lct.~Li ... a. 

nutfah untuk penunjang budidaya, yaitu Kegiatan penunjang budidaya 
dilakukan dengan menggunakan tumbuhan dan satwa liar atau bagian 
dari tumbuhan dan satwa liar sebagai bibit atau bahan induk untuk 
dikembangbiakan. 
Kegiatan tersebut dilakukan melalui eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, 
koleksi, evaluasi, serta dokumentasi data dan informasi status. 

Huruf d 
Yang dimaksud diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata, 
sebagai berikut: 
• wisata alam yang tidak merusak fungsi lindung; 
• kegiatan wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian 

dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 

Huruf d 
• Lahan tidak masuk KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan 

dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat 
lain sesuai kewenangannya. 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Pasal 70 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 

Hurufm 
Cukup jelas 

Huruf n 
Cukupjelas 

Huruf o 
Cukupjelas 

Huruf 1 
Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 



Cukupjelas 
Huruf g 

Cukup jelas 
Ayat (4) 
Huruf a 

Cukupjclas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Kegiatan pariwisata dengan objek daya tarik wisata berupa wisata alam 
bentang laut; wisata alam pantai/ pesisir dan pulau-pulau kecil; wisata 
alam bawah laut. 

Huruf e 
- Dilarang menggunakan bahan peledak/ bahan beracun/ atau 

peralatan lain yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 

- Tidak mengganggu habitat biota laut lainnya yang ada di lokasi 
terse but. 

Huruf t 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Hurufi 
C.ukup jeias 

Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Hurufe 

C'nk,,n jpJ-,c;- • ., 

Huruf e 
• Laban tidak masuk KP2B. 
• Laban yang masuk Laban Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukupjelas 

sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan dan sifat 
keliaran alam di KSA dan KPA; 

• pengembangan wisata yang menunjang pengelolaan konservasi 
kawasan. 



Pasal 74 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 
Hurut a 

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada di 

dalam kawasan hutan; 
• Pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan 

lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu 
fungsi kawasan hutan; 

• Sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu rungsi 
kawasan hutan produksi. 

Huruf b 
Batasan untuk kegiatan pertanian dalam hal irii, sebagai berikut: 
• Budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan 

pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat; 
• Untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman pertanian 

keras dan tekruk penanaman yang tidak mengganggu komocntas 
utama yang dikembangkan di hutan produksi kawasan tersebut. 

Huruf c 
Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini. sebagai berikut: 
• Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus 

untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan. Yang 
dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau 
daerah yang diberi wewenang oleh unaang-unaang w1IUK memoerucau 
izm. 

Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada. 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
• Laban tidak masuk KP2B. 
a Laban yang rnasuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikcluarkan 

dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat 
lain sesuai kewenangannya. 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

Pasai / .:S 
Cukupjelas 

Huruf j 
Cukup jelas 

Hurufk 
Cukupjelas 



Ayat (3) 
Huruf a 

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yang ada di dalam 

kawasan hutan; 

Huruf d 
Batasan untuk kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Penyediaan instalasi pembangkit, transrnisi, dan distribusi listrik, 

serta energi baru dan terbarukan; 
• Pembangunan jaringan tck.komunikasi, ::,~::,~ ......... f-'v••••·•·rn ............. ..!:v, ..!. ....... 

stasiun relay televisi; 
• Penyediaan jalan urnum, jalan tol, dan jalur kereta api; 
• Pembanzunan sarana transportasi yang tidak dikatezorikan sebazai 

sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil 
produksi; 

• Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan 
• • • .tal • • d al • 1 "I .J I • • 1• 1 1 Jar1ngan 111:s ' aSl all, an S ill a..u ci.u u1.,1 ;;,u, u.i:u•/ a.1.a.u. ...u, u•••-...._.•, 

• Kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Penzzunaan kawasan hutan untuk kepentinzan pernbanzunan di luar 
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan lindung; 

• Pembangunan di dalam kawasan hutan melalui mekanisme yang 
~<.....:.uu.i pL.1 utin ..u1 pc....1 , .. h dau], ur.danga, ... 

Huruf e 
Syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu 
yaitu dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan. 

Huruf f 
Syarat untuk kegiatan pertambangan dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Pemberian izm pmjam pakai oleh Menteri terkait dengan 

mernpcrhatikan batasan luas dan jangka , .. .aktu tcrtcntu sorta 
kelestarian hutan/lingkungan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku; 

• Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di 
kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara 
selektif, sesuai keten tuan yang berlaku. 

Huruf g 
~y'\r::it unruk kegi-itan p-rindustrian rhhm h~I ini, ~Ph'lz"li berikut: 
• Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan 

memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta 
kelestarian hutan/ lingkungan. 

Huruf h 
• Lahan tidak masuk KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf i 
Kegiatan permukiman di dalam Kawasan hutan melalui mekanisme yang 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Hurufj 
Cukupjelas 



• Pariwisata alam dan buatan yang membutuhkan dukungan lingkungan 
hutan dan fasilitas pendukunznva yang tidak rnengganggu fungsi 
kawasan hutan; 

• Sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan hutan produksi. 

Iluruf b 
Batasan untuk kegiatan pertanian dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan 

pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat; 
• Untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman pertanian 

keras dan teknik penanaman yang tidak mengganggu komoditas utama 
yang dikembangkan di hutan produksi kawasan tersebut. 

Huruf c 
Batasan untuk kegiatan petemakan dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk 

kegiatan penggembalaan temak dalam kawasan hutan. Yang dimaksud 
dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. 

Huruf d 
Batasan untuk kegiatan kepentingan pernbangunan d; "-!~ .. ""'~~.-~ .... 
kehutanan dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Penyediaan instalasi pembangkit, transrnisi, dan distribusi listrik, serta 

energi baru dan terbarukan; 
• Pembangunan janngan telekomurukasi, stasiun pemancar radio, dan 

stasiun relay televisi; 
• Penyediaan jalan urn um, jalan tol, dan jalur kereta api; 
• Pernbangunan sarana transportasi yang tidak d.ik:::.~e;~~l~~.... ...,.1"".~,..; 

sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil 
produksi; 

• Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan 
janngan mstalasi arr, dan saluran air bersih dan/ a tau air hmbah; 

• Kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangu .... ,.. .... ~; 1,,,.._ 

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan lindung; 

• Pembangunan di dalam kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf e 
Syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu 
yaitu dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber dava kehutanan. 

Huruf f 
Syarat untuk kegiatan pertambangan dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan 

batasan luas dan jangka waktu tertcntu serta kelestarian 
hutan/lingkungan. 

• Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan 
hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif, sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Huruf g 
Syarat untuk kegiatan perindustrian dalam hal ini, sebagai berikut: 
• Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan 

batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian 
hutan/lingkungan. 

Hurufh 
• Laban tidak masuk KP2B. 



Pasal 75 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Av~t (')) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Hurufb 
dud1daya hortikultur a hanya sebagai La.11a1na11 penyela/ sementai a, 
budidaya utama tetap tanaman pangan. 

Huruf c 
Batasan untuk pembangunan sarana prasarana pendukung pertanian 
tanaman pangan, yaitu: 
• Penyediaan irigasi pada kawasan tanaman pangan 
• Fasilitas yang dapat meningkatkan produksi pertanian; 
• Akses jalan dan jernbatan yang dapat diguna.kan sebagai sar'arie; 

transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian. 
Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk 
kepentingan sarana prasarana urn.um dapat dilakukan dengan mencari 
lahan pengganti KP2B clan mendapat persetujuan dari Kementerian/ 
Lembaga yang berwenang. 

Hurufd 
Batasan ur:tuk kegiatan perikanan skala kecil dan rnenengah adalah 
budidaya perikanan yang memanfaatkan genangan air sawah yang 
ditanami tanaman pangan, serta tidak mengurangi luasan lahan tanaman 
pangan. 

Huruf e 
Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu: 
• Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama pemandangan 

p-rsowahan; 
• Tidak ada alih fungsi lahan KP2B; 
• Mendukung pengelolaan kawasan tanaman pangan; 
• Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi 

kawasan. 
Huruf f 

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu: 
• Sarana dan prasarana sumber daya air, ialan dan jembatan jalur pipa 

gas dan air minum, listrik dan telekornunikasi, prasarana dan, sarana 
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

• Apabila didalam lokasi ter dapat KP2B, maka alih I , .. mg~~ ;G"'::: ~ .. ~~ .. 
kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari 
lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/ 
Lembaga yang berwenang. 

Huruf g 
• Lahan yang dirnaksud tidak termasuk dalam KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Mentcri ;\~~,'!:!!"'::.'! 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf i 
Kegiatan permukiman di dalam Kawasan hutan melalui mekanisme yang 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

Huruf j 
Cukupjelas 



Huruf f 
Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut: 
• Tidak termasuk KP28; 
• Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 

Hortikultura. 
Huruf g 

Luas pengembangan kawasan hutan dibatasi sesuai dengan rencana 
pengernbangan hutan yang telah disusun oleh instansi berwenang. 

Huruf h 
Syarat untuk pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau: 
• Lahan tidak masuk dala.m KP2B; 
• Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 

Hortikultura. 
Huruf i 

Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu: 
• Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama kawasan 

hortikultura; 
• Mendukung pengelolaan kawasan hortikultura; 

Huruf b 
Cukupjelas 

Hurufc 
Isatasan W1LUk kegraian .l)t:Lcl naxan ua.ia.iu ual uu, yauu. 
• Kegiatan peternakan tidak mengganggu kegiatan pertanian di 

sekitarnya; 
• Lokasi tidak masuk KP2B; 
• Tennasuk industri pengolahan/ pengembangan produk petemakan; 
• Meminimalkan dampak lingkungan. 

Huruf d 
Batasan untuk kcgiatan pci ikanan Jalwn Lal ini, yaitu 
• Kegiatan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di 

sekitamya; 
• Lokasi tidak masuk KP2B; 
• Tennasuk industri pengolahan produk perikanan budidaya; 
• Meminimalkan dampak lingkungan. 

Huruf e 
8:,,aiaL untuk kcgiaucn indusu i dalaru Ired iui, y aitu. 
• Tidak tennasuk KP28. 
• Industri pengolahan yang terkait langsung dengan produk tanaman 

pangan dan hortikultura. 
• Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 

Hortikultura. 

Ayat (3) 
Huruf a 

r11lr11n 1Pb~ 

Huruf i 
Cukupjelas 

u. ·- ., ; 
•• -·· ~-- j 

Cukupjelas 
Hurufk 

Cukupjelas 

Huruf h 
Cukup ielas 



Ayat (4) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Batasan untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu: 
• Tidak termasuk KP2B. 
• lndustri pengolahan yang terkait langsung dengan produk perkebunan. 
• Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 

Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 
Hortikul tura. 

Huruf d 
Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut: 
• Tidak termasuk KP28. 
• Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 

Perkebunan. 
Huruf e 

Luas pengembangan kawasan hutan dibatasi sesuai dengan rencana 
pengembangan hutan yang telah disusun oleh instansi berwenang. 

Huruff 
Syarat untuk pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau: 
• Lahan tidak masuk dalam KP2B; 
• Mengikuti ketcntuan intensitas pcmanfaat,u ru ... mg di Ka vasun 

Perkebunan 
Huruf g 

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu: 

• Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi 
kawasan. 

• Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan 
Hortikultura. 

Huruf j 
• Kcgiatan pertarnbangan har us dilakukan paJa. lv~a..:u J a... .. 5 LU .... .,~ 

kawasan potensi pertambangan; 
• Tidak masuk dalam KP2B; 
• Termasuk kegiatan vang terkait langsung pengolahan material alam. 

Hurufk 
Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu 
• Sarana dan prasarana umum maupun pendukung pertanian seperti 

sumber daya air, jalan dan jernbatan jalur pipa ga~ da1i ~ .... ~ .. ·..:_.~, 
listrik dan telekornunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk 
kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari 
lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/ 
Lembaga yang berwenang. 

Huruf 1 
• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lam sesuai kewenangannya. 

Hurufm 
Cukupjelas 

Hurufn 
Cukupjelas 



Pasal 76 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Kegiatan pcrikanan tangkap dilakukan dcngan mcmpcrhatikan hal hal 
berikut: 
• tidak menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat ban tu 

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan; 

• Pemerintah melalui instansi/ Lembaga yang berwenang dapat regulasi 
yang mengatur teknik penangkapan ikan, pembatasan area 
I)PTI''mgk'lp~, ch.n p-mbat-isar- jenis -:i]"t hT'gk-,p Y",....g rlip,:n·b01Phk~n 
beroperasi di wilayah perairan tertentu apabila terdapat gejala 
penangkapan ikan yang berlebih (overfishing); 

Huruf i 
• Kegiatan pertambangan harus dilakukan pada lokasi yang masuk 

kawasan potensi pertambangan; 
• Termasuk kegiatan yang terkait langsung pengolahan material alam. 

Huruf j 
Sy arat untuk pcnyediaan Sc.u...ulc.l d,u, l-'1<-4.::.<L...uic.l J...J...uu 1 ..J ini, yaitu. 
• Sarana dan prasarana umum maupun pendukung perkebunan, seperti 

sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum, 
listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan 
perkebunan. 

Iluruf k 
• Lahan tidak masuk KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf l 
Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu: 

Kcgiatan wisata alam dengan dcngan objck utama kawasc . n 
hortikul tura; 

• Mendukung pengelolaan kawasan hortikultura; 
• Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi 

kawasan. 
Hurufm 

Cukupjelas 
I Iuruf n 

Cukupjelas 

• Kegiatan petemakan tidak mengganggu kegiatan pertanian di 
sekitarnva; 

• Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk petemakan; 
• Merninimalkan dampak lingkungan. 

Hurufh 
Syarat untuk kegiatan perikanan dalam hal ini, yait .... 
• Kegiatan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di 

sekitamya; 
• Termasuk industri pengolahan produk perikanan budidava: 
• Meminimalkan dampak lingkungan. 



Ayat (3) 
Huruf a 

Kegiatan penkanan budidaya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal 
berikut: 

rlurw·J 
• Perrnukiman eksisting yang sudah ada sebelum peraturan ditetapkan 
• Berupa rurnah tunggal dengan rnengikuti ketentuan intensitas 

pernanfaatan ruang. 
Hurufk 

Cukupjelas 
Hurufl 

Cuh. .. up jelas 

Huruf e 
Kegiatan pertanian yang tidak mengganggu produktivitas perikanan. 

Huruf f 
Batasan pembangunan tasihtas pendukung perikanan, mehpuu: 
• Bangunan pengolahan hasil ikan; 
• balai pelatihan teknis; 
e pengernbangan Sarana dan pr"'Sar~~!'I T'\Pnn11\r11nc, f11nc,~1 n_o_;t,,....,..,....,.. o u. ......,.,._ r-··--·-··o ·-··o-· 1-· • -- 

Huruf g 
Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu: 
• Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk perikanan/ 

kelautan 
• Wajib rnenyusun dokumen lingkungan hidup, dan kegiatan 

operasional harus rnengikuti kajian lingkungannya. 
Huruf h 

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu: 
• Kegiatan peternakan ti.dak rnengganggu produktivitas perikanan di 

sekitarnya; 
• Termasuk mdustn pengolahan/ pengembangan produk peternakan; 
• Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui 

instansi berwenang, dengan rneminimalkan dampak lingkungan dan 
sosial. 

Huruf i 
Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana urnum dalam hal ini, 
yaitu: 
• Sarana dan prasarana surnber daya air, jalan dan jernbatan jalur pipa 

gas dan air minurn, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana 
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku: 

• Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan 
perikanan. 

• dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, 
bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan 
manusia dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan 
pengolahan ikan. 

Huruf b 
Cukupjelas 

Huruf c 
• Kegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, 

penelitian, dan pendidikan; 
• Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan. 

Huruf d 
Cukupjelas 



Huruf j 
• Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitas 

pemanfaatan ruang. 
Hurufk 

• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) danat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Hurufl 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Kegiatan pertaruan yang tidak mengganggu produknvitas penkanan. 

Huruf f 
Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi: 
• Bangunan pengolahan basil ikan; 
• balai pelatihan teknis; 
• pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan. 

Huruf g 
Syai at urrtuk kcgiatan iu<lu~ui dalaui hal ini, yaitu. 
• Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk perikanan/ 

kelautan 
• Wajib menyusun dokumen lingkungan hidup, dan keziatan 

operasional harus mengikuti kajian lingkungannya. 
Hurufh 

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu: 
• Kl,;6i..tt..u1 pl-lt-1 n..tl-....u1 tidal ... lllL116b..U15t,U µ1 uduktiv iw.,:> p .... 1 ikanan di 

sekitarnya; 
• Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk petemakan; 
• Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan yang disetuiui 

instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan 
sosial. 

Huruf i 
Syarat untuk penycdiaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini, 
yaitu: 
• Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa 

gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana 
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

• Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan 
perikanan. 

• tidak menggunakan alat pembudidayaan ikan yang mengganggu dan 
merusak keberlanjutan sumber daya ikan; 

• dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, 
bahan penolong, dan/ atau alat yang membahayakan kesehatan 
manusia dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan 
pengolahan ikan .. 

Hurufb 
Cukupjelas 

Huruf c 
• Kegiatan wisata drbatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, 

penelitian, dan pendidikan; 
• Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan. 



Huruf1 
• Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitas 

pemanfaatan ruang. 
Huruf j 

• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP28. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Hurufb 
• Kegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, 

penelitian, dan pendidikan; 
• Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan penkanan. 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Kegiatan pertanian yang tidak mengganggu produktivitas pergaraman. 

Huruf e 
Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi: 
• Bangunan pengolahan basil ikan; 
• balai pelatihan teknis; 
• pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan. 

Huruf f 
Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu: 
• Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk pergaraman/ 

perikanan/ kelautan 
• W <.1.jib mcny usun dokumcu Iingkuugau hidup, dan h.""gia.t.a.H 

operasional harus mengikuti kajian lingkungannya. 
Huruf g 

Syarat untuk kegiatan petemakan dalam hal ini, yaitu: 
• Kegiatan peternakan tidak mengganggu produktivitas pergaraman di 

sekitarnya; 
• Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk petemakan; 
• Kt;biuku1 opcrusional b1..1th.t~u.1l,.u . .lJ. dokun«,n Iiugkuug.c, }..u g disetujui 

instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan 
sosial. 

Hurufh 
Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal im, 
yaitu: 
• Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa 

gas dan air minum, listrik dan tclekornunikasi, prnsarana dan sarana 
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 77 
Huruf a 

Kcziatan ncrikan ........ dilakuka .... dcnzan mcmpcrhatikan hol hnl 1--.,....;1~.~- Vt:,lGl .lJ. p .111'.Q..IJ.Cl.1.1 ll .O..Gl.J.1 U .11t:, lJ. .&. 1 '"""" ... .-.~ .. .a. ... -...- ....... ~ --a.•£•""'""· 
• tidak menggunakan alat pembudidayaan ikan yang mengganggu dan 

merusak keberlanjutan sumber daya lingkungan; 
• dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, 

bahan penolong, dan/ atau alat yang membahayakan kesehatan 
manusia dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan 
pengolahan ikan. 

Hurufm 
Cukup ielas 



Pasal 78 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dirnaksud hersyarat, c:;f'h~g~i berikut 

• masa berlalru izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir dan/ atau 
proses pengembalian wilayah izin usaha pertambangan telah dilalrukan; 

• kegiatan yang dimohonkan merupakan upaya reklarnasi lahan tambang; 
• menyesuaikan kondisi eksistmg kegiatan yang telah ada terleblh dahulu 

dan masih berlangsung; 
• mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 
• mcmpcrtimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul. 
Hurufb 
• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalarn KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf c 
f\.nglr'1 l 

Cukupjelas 
Angka 2 

Cukupjelas 
Angka 3 
• Zonasi Cekungan Air Tanah mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlalru. 
• Terdapat °kAji8n terhadap kegiaran pertambangan yang dirnaksud, 

agar tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air pada Cekungan 
AirTanah 

Angka 4 
Zonasi kawasan bentang alarn karst dan pengaruran kegiatan 
pertambangan pada kawasan bentang alarn karst mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Angka 5 
Cukupjelas 

Angka 6 
Cukupjelas 

Angka 7 
Cukupjelas 

Angka 8 
Cukupjelas 

Angka Y 
Cukupjelas 

Angka 10 
Reklarnasi dilakukan sesuai denzan kerenruan umum ner~h1rqn ~ . 
zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalarn 
Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlalru. 

Angka 11 
Cukupjelas 

Angka 12 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukup jelas 



Huruf k 
Angka 1 

Cukupjelas 

Huruf c 
• Pengembangan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% dari luas 

lahan. 
• Pengernbangan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan Iuas 

hamparan lahan. 
Huruf d 

Batasan untuk perrnukiman di kawasan p=runrnkan 1n~11dn. ~Phl:l~l:li 
berikut: 
• Permukiman yang telah terbangun sebelum peraturan ini ditetapkan; 
• Telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 
• Pengembangan perumahan wajib mengikuti ketentuan intensitas 

pemanfaatan ruang. 
Huruf e 

Syarat untuk pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan 
industri, sebagai berikut: 
• Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas 

dan air rrunurn, Iistnk dan telekornurnkasi, prasarana dan sarana 
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

• Fasilitas untuk kepentingan umum sesuai skala pelayanan; 
• Jarak kawasan industri terhadap permukiman minimal 2 (dua) km; 
• Mempertirnbangkan dampak dengan kegiatan industri yang sudah ada. 

Huruff 
Kegiatau pdliwi~ald <liLctlct~i pada kegiatan wisata yang bersinergi dengan 
fungsi utarna kawasan peruntukan industri. 

Huruf g 
Kegiatan penambangan (dalam hal ini penggalian bahan tambang) 
diperbolehkan dengan syarat lokasi tersebut masuk dalam kawasan 
peruntukan pertarnbangan mineral (ketentuan khusus). 

Hurufh 
Kegiatan pertahanan dan kearnanan 

Hurufi 
• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP28. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf j 
ruJ,:u p j e las 

Pasal 79 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

• Kegiatan pertanian yang dimaksud mencakup pertanian tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Cukupjelas 



Pasal 81 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Syarat untuk kegiatan industri, yaitu 
• Industri eksisting yang sudah berizin sebelum ditetapkannya peraturan 

daerah ini dan tidak dapat dilakukan perluasan lahan; 
• Industri yang diperbolehkan dibatasi pada kegiatan industri rumah 

tangga dan industri kecil. Klasifikasi industri berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku; 

• kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian yaitu 
kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan 
bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian; 

• kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian yaitu kegiatan yang 
tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, 
suara, suhu/ asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial; 

• Tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselarnatan, kualitas 
hidup masyarakat; 

Cuk:up jelas 
Huruf g 

Cuk:up jelas 
Huruf h 

Cukupjelas 
Huruf i 

Cukup j-las 
Huruf j 

Cuk:up jelas 
Huruf k 

Cukup jelas 
Hurufl 

• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf m 
Cukup jelas 

Huruf f 

Pasal 80 
Hurufa 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cuk:up jelas 
Huruf d 

Cuk:up jelas 
Huruf e 

Cuk:up jelas 

Angka 2 
Cukupjelas 

Angka 3 
Cuk:up jelas 



Cukupjelas 
Hurufi 

Cukupjelas 

TT •• - •• C-1.. 
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Huruf e 
Cukupjelas 

Huruff 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Syarat untuk kegiatan industri, yaitu: 
• Industri eksisting yang sudah berizin sebelum ditetapkannya peraturan 

daerah ini dan tidak dapat dilakukan perluasan lahan; 
• Tidak rncngganggu kcnyarnanan, kcschatan, kcsclamatan, kualitas 

hidup masyarakat; 
• Tidak mencemari lingkungan. 
• lndustri yang diperbolehkan yaitu industri rumah tangga dan industri 

kecil. Klasifikasi industri berdasarkan peraturan perundangan yang 
berlaku; 

• kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian yaitu 
kcgiatan usaha yang tidak mcnimbulkan pcnccmaran lingkungan dan 
bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian. 

• kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian yaitu kegiatan yang 
tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, 
suara, suhu/ asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial. 

Huruf c 
• Kegiatan hulu pertanian 

Huruf d 
• Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B. 
• Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 

• Tidak mencemari lingkungan. 
Huruf c 

• Kegiatan hulu pertanian 
Huruf d 

• Laban yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B. 
• Laban yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat 

dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN 
atau pejabat lain sesuai kewenangannya. 

Huruf e 
Cukupjelas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Hurufg 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Hurut 1 
Cukup jelas 



• saluran air minum atau air bersih; 
• drainase dan sanitasi; 
• bangunan pengairan; 
• pelabuhan; 

yang berlaku. 
• Mencari lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari 

Kementerian/ Lembaga yang berwenang. 
Huruf f 

Cukupjelas 
Huruf g 

("11lr11n iPh~ - ---r J---- 
Huruf h 

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam 
rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi: 
• Jalan umum; 
• Waduk; 
• Bendungan; 
~ T~rr,;,c.-i· ......... b'"""~ ... , 

~ Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fu ... ngsi 
kawasan. 

Huruf d 
Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini, 
yaitu: 
• Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa 

gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan, sarana 

Huruf c 
Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal irii, yaitu: 
• Tidak terdapat alih fungsi lahan menjadi non pertanian; 
• Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama pemandangan 

persawahan; 
• Mendukung pengelolaan kawasan tanaman pangan; 

Pasal 84 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Hurufb 
Budidaya hortikultura hanya sebagai tanaman penyela/ sementara, 

Pasal 83 
Cukupjelas 

Pasal 82 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Untuk rumah dinas atau permukiman anggota TNI/POLRI. 
Hurufc 

Syarat pembangunan sarana dan prasarana pertahanan keamanan, yaitu: 
• Tidak mencemari lingkungan. 
• Tidak mengganggu sis tern/ kegiatan pertahanan dan keamanan. 

Huruf d 
Cukupjelas 

Huruf e 
Cukup jelas 



Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu: 
• Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan 

rekayasa. 

• Pembangunan permukiman secara optimal dapat dilakukan setelah 
permasalahan banjir dapat diatasi. 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Huruf h 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukupjelas 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Batasan untuk permukiman dalam hal ini, yaitu: 
• Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukupjelas 
Huruf g 

Cukupjelas 
Huruf h 

(9'..,,lsr-,.,_'r'I ~o.l"',:. 
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Huruf b 
Cukupjelas 

Huruf c 
Cukupjelas 

Huruf d 
Cukupjelas 

Pasal 85 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 

• bandar udara; 
• stasiun dan jalan kereta api; 
• terminal; 
• fasilitas keselamatan umum; 
• cagar alam; dan/atau 
• pembangkit dan jaringan lislrik. 

Huruf i 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 



,.,,\n1"' ; .. 1-:1~ -~·-l"" J-·-~ 
Hurufc 

KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%, 
Huruf d 

KDB maksimum 20%, KOH rrurumum 80%, 
Huruf e 

Syarat untuk kegiatan perrnukiman, sebagai berikut: 
• Berupa bangunan rumah tunggal 
• KDB maksimum 60%; KDH minimum 20%; 
• Ditanarni vegetasi tanarnan keras yang memperkuat struktur tanah; 

dan 

,.... ' \... UK Up jeias 
Hurufj 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Hurufb 

Ayat (4) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%, 
Hurut ct 

Batasan untuk kegiatan permukirnan, sebagai berikut: 
• Berupa bangunan rumah tunggal 
• KDB maksirnum 60%; KDH minimum 20%; dan 
• Ditanarni vegetasi tanarnan keras yang memperkuat struktur tanah. 

Hurufe 
KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%, 

Hurut t 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Huruf h 
Cukupjelas 

Hurufi 

• Pembangunan industri secara optimal dapat dilakukan setelah 
permasalahan banjir dapat diatasi. 

Hurufi 
Cukupjelas 

Huruf j 
Peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas mitigasi banjir, dapat berupa: 
• Lokasi evakuasi dan penarnpungan sementara; 
• Jaringan jalan untuk akses menuju lokasi evakuasi; 
• Drainase; 
• Sumur resapan / biopori; 
• Tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan 

permukiman; 
• Sarana peringatan dini dan 1 ,:U11bu-1 ambu terkait per ingatan dini dan 

evakuasi; dan 
• Tempat pembuangan sampah sementara. 



Pasal 87 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Syarat untuk kegiatan permukiman di kawasan cagar budaya sesuai 
pengaturan dan ketentuan di kawasan kota pusaka. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

• "f-J...--•J..-- ----C'-.&.-- ----- 'I_• ---- J"-J..-·- ------• 1--L-~---- -·--- 111LCU.:,ll.d.~ }JClUC:UHClc:ll.d.11 1 UClU~ 1c:uu.uyc:l Ulc:lLUl .:,c;.:,Uc:ll ~c;Lc;ULUClU Yc:lll~ 

telah ditetapkan. 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Untuk tetap mempertahankan fungsi utamanya dan tidak menimbulkan 
potensi gangguan terhadap fungsi kawasan cagar budaya. 

Pasat 86 
Ayat (1) 

Pengaturan untuk ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya ini 
mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusaka Lasem Kecamatan Lasem 
Kabupaten Rembang dan/ atau perubahannya. 
Huruf a 

Yang ciimaicsud iaeiiitas penunjang pacia kawasan cagar budaya yaiiu 
penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan 
benda, bangunan, dan struktur peninggalan sejarah, diperbolehkan 
terbatas dalam hal ini sebagai berikut: 
• KDB maksimum 50%; 
• Untuk bangunan cagar budaya, garis sempadan bangunan sesuai 

dengan eksistingnya; 

Huruf h 
Cukupjelas 

Hurnfi 
Cukupjelas 

Hurufj 
Cukupjclas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

• Untuk kawasan dengan resiko bencana tanah longsor tinggi diarahkan 
bukan untuk permukiman. 

Huruf f 
Cukupjelas 

Huruf g 
Cukup jclas 



menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan. 
Hurufk 

• Sarana dan prasarana umum terkait sumber daya air, jalan dan 
jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, 

Huruf c 
Batasan untuk kegiatan perrnukiman di kawasan resapan air, sebagai 
berikut: 
• Rumah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan, memiliki bukti 

kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

• R11m!'.\h t11ncr"~l -·~---- ----oo-· 
• Meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air 

kedalam tanah. 
Huruf d 

Batasan untuk kegiatan panwisata di kawasan resapan air, sebagai 
berikut: 
• Wisata yang tidak merusak fungsi lindung berupa wisata alam; 
• KDH minimal 80%. 

Huruf e 
Ruang terbuka hijau yang didominasi dengan ruang terbuka/ tidak 
terbangun, dengan jenis vegetasi dan sarana pelengkap yang dapat 
meningkatkan kcmampuan menahan limpasan dan mcrcsapkan air hujan. 

Huruff 
Jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi 
dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa 
budidaya hutan, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu 

Hurufg 
Syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan resapan air, 
sebagai berikut: 

• dikembangkan dengan prinsip zero delta Q policy yaitu suatu 
kebijakan untuk mempertahankan besaran debit run off/ debit 
limpasan supaya tidak bertambah dari waktu ke waktu, dan 
memperbesar kesernpatan air unruk bermfiltrasi ke dalam tanah. 

• dilengkapi dengan sarana peresapan air. 
• vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung 

dan merniliki kemarnpuan tinggi dalam menyerap air kedalam 
tanah, semakin pendek, kuat batang, rirnbun, kecil daun, kuat­ 
panjang-banyak akar dan padat tanaman umumnya semakin 
baik. 

Huruf n 
Kegiatan pertahanan dan kearnanan yang tidak menimbulkan erosi dan 
tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan. 

Hurufi 
Kegiatan budidaya pertanian yang tidak menimbulkan erosi dan tidak 
menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan. 

Hurufj 
l(pm~t!:ln h11~;r1QVQ nPtPrnl:lVl:ln "lTl:ln<T t;r!l:llr 'T\Pn;mh11llrl:ln PTf'\<:?; r!l:l.., hrl!:llr ··-o ... -"'-- ... --- ... --J- I:"_"'_ ....... _ .. -.-&. J- .. ,:, ..,.... __ ........... - ...................... -~ .. -....& _ ... __ ... __ .. ------.... 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 

Diperbolehkan upaya-upaya untuk penambahan sistem resapan air hujan 

Kawasan resapan air dapat berupa kawasan imbuhan air tanah yang diatur 
dengan ketentuan khusus, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah 
berdasarkan asas hierarkis komplementer. 



Pasal 88 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Kcgiatan yang rnampu mclindungi atau mcrnpcrkuat pcrlindungan 
kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah 
dapat berupa penghijauan, tanggul pantai, pemecah gelombang, penahan 
gelombang dan sebagainya. 

Hurut b 
Cukupjelas 

Huruf c 
Batasan pern1u1<im~n w8rga, y~it:i,· 
• Rumah dan bidang tanah yang telah ada sebelum perda ini ditetapkan, 

berizin dan/ atau memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah 
(bersertifikat atau terdaftar dalarn Buku C Desa) sesuai ketentuan 
peraruran perundang-undangan; 

• Meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air 
kedalam tanah; 

• KDB maksirnurn 700/n, KDH minimal 20%, dan KLB maksimum 1,0; 

Hurut 1 
• Tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air 

kedalam tanah secara signifikan. 
• Dikernbangkan dengan prinsip zero delta Q poli<:1J. 
• Dilengkapi dengan sarana peresapan air. 
• Melampirkan kajian dari Pemerintah maupun pihak swasta yang 

memiliki kualifikasi tertentu serta sesuai ketentuan yang berlaku. 
Ayat (3) 

Delineasi kawasan resapan air dalam hal ini menyesuaikan dengan revisi 
RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu menggunakan data pada Peta Zona 
Koriservasi Air Tanah Akuifer Tertekan dari Dina s E~DM Provinsi .Iawa 
Tengah tahun 2022. 

Ayat (4) 
Delineasi kawasan resapan air/ imbuhan air tanah ini bersifat hierarkis­ 
komplementer. 
Pada saat penyusunan, Rencana Tata Ruang harus mengacu ketentuan yang 
sudah di atur oleh Rencana Tata Ruang yang berhierarki di atasnya. Pada saat 
implementasi (pemanfaatan ruang], ketentuan yang spesifik pada masing­ 
masing Rencana Tata Ruang dan peraturan perundangan saling mengisi pada 
Rencana Tata Ruang yang berhierarki di bawahnya atau di atasnya. 
Karena delineasi Kawasan resapan air berdasarkan kajian, sehingga apabila 
ada kajian atau pcraturan tcrbaru rnaka pcngaturan pcmanfaatan ruang 
dapat menyesuaikan pedoman/ kajian terbaru. 

prasarana dan, sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

• Sarana prasarana yang digunakan untuk penunjang kegiatan 
permukiman, industri, pariwisata. 

• Dilengkapi dengan kajian yang menyatakan bahwa kegiatan yang akan 
dilakukan tidak akan mcngganggu fungsi pcrcsapan. 

• Tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air 
kedalam tanah secara signifikan. 

• Agar dilakukan pemenuhan ruanz terbuka hiiau. 
• KDH minimal 80% untuk kegiatan yang bersifat privat. 
• KDH minimal 40% untuk sarana prasarana umum. 



bangunan pertahanan dan keamanan yang 
jenis bangunannya berupa fasilitas pengawasan 

Syarat penempatan 
diperbolehkan, yaitu 
dan/ a tau latihan. 

Huruf i 
Syarat pcngcmbangan prasarana dan sarana pcndukung transportasi laut 
yang diperbolehkan, yaitu: 
• Prasarana dan sarana pendukung transportasi laut, sarana bantu 

navigasi pelayaran; 
• Sarana dan prasarana yang tidak meni.mbulkan pencemaran dan yang 

tidak menyebabkan abrasi/ akresi. 
• Didahului dengan kajian kelayakan dan lingkungan. 

Huruf j 
Syarat pembangunan fasilitas energi yang diperbolehkan, yaitu: 

Hurufd 
• Batasan kegiatan industri, yang sesuai dengan peruntukan Rencana 

Pola Ruang dasarnya. 
• KDB maksimal 60%, KDH minimal 20%. 
• Pembatasan penggunaan air tanah untuk kegiatan industri yang akan 

mcngakibatkan intrusi air laut bawah tanah bcrdasarkan pcraturan 
perundangan yang berlaku. 

• Air lirnbah dilarang dibuang ke laut secara langsung dan Instalasi 
pengolahan lirnbah mutlak ada. 

• Drainase harus memperhatikan pasang surut air laut, tidak bercampur 
dengan limbah industri, serta koefisien pengaliran air permukaan tidak 
lebih dari 25%. 

Huruf c 
Batasan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan, yaitu: 
• Pariwisata dengan atraksi utama alam laut dan pantai; 
• Bangunan penunjang pariwisata merupakan bangunan non permanen; 
• Termasuk pengembangan fasilitas ruang terbuka hijau; dan 
• Aktivitas pariwisata tidak merusak fungsi kawasan sempadan pantai. 

Huruff 
Batasan kegiatan perikanan yang diperbolehkan, yaitu: 
• Merupakan tanah hak milik orang/ perorangan atau Pemerintah yang 

sah; 
• Termasuk fasilitas ternpat pelelangan ikan; 
• Tidak merusak fungsi kawasan. 

Huruf g 
• Sesuai Pola Ruang dasarnya; 
• Apabiia adc.1. pengembangan har us mengikuti pengaturan intensitas 

bangunannya (KDB, KDH). 
Hurufh 

• Untuk fasilitas perdagangan jasa, KDB maksirnum 60 %, KOH 
minimum 20%, KLB maksirnum 2,0; 

• Drainase harus memperhatikan pasang surut air laut, tidak bercampur 
dengan limbah industri, serta koefisien pengaliran air permukaan tidak 
lebih dari 25%; 

• Tinggi lantai dasar bangunan di~rh.cu.ankan rncncapai 1,20 m Ji atas 
tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan 
memperhatikan keserasian lingkungan; 

• Pembangunan/ pengernbangan perumahan tidak berada di kawasan 
sempadan pantai (paling sedikit berjarak 100 m dari titik pasang 
tertinggi); dan 

• Permukiman warga yang sudah ada dan bertempat tinggal secara turun 
tcmurun scsuai dcngan kctcntuan yang bcrlaku. 



Sumber: Data dan Analisis (per Juli 2022) 
Ket 

No. Kawaaan 

I 
Luaa Luaa % Arahan 

bangunan aempadan bangunan KWT 
df p:intat {H:1) % 

aempadan 
oantai IBal 

1 Kawasan pergaraman Tunggulsari - 0 53,6530 0 10 
Tasikhario Kaliori 

2 Kawasan perikanan budidaya Tasikharjo- 4,43 33,6602 13,36 13,36 
Bogohario Kaliori 

3 Kawasan pergaraman Purworeio Kaliori 0 1,6950 0 10 
4 Kawasan peruntukan industri Bogoharjo 2,61 9,9165 26,32 26,32 

Kaliori 
5 Kawasan oermukiman Rembanz 23 40 61.7335 37,91 37,91 
6 Kawasan perikanan budidaya Rembang 0 4,375 0 10 
7 Kawasan pergaraman Tireman - Pasarbanggi 0 9,9840 0 10 - - --- _,... - - 
8 Kawasan pergaraman Tritunggal - Dasun 0,34 26,0985 1,3 10 
9 Kawasan perikanan budidaya Tritunggal - 0,28 74,6605 0,37 10 

Tasiksono 
10 Kawasan pennukiman Bonang Binangun 1,87 20,37 9,18 10 

(Lasem) 
11 Kawasan peruntukan industri Leran- 4,95 43,3035 11,43 11,43 

Pangkalan (Sluke) 
12 Kawasan oermukiman Panzkalan - Sluke 1,59 34,3636 4,63 lG 
13 Kawasan oeruntukan industri Jatisari (Sluke) 0 26 20,6002 1,26 10 
14 Kawasan permukiman Manggar-Blimbing 3,16 13,8231 22,86 22,86 

(Sluke) 
- 

15 Kawasan peruntukan industri Sendangmulyo 0 26,3193 0 10 
(Sluke) 

16 Kawasan oermukiman Sendanzmulvo (sluke) 144 4,8137 29,91 29,91 
17 Kawasan perikanan budidaya Labuhan Kidul 0,006 8,0574 0,074 10 

(Sluke) 
12 Kawasan permukiman perdesaan Sumbersari 1,37 13,9807 9,7 10 

Krag an 
1 ::\ Kawasan perrmrukan indusrri Surnurtawang- 1.::\8 1 fi. 1 oso 8.S2 10 

Kragan 
14 Kawasan permukiman Sumurtawang- 8,66 25,05 34,57 34,57 

Plawangan (Kragan) 
15 J(nwn<:nn peruntukan inrin<:tri Plawangan 0,47 7,11 6 61 10 
16 Kawasan permukiman perkotaan 15,94 61,15 26,07 26,07 

Balongm ulyo-Tegalm ulyo- Kragan- Kebloran- 
Taniunzan 

17 Kawasan peruntukan industri Kali pang 2,40 17,16 13,99 1q aa - - , 
Sarang 

18 Kawasan permukiman Kali pang s/d 14,34 38,83 36,93 36,93 
Temperak (Sarang) 

H) Kav ... rasan peruatukan industri Tcmperak I 
, ,... ., , ~ r:n o n<: ,n 

-'-J ..&.,"-'-' ..J.V1VJ ..,,vv .au 

• Untuk kepentingan urnurn; 
• Pembangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 
Huruf k 

Cukupjelas 
Huruf 1 

Cukupjelas 
Hurufm 

Cukupjelas 
Hurufn 

1. Cukup jelas 
2. Untuk bangunan pennanen yang berjarak kurang dari 100 meter. 
3. Batas KWT maksimurn dan neraca bangunan di sempadan pantai pada 

masing-rnasing Kawasan, sebagai berikut: 



Ayat (3) 
Huruf a 

Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan 
kawasan sempadan sungai dapat berupa penghijauan, tanggul sungai, 
bendung, dan konstruksi lainnya. 

Hurufb 
Terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, sebagai 
berikut: 
• Sarana dan prasarana sum ber daya air; 
• Fasilitas jembatan dan dermaga; 
• Jalur pipa gas dan air minum; 
• rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; 
• bangunan ketenagalistrikan; 
• penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan 

bangunan pengawasan ketinggian air sungai; 
• sarana prasarana lainnya yang menunjang fungsi pengelolaan sungai 

yang membutuhkan lokasi di tepi sungai sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 
Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu­ 
rambu pengamanan dibatasi jumlah dan lokasinya yang tidak mengganggu 
fungsi sempadan saluran sungai, serta sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Hurufd 
Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut: 
• KDB maksimum 10%; 
• KDH minimum 80%; 
• Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai. 

Huruf e 
Kegiatan pariwisata dan olahraga dibatasi untuk kegiatan tidak 
mengganggu kualitas air sungai dan tidak merusak fungsi sempadan 
sungai. 

Huruff 
Batasan untuk kegiatan pertanian di sernpadan sungai, sebagai berikut: 
• Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai; 
• Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak 

mengurangi kekuatan struktur tanah; dan 
• Tidak menggunakan bahan kimia yang mampu merusak unsur air. 

Huruf g 
Batasan untuk kegiatan perikanan di sempadan sungai, sebagai berikut: 
e Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah yang 

sah; 
• Bukan merupakan kategori bangunan; dan 
• Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai. 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukup jelas 

Hurufj 
Cukupjelas 

4. Cukup jelas 
B KWI' eksisting dan telah melampaui maksimal 

KWI' maksimai ka.wasan 



Ayat (4) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, sebagai 
berilrut: 
• Sarana dan prasarana sumber daya air, 
• fasilitas jalan akses, 
• jembatan dan dermaga, 
• jalur pipa gas dan air minum, 
• rcntangan kabel listrik dan tclekomunikasi, 
• prasarana dan sarana sanitasi, 
• bangunan ketenagalistrikan, 
• sarana prasarana lainnya yang menunjang fungsi pengelolaan waduk 

yang membutuhkan lokasi di tepi waduk sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf c 
Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut: 
• KDB maksimum 10%; 
• KDH minimum 80%; 
• Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai. 

Huruf d 
Syaratnya yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; serta aktivitas budaya dan keagamaan tidak mengganggu 
fungsi kawasan sempadan waduk. 

Huruf e 
Kegiatan pariwisata dan olahraga di kawasan sempadan waduk, dibatasi 
sebagai berikut: 
• Tidak berupa bangunan permanen; 
• Tidak mengganggu kualitas air waduk; dan 
• Aktivitas pariwisata tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk; 

Iluruf f 
Batasan untuk kegiatan pertanian di sempadan waduk, sebagai berikut: 
• Tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk; 
• Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak 

mengurangi kekuatan struktur tanah; dan 

Huruf k 
Cukupjelas 

Hurufl 
Cukupjelas 

Hurufm 
Cukupjelas 

Hurufn 
Garis sempadan sungai bertanggul dengan pertimbangan untuk 
peningkatan fungsi tanggul dapat diperlruat, diperlebar, dan ditinggikan 
yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai. Kecuali 
lahan yang berstatus Tanah Negara, bagi lahan masyarakat yang 
diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya 
ketentuan tersebut harus dibebaskan. 
Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan bahu 
jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan 
jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta 
bangunan air. Apabila ketentuan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka 
segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan 
bangunan air menjadi tanggung jawab pengelola jalan. 



Hurufl 
Cukupjelas 

Hurufm 
Cukupjelas 

Hurufn 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 

Yang dimaksud terbatas untuk sarana dan prasarana, sebagai berikut: 
• Merupakan bangunan pendukung pengelolaan mata air; 
• Jenis sarana dan prasarana yang tidak menimbulkan pencemaran, 

tidak menyebabkan penurunan debit mata air dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf c 
Pembatasan permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini 
ditetapkan, tidak dapat menambah iuasan bangunan. 

Huruf d 
Jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi 
dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa 
budidaya hutan, perkebunan, a tau jenis tanaman hortikultura tertentu. 

Huruf e 
Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut: 
• KDB maksimum 10%; 
• KDH minimum 80%; 
• Pemilihan vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan 

langsung dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam 
tanah; 

• Dapat berupa perkerasan yang masih memiliki kemampuan menahan 
limpasan air; dan 

• Tidak mengganggu keberlanjutan fungsi mata air. 
Huruff 

Kegiatan pariwisata di kawasan sempadan mata air, dibatasi sebagai 
berikut: 
• Tidak berupa bangunan permanen; 
• Untuk kegiatan wisata yang tidak menyebabkan kerusakan mata air 

dapat berupa wisata alam; 
• Mempertahankan penggunaan lahan aslinya; 
• Tidak mengubah struktur dan kemiringan lahan; 

• Tidak menggunakan bahan kimia yang mampu merusak unsur air. 
Huruf g 

Batasan untuk kegiatan perikanan di sempadan waduk, sebagai berikut: 
• Merupakan tanah hak milik orang/ perorangan a tau Pemerintah yang 

sah; 
• Bukan mcrupakan katcgori bangunan; dan 
• Tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk. 

Huruf h 
Syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di sempadan waduk tidak 
mengganggu fungsi waduk/ embung. 

Huruf i 
Cukupjelas 

Hurufj 
Cukupjelas 

Hurufk 
Cukupjelas 



Pasal 89 
Ayat (1) 

Kawasan pertambangan mineral sebagai kawasan dengan ketentuan 
khusus, merupakan potensi mineral bukan logam dan batuan berdasarkan 
Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 543/7216 tanggal 
13 Oktober 2020 perihal Data Usulan Kawasan Peruntukan Pertambangan 
Kabupaten Rembang. 
Dalam pemanfaatannya, peta kawasan pertambangan mineral harus 
dilakukan analisis tumpang susun (overlay) dengan peta rencana pola ruang 
untuk melihat ketentuan umum peraturan zonasinya. 
Perizinan dan operasional kegiatan pertambangan harus sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Huruf a 
Yang dimaksud bersyarat, sebagai berikut: 
• Menyesuaikan kondisi eksisting kegiatan yang telah ada terlebih dahulu 

dan masih berlangsung; 
• Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 
• Mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul. 

Hurufb 
Kegiatan industri yang diizinkan dalam kawasan peruntukan pertambangan 
mineral apabila adalah yang berkaitan dengan pertambangan dan/ atau 
sesuai dengan peruntukan pola ruangnya. 

Hurufc 
Cukupjelas 

Huruf d 
Pemanfaatan ruang setelah reklamasi sesuai dengan ketentuan umum 
peraturan zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Huruf e 
Angka 1 

Cukupjelas 
Angka 2 

Cukupjelas 
Angka 3 

• Zonasi Cekungan Air Tanah mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

• Terdapat kajian terhadap kegiatan pertambangan yang dimaksud, 
agar tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air tanah pada 
Cekungan Air Tanah. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 

Huruf g 
Cukupjelas 

Hurufh 
Cukupjelas 

Huruf i 
Cukupjelas 

• Vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung dan 
memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam tanah, 
Serna.kin pendek, kuat batang, rimbun, kecil daun, kuat-panjang­ 
banyak akar dan padat tanaman umumnya semakin baik. 

• Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak mengganggu fungsi 
kawasan. 



Pasal 92 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 91 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
• Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk 

memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama 
pembangunan. 

• Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen 
KKPR. 

• Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua, 
penilaian pada periode selama pembangunan dapat dilakukan hingga 
berakhirnya masa berlaku KKPR. 

Hurufb 
• Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan 

kepatuhan basil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam 
dokumen KKPR. 

• Dilakukan setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); 
dan/ atau 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal 90 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Angka4 
Pengaturan kegiatan pertambangan pada kawasan bentang alam karst 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Angka 5 
Cukupjelas 

Angka 6 
Cukupjelas 

Angka 7 
Cukupjelas 

Angka 8 
Cukupjelas 



Pasal 95 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Pendetailan dalam bentuk perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang 
memuat pengaturan secara teknis dan operasional terkait lokasi, jenis 
kegiatan, bentuk, besaran hingga mekanisme, serta waktu pemberian insentif 
dan disinsentif yang dilakukan dalam 1 (kali) atau secara terus menerus 
dalam jangka waktu tertentu, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan 
Bupati. 

Pasal 94 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Insentif fiskal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

Cukupjelas 
Ayat (9) 

Cukup jelas 
Ayat (10) 

Cukupjelas 

Pasal 93 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Insentif fiskal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

Cukupjelas 
Ayat (9) 

Cukup jelas 
Ayat {10) 

Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 



Pasal 96 
Ayat (1) 

Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: 
a. Hasil pengawasan penataan ruang dan tingkat simpangan implementasi 

rencana tata ruang meliputi: 
1. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran 

penataan ruang; 
2. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran 

penataan ruang; dan 
3. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan 

ruang. 
b. Kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan 
c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 

Ayat (2) 
• Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan 

perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan 
Ruang dalam RTR, meliputi: 

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang; dan/ atau 
Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 
Ketentuan yang tercantum dalam muatan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan, seperti lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan 
Ruang, koefisien dasar bangunan atau koefisien wilayah terbangun, 
koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan 
pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/ atau ketentuan batas 
sempadan 

• Perbuatan menghalangi akses dapat berupa penutupan akses secara 
sementara maupun permanen. 

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, 
antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/ a tau sumber daya 
alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang 
terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/ a tau jalur evakuasi 
bencana, dan/ atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. 
Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat 
dalam keadaan bencana menjadi terganggu. 

Ayat (3) 
Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk 
basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi 
suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata 
Ruang. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Cukupjelas 
Huruf c 

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara 
Pemanfaatan Ruang dan rencana tata ruang, baik yang terjadi setelah 
penetapan peraturan tentang rencana tata ruang maupun sebelum 
penetapan peraturan tentang rencana tata ruang. 

Huruf d 
Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui 
seluruh media, termasuk secara daring. 

Ayat (4) 
Cukupjelas 



Pasal 103 
Ayat (1) 

Inspektur pembangunan berwenang: 
a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang; 
b. meminta keterangan; 
c. membuat salinan dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan; 
d. memasuki tempat atau lokasi tertentu; 
e. memotret; 

Pasal 102 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukrm ielas ... ., 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 101 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Pasal 100 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Pasal 99 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

PaRal QR 
Cukup jelas 

Pasal 97 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
("',, 1,, 1T'\ ; .. 1<) o 
--......a..-.1:' J-•to.A.V 



Pasal 107 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Penataan lahan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan material 
ke luar bidang tanah, kegiatan induknya harus sudah mempunyai kesesuaian 
kegiatan pemanfaatan ruang dan/ atau izin terlebih dahulu. 

Ayat (4} 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cu.kup jelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Ayat (8) 
Cukupjelas 

Pasal i06 
Cukupjelas 

Pasal 105 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 

Pasal 104 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 

f. membuat rekaman audio visual; 
g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya; 
h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan 
i. melakukan tindakan lain yang diperlukan. 

Ayat (2) 
Cukun ielas ~ t" J .&.-to.A'-" 

Ayat (3) 
Cukupjelas 



TP..MBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 
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Pasal 111 
Cukupjelas 

Pasal 110 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 109 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 108 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
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NO. NAMA RUAS JALAN PARJARG RUAS 
(Km) 

1 KALIORI - WIROTO 6,822 
2 MAGUAN - BATAS KAB,PATI 1,009 
3 TAMBAKAGUNG-DRESIKULON 2,424 
4 MOJOREMBUN-SAMBIAN 2,097 
5 DRESI KULON - KARANGSEKAR 2,988 
6 PURWOREJO - KARANGSEKAR 1,822 
7 KARANGSEKAR - BANGGI 3,222 
8 BANYUDONO-PENGKOL 5,971 
9 WIROTO - NGANGUK 7,630 
10 SENDANGAGUNG-GRAWAN 5,575 
11 GUNUNGSARI-KUANGSAN 1,293 
12 SENDANGAGUNG - PEND EM (W ARU) 2,499 
13 SEKARARUM - SEREN 9,065 
14 KEDUNGASEM - TLOGOTUNGGAL 5,353 
15 KEDUNGASEM - MEGULUNG 1,818 
16 SEKARARUM - JATIHADI (BATAS KAB. PATI) 1,015 
17 SUMBER - JATIHADI 0,977 
18 JADI - SUMBER 2,554 
19 SUMBER- POLBAYEM 1,391 
20 KEDUNGASEM - SEKARSARI 1,000 
21 POLBAYEM - KEDUNGTULUB (PADAS) 1,220 
22 GRAWAN - POLBAYEM 5,256 

23 KRIKILAN - RONGGOMULYO (BATAS KAB. 4,700 BLORA) 
24 PONDOKREJO - SENDANGMULYO 2,046 
25 SENDANGMULYO - MLATIREJO 2,827 
26 WARUGUNUNG - SENDANGMULYO 3,561 
27 CABEAN- KARANGASEM 4,023 
28 BAWANG - KARANGASEM 2,196 
29 NYIKARAN - PASEDAN 4,125 
30 PASEDAN - MANTINGAN 3,622 
31 LAMBANGAN WETAN - KARANGASEM 2,606 
32 SUDO - PONDOKREJO 6,880 
33 SEREN- SUDO 3,667 
34 KALIOMBO - SUDO 6,219 
35 LANDOH - SEREN 4,520 
36 LANDOH - KEREP - KEPOHAGUNG 7,748 

RUAS JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN REMBA.NG 

LAMPIRANV 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
REM BANG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN REMBANG TAHUN 
2023-2043 



RAMA RUAS JALAN 
PAl'fJAl'fG RUAS 

NO. (Km) 
37 LANDOH - KUNIR 4,190 
38 JATIMUDO - SEGOROMULYO 5,607 
39 KARANGHARJO - KOROWELANG 2,260 
40 RUKEM - KOROWELANG 2,768 
41 KEREP - KETANGI 2,424 
42 SEKERAS - PRAGU 1,532 
43 JL. SLAMET RIYAD I 2,405 
44 BESI-KEBONAGUNG 2,639 
45 BESI - PRANTI 3,324 
46 NGANGUK - NGADEM 2,310 
47 BAGEL-KEDUNGREJO 2,429 
48 BAGEL- BESI 1,586 
49 SUMBERJO - PULO 1,980 
50 JL. KS. TUBUN 0,660 
51 JL. SUMBERJO 0,938 
52 JL. SIDODADI 0,226 
53 JL. M. YAMIN 0,393 
54 JL. YOS SUDARSO 0,890 
55 JL. ACHMAD Y ANI 0,822 
56 JL. UNDAAN 0,470 
57 JL.PALEN 0,328 
58 JL. KULIT 0,321 
59 JL. ERLANGGA 0,435 
60 JL. M.H. TAMRIN 0,615 
61 JL. DAMPOAWANG 0,261 
62 JL. R. SALEH 0,250 
63 JL. DR. WAHIDIN 1,058 
64 JL. LUMBA-LUMBA 1,367 
65 JL. DORANG 0,277 
66 JL.NELAYAN 0,350 
67 JL. DR. SUTOMO 0,710 
68 JL. VETERAN 0,529 
69 JL. SETIABUDI 0,262 
70 JL. WR. SUPRATMAN 0,389 
71 JL. K.H. BISRI MUSTOFA 1,069 
72 JL. MOJOPAHIT 1,109 
73 JL. ASNAWI 0,243 
74 JL. K.H. A. CHAFID 0,247 
75 JL.KH.MANSYUR 0,270 
76 JL. P. SEDOLAUT 0,217 
77 JL. GATOT SUBROTO 0,407 
78 JL. HOS COKROAMINOTO 1,093 
79 JL.NOTOPROJO 0,500 
80 JL. PAHLAWAN 1,198 
81 JL. ADIPATI HONGGOJOYO 0,750 
82 JL. SUKOHARJO 0,276 



NO. NAMA RUAS JAi.AN 
PAlfJAlfO RUAS 

(Km) 
83 JL.PESANTREN 0,256 
84 JL. BOROTUGEL 0,294 
85 JL. KABONGAN KIDUL 0,212 
86 JL. PIERE TENDEAN 0,565 
87 KEDUNGREJO - PASARBANGGI 7,002 
88 SRIDADI - PADARAN 1,871 
89 TIREMAN - GEDANGAN 2,914 
90 KASREMAN - PUNJULHARJO 3,823 
91 KETANGI-SENDANGAGUNG 6,411 
92 BANYUURIP- JAPER&JO 9,072 
93 BANYUURIP - PAMOTAN 11,900 
94 KEPOHAGUNG - TEMPALING 3,208 
95 TEMPALING - SAMARAN 2,545 
96 TEMPALING - SIDOREJO • - 
97 PAMOTAN - TREMBES - SUNTRl 11,229 
98 BANGUNREJO - UKlR 4,608 
99 GAMBIRAN - UKIR 2,864 
100 TULUNG - SUMBEREJO 3,300 
101 JAPER&JO - JOLOTUNDO 4,647 
102 BANGUNREJO - CANDIMULYO - NGULAHAN 4,619 
103 PAMOTAN - SIDOR&JO (NJUMPUT) 1,246 
104 KADIWONO - PASUCEN 5,691 
105 PASUCEN - KAJAR 3,163 
106 PASUCEN - TEGALDOWO - SUNTRl 5,028 
107 GUNEM - TREMBES 3,296 
108 MOJOSARI - UKlR 5,000 
109 SUMBERMULYO - SUNTRl 8,350 
110 WONOKERTO - MRAYUN 2,299 
111 MRAYUN-TAHUNAN 4,828 
112 SALE - MRA YUN 2,745 
113 MRAYUN - NGAJARAN - TAHUNAN 4,797 
114 SALE - BANCANG 2,299 
115 WONOKERTO - GADING 5,371 
116 TAHUNAN - BATAS KAB. BLORA 4,172 
117 SALE-TEGALGENENG 0,840 
118 BANCANG - BATAS KAB. BLORA 3,263 
119 BABAGAN - JERUK 5,607 
120 JL. DOROKANDANG 1,205 
121 JL. JOLOTUNDO 0,876 
122 JL. KARANGTURI 0,777 
123 JL. GAMBIRAN 0,471 
124 JOLOTUNDO - W ARUGUNUNG - CRIWIK 5,128 
125 JL. SUMBERGIRANG 1,172 
126 LASEM - KAJAR 3,814 
127 JL. NGEMPLAK 1,097 
128 SELOPURO-SENDANGCOYO 4,695 



NO. RAMA RUAS JAi.AN 
PA:NJA:NG RUAS 

(Km) 
129 JL. SODITAN 0,210 
130 SODITAN - BABAGAN 0,872 
131 LASEM - DASUN 1,584 
132 JL. SAWAHAN 0,768 
133 JL. GEDONGMULYO 1,614 
134 JL. PASAR - GEDONGMULYO 0,542 
135 JL. CARUBAN 0,825 
136 DASUN - SODITAN 1,164 
137 NGEMPLAK-WARUGUNUNG 0,980 
138 SENDANGASRI - GOW AK 3,524 
139 KAJAR- GOWAK 0,768 
140 JL. STASIUN 0,146 
142 PUNGGURHARJO-WUWUR-JOHOGUNUNG 4,620 
143 PANCUR -WUWUR 2,996 
144 SUMBERAGUNG-KUMBO 5,887 
145 SIDOWAYAH - NGROTO 2,495 
146 PANCUR - PANDAN 3,147 
147 TUYUHAN - JOLOTUNDO 2,474 
148 SLUKE - RAKITAN 4,514 
149 LABUHAN - PILANG 2,982 
150 KUMBO - NGROTO 1,783 
151 SAMBONG - DADAPAN 1,996 
152 BOGOREJO - DADAPAN 2,374 
153 PACING - NGULAHAN 2,050 
154 GANDRIREJO - KUMBO 5,107 
155 SAMBIROTO - GALANTER 2,144 
156 KRAGAN - SEDAN 9,531 
157 GANDRIROJO - KEDUNGRINGIN 2,907 
158 KENONGO - MENORO 3,589 
159 SENDANGMULYO - DADAPAN 5,278 
160 KARAS - LODAN KULON 4,215 
161 KARANGASEM - GILIS 3,930 
162 SUMURTAWANG - WORO - SUMBERGAYAM 6,452 
163 PANDANGAN WETAN - TERJAN 3,913 
164 SUMURPULE - NARUKAN 1,360 
165 NARUKAN - SENDANG 2,964 
166 KENDALAGUNG - GUNUNGMULYO 3,160 
167 SENDANGWARU - KENDALAGUNG 5,647 
168 KALIPANG - LODAN WETAN 9,934 
169 KALIPANG - DADAPMULYO - NGLOJO 6,150 
170 DADAPMULYO - BABAKTULUNG - BATURNO 2,933 
171 BONJOR - SAMPUNG 2,507 
172 SAMPUNG-TAWANGREJO 2,700 
173 BATURNO - TEMPERAK 5,741 
174 KESAMBI-TPIKARANGMANGU 0,416 
175 UKIR - PAKIS 2,474 



NO. NAMA RUAS JALAN 
PANJANG RUAS 

(Km) 

176 MONDOTEKO - SEREN 3,553 

177 TENGGER - WONOKERTO 3,395 

178 SEGOROMULYO - SENDANGAGUNG 1,851 

179 SENDANGAGUNG - KARASGEDE 2,532 

 

BUPATI REMBANG 
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NO. NAMA RUAS JALAN 
PANJAIIG 

RUAS (Km) 
1 POROSTAMBAKAGUNG-TUNGGULSARI 1,332 
2 POROS METESEH - SEKARSARI 2,055 
3 POROSJATIADI-SEKARSARI 0,818 

POROS SAMBIYAN - SIDOMULYO - KEDUNG 4,059 4 ASEM 
5 PO ROS BOGOREJO - JADI 2,054 
6 POROS KRIKILAN - LOGEDE 3,105 
7 POROS PELEMSARI 2,042 
8 POROS RANDUAGUNG - SUKOREJO 2,474 
9 POROS SUKOREJO 2,748 

POROS KUANGSAN - BANGGI - 2,366 10 TLOGOTUNGGAL 
11 POROS KEDUNGREJO - PEDAK 0,746 
12 POROS PANDAK - SEKERAS 0,309 
13 POROS SRIDADI - KEREP 2,610 
14 POROS TAWANGSARI-SIDOWAYAH 0,460 
15 POROS TAWANGSARI-SIDOWAYAH 1,182 
16 POROS GEGUNUNG KULON - TANJUNGSARI 1,558 
17 POROS RSU-TIREMAN 1,255 
18 POROSGEDANGAN-KUMENDUNG 1,635 
19 POROS GEDANGAN - SRIDADI 1,557 
20 POROS KUMENDUNG - SRIDADI 0,886 
21 POROS PADARAN - KASREMAN 1,608 
22 POROSPASARBANGGI-PUNJULHARJO 4,182 
23 POROS DOROKANDANG-BABAGAN 0,704 
24 POROS SUMBERMULYO - CABEAN KIDUL 1,209 
25 POROS JERUK - KARASKEPOH 1,543 
26 POROS DESA KARASKEPOH 0,772 
27 POROS DESA PANCUR 0,789 
28 POROS PANDAN - GEMBLENG MULYO 1,291 
29 POROS PANCUR - LANGKIR 0,955 
30 POROS LANGKIR - GEMBLENGMULYO 0,265 

POROS GEMBLENGMULYO- 0,920 31 PUNGGURHARJO 
32 POROS DESA POHLANDAK 0,671 
33 PO ROS PAN CUR - W ARUGUNUNG 0,681 
34 POROS NGEMPLAK - SELOPURO 1,521 
35 POROS DESA SELOPURO 0,719 
36 POROS SELOPURO - SENDANGASRI 1,516 
37 POROSDESASENDANGASRI 0,134 
38 POROSSELOPURO-SENDANGCOYO 3,575 

POROS KAJAR - DK. NGEBLEK - 2,479 39 NGARGOMULYO 
40 POROS DESA SENDANG COYO 1, 131 
41 POROS WARUGUNUNG - CRIWIK 4,340 
42 POROS NGULANGAN - BANYUURIP 2,458 

RUAS JALAN LOKAL SEKUNDER DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG 



NO. IIAMA RUAS JAi.Aii 
PAIIJAIIG 

RUAS (Km) 
43 POROS DESA WUWUR 1,665 
44 POROS DESA KALITENGAH 0,732 
45 POROS DK. PELEM (SENDANGASRI) 1,048 
46 POROS DESA GOWAK 2,329 
47 POROS BONANG - SRIOMBO 2,430 
48 POROS DESA BINANGUN 1,075 
49 POROS DESA LERAN 0,828 
50 POROSLERAN-JURANGJERO 1,673 
51 POROS DESA TRAHAN - JURANGJERO 1,487 
52 POROS DESA PANGKALAN 0,778 
53 POROS DESA SLUKE 0,797 
54 POROS RONGGOMULYO - LOGEDE 3,204 
55 POROS RAKITAN - BENDO 2,497 
56 POROS MAGERSARI - BANYUDONO 1,867 
57 POROS BLIMBING - BENDO 3,482 
58 POROS SENDANGMULYO - LABUHAN KIDUL 1,348 
59 PO ROS BENDO - SENDANG MUL YO 2,646 
60 POROS DESA LABUHAN KIDUL 0,426 
61 POROS DESA GUNUNGSARI - BOGOHARJO 2,840 

POROS SENDANG - WATUPECAH - 3,985 62 TANJUNGSARI 
63 PO ROS DADAPAN - SIW ALAN SUKUN 1,705 
64 POROS TANJUNGSARI - SENDANG 1,740 
65 POROS TERJAN - SENDANGMULYO 1,801 
66 PO ROS DESA KUMBO - SIW ALAN SUKUN 2,855 
67 POROS DESA KUMBO - LEMAH PUTIH 0,746 
68 POROS BALONGMULYO - KARANGANYAR 5,004 
69 POROSDESANARUKAN-KENDALAGUNG 3,390 
70 POROS SENDANG WARU 1,246 
71 POROS DESA GANDRI 0,422 
72 POROS DESA KENONGO - GANDRI 1,481 
73 POROS DESA KEDUNGRINGIN - JAMBEAN 2,288 
74 POROS KEDUNG RINGIN - MENORO 1,256 
75 POROS DESA MENORO 0,622 
76 POROS DESA SUKOREJO - GUNUNGSARI 1,837 
77 POROS DESA SIDOMULYO 2,342 

POROS DK. KOPLOK, CANDIMULYO - 1,453 78 SIDOMULYO 
79 POROS JAPEREJO - TEMPALING 2,990 
80 PO ROS DESA KARAS - SIDOMUL YO 3,118 
81 POROS DESA KARAS - MOJOSARI 0,735 
82 POROS DESA WARU - MOJOSARI 2,493 
83 POROS KEDUNGDOWO - GESIKAN 2,258 
84 POROS DURU - LODAN KULON 1,249 
85 POROS LODAN KULON - BANGU 2,647 
86 POROS ROPOK (LODAN KULON) 1,075 
87 POROS LODAN KULON - LODAN WETAN 2,371 



NAMA RUAS JAi.Aif 
PAlfJAlfG 

NO. RUAS (Km) 
88 POROS DESA LODAN WETAN 1,391 
89 POROS LENGKONG - LODAN WETAN 1,681 
90 POROS DESA BONJOR 1,173 
91 POROS NGOTET - KABONGAN KIDUL 2,669 
92 POROS DEMAAN - BANYUURIP 1,021 
93 POROS JAMBANGAN - PELANG 1,679 
94 POROS DESA PELANG - GILIS 0,773 
95 POROS GUNUNGMULYO - DADAPMULYO 1,215 
96 POROS GONGGANG-SUMBERMULYO 0,868 
97 POROS DESA GONGGANG - DADAPMULYO 1,400 
98 POROS DESA SUMBERMULYO 0,948 
99 POROS PANCUR - TUYUHAN 1,150 
100 POROS TANJUNGAN - KALIPANG 1,132 
101 POROS PAMOTAN - DUKUH SRIDADI 0,686 
102 POROS KEMADU - LAMBANGAN WETAN 1,853 
103 POROS BATURNO - BABAKTULUNG 0,499 
104 POROS KEBLORAN - SUMBERMULYO 2,288 
105 POROS SENDANGMULYO - BANOWAN 0,810 
106 POROS DESA BAJINGJOWO 1,700 
107 POROS DK. NGEDENG, KARAS 0,620 
108 PO ROS DESA DOW AN - PAKIS 2,571 
109 POROS DESA BITINGAN 2,238 
110 POROSDOWAN 0,539 
111 POROS WONOKERTO - TUDER 0,740 
112 POROS DESA WONOKERTO 0,652 
113 POROS DESA SALE 0,147 
114 POROSKULUTAN-TREMBES 2,944 
115 POROS DESA JOHO - JINANTEN 1,830 
116 PO ROS DESA JINANTEN - MRA YUN 1,323 
117 POROS DESA RINGIN - TEMPALING 2,431 
118 POROS KENDALAGUNG - KRAGAN 1,296 
119 POROS TLOGOMOJO - SRIDADI 1,323 
120 POROS DESA NGAJARAN 1,071 
121 POROS DESA NGAJARAN - BANCANG 2,666 
122 POROS DESA BANCANG - MRAYUN 1,135 
123 POROS DESA GADING 0,531 
124 POROS DESA TAHUNAN - SEMEN 0,554 
125 POROS DESA TAHUNAN 4,823 
126 POROS DESA TAHUNAN - GADING 1,274 
127 POROS DESA SLUKE - PANGKALAN 1,118 
128 POROS DESA JINANTEN 0,352 
129 POROS TEGALDOWO - DOWAN 1,773 
130 POROS DESATELGAWAH-SIDOMULYO 1,594 

POROS DESA SENDANGMULYO - 1,896 131 SIDOMULYO 
132 POROS DESA DEMAAN - PANOHAN 1,361 



NO. NAMA RUAS JALAN 
PANJANG 

RUAS (Km) 

133 POROS DESA MEGAL – DEMAAN 3,114 

134 POROS DESA SIDOMULYO – NGEMPLAK 1,934 

135 POROS KULUTAN – SIDOMULYO 1,127 

136 POROS JOHO – NGEMPLAKREJO 0,789 

137 POROS TEMPALING – NGEMPLAKREJO 0,752 

138 POROS DESA MLAGEN – JOHO 3,399 

139 POROS DESA KUNIR 0,967 

140 POROS DESA BANYUURIP 0,619 

141 
POROS DESA NGULAAN – LAMBANGAN 

WETAN 
2,992 

142 POROS DESA RANDUAGUNG 1,435 

143 POROS DESA MENORO – MOJOKERTO 1,422 

144 POROS DESA WETON – TURUS GEDE 0,776 

145 POROS SENDANGAGUNG – DOROPAYUNG 1,920 

146 POROS SUMBERAGUNG –GEMBLENGMULYO 2,911 

147 POROS KOROWELANG - MLAWAT 2,776 
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Lokasi Luas Areal 
No Nama D.I. Desa Kecamatan Oncoran 

(Ha) 
1 Bd. Kedung Saoen Jatihacli Su.mber 50 
2 D.I. Bd. Jatihacli Jatihacli Su.mber 39 
3 0.1. Bd. Gavam Lozede Su.mber 45 
4 0.1. Bd. Tlogotunggal Tlozotunzzal Su.mber 500 
5 D.I. Bd. Maiasem Kedunzasem Su.mber 35 
6 D.I. Emb. Kedungwatu Kedunzasem Sumber 45 
7 D.I. Emb. Sering Randuagung Su.mber 50 
8 0.1. Emb. Mezulunz Mee:ulung Sumber 50 
9 D.I. Emb. Pelemsari Pel em sari Su.mber 25 
10 0.1. Emb. Su.mber Sumber Sumber 30 
11 0.1. Emb. Ronzaomulvo Ronzzomulvo Sumber 60 
12 D.I. Emb. Sekarsari Sekarsari Sumber 30 
13 O.I. Emb. Nzrandu Tlogotunggal Sumber 25 
14 0.1. Emb. Jacli Jacli Su.mber 10 
15 D.I. Bd. Mojorembun Moiorembun Su.mber 45 
16 D.I. Emb. Padas Jatihacli Su.mber 35 
17 D.I Bd. Maguan Maguan Sumber 49 
18 D.I.Cd.Jatihacli Jatihacli Sumber 40 
19 D.I Emb. Keso Tloaotunzzal Sumber 20 
20 D.I Emb. Lozunz Logung Sumber 20 
21 D.I Emb. Krikilan Krikilan Sumber 15 
22 D.I. Bd. Babadan Babadan Kaliori 589 
23 D.I. Bd. Penzkol Penzkol Kaliori 267 
24 DJ. Bd. Pentil Gununzsari Kaliori 775 
25 D.I. Bd. Sembivan Sembivan Kaliori 30 
26 0.1. Bd. Muiur Moiowarno Kaliori 40 
27 D.I. Bd. Sumurasin Dresikulon Kaliori 45 
28 O.l. Emb. Kalinanz Sidomulvo Kaliori 10 
29 O.l. Emb. Sidomulvo Sidomulvo Kaliori 10 
30 D.I. Emb. Meteseh Meteseh Kaliori 50 
31 D.I. Emb. Wiroto Wiroto Kaliori 141 
32 0.1. Emb. Cendono Wiroto Kaliori 30 
33 D.I. Emb. 'Tambakazunz Tambakazunz Kaliori 83 
34 D.I. Emb. Guntinz Tambakazunz Kaliori 55 
35 D.I. Emb. Penzkol Penzkol Kaliori 50 
36 D.I. Emb. Kliteh Bogohario Kaliori 50 
37 D.I. Emb. Ginzsir Sidomulvo Kaliori 40 
38 D.I. Emb. Sambivan Sambivan Kaliori 45 

DAERAB IRIGASI KABUPATEN REMBANG 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
REMBANG 
NOMOR ~ TAHUN 2023 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN REMBANG TAHUN 
2023-2043 



Lokasi Luaa Areal 
No Nama D.I. Deaa Kecamatan 

On co ran 
(Ba) 

39 D.l. Emb. Babadan Babadan Kaliori 30 
40 D.I. Emb. Bozohario Bozohario Kaliori 20 
41 D.I. Emb. Dresi.kulon Dresikulon Kaliori 25 
42 D.I. Emb. Sidomulvo 2 Sidomulvo Kaliori 15 
43 D.I. Emb. Meteseh 2 Meteseh Kaliori 12 
44 D.I Tambak Azunz 2 Tambakazunz Kaliori 23 
45 D.l. Sb. Dongbulu Pa sedan Bulu 52 
46 D.I. Sb. Kajar Pasedan Bulu 45 
47 D.I. Sb. Gondang Pasedan Bulu 30 
48 D.I. Sb. Kebon Mantinzan Bulu 15 
49 D.I. Sb. Dawe Mantinzan Bulu 10 
50 D.I. Bd. Kedunzsemar Sendanzmulvo Bulu 101 
51 D.I. Bd. Ngori Jukung Bulu 64 
52 D.I. Bd. Bulu Pasedan Bulu 44 
53 D.I. Bd. Pakelberuk Pa sedan Bulu 35 
54 D.I. Bd. Jatiirrowong Pasedan Bulu 50 
55 D .I. Bd. Jurangan Pasedan Bulu 25 
56 D.I.Bd.Simoturun Karanzasem Bulu 252 
57 D.I. Sb. Taban Bulu Bulu 15 
58 D.I. Sb. Mudal Bulu Bulu 20 
59 D.I. Sb. Dukoh Mantingan Bulu 3 
60 D.I. Sb. Jambon Kadiwono Bulu 23 
61 D.I. Sb. Condro Pinzzan Bulu 20 
62 D.I. Sb. Tapaan Karangasem Bulu 14 
63 D.I. Sb. A~(! /Kebon Karanzasem Bulu 12 
64 D.I. Bd. Jambevan Bulu Bulu 10 
65 D .I. Bd. .Jukuna Jukung Bulu 7 
66 D.I. Bd. Kedunzkuran Jukung Bulu 7 
67 D.I. Bd. Sezodek Jukung Bulu 10 
68 D.I. Bd. Goa Kadiwono Bulu 25 
69 D.I. Bd. Dirian Ngulakan Bulu 7 
70 D.l. Bd. Kedunzdoro Pasedan Bulu 15 
71 D.I. Bd. Selavar Pa sedan Bulu 35 
72 D.I. Bd. Sepengkok Pasedan Bulu 15 
73 D.I. Bd. Unzkal Pa sedan Bulu 35 
74 D.I. Emb. Pucunz Sendangmulvo Bulu 50 
75 D.I. Emb. Punzzul Pinzzan Bulu 35 
76 D.I. Emb. Waruzunung W aruzununz Bulu 52 
77 D.I. Emb. Pinzzan Pinzzan Bulu 30 
78 0.1. Emb. Bulu Bulu Bulu 44 
79 D.I. Bd. Nzamno Sridadi Rem banz 310 
80 D.I. Emb. Kasreman Kasreman Rem bane: 355 

D.l. Emb. Padaran/ 
81 Tlozomoio Padaran Rem bane: 60 
82 D.I. Emb. Kumendung Kumendunz Rem bane: 102 
83 D.I. Emb. Rondo Turusgede Rem bang 32 
84 D.I. Emb. Tireman Tire man Rem bang 40 
85 DJ. Emb. Brogo Kasreman Rem bang 25 
86 D.I. Emb. Swaduk Kasreman Rembanz 100 



Lokasi Luaa Areal 
No Nama D.I. Desa Ke cam.a tan On co ran 

(Ba) 
87 D.I. Emb. Selavur Padaran Rem bang 57 
88 D.I. Emb. Ngotet Nzotet Rem bang 38 
89 D.I. Emb. Nzadem Ngadem Rem bang 35 
90 D.I. Emb. Seren Ser en Rem bang 27 
91 D.I. Emb. Kalicempuk Puniulhario Rem bang 28 
92 D.I. Emb. Sridadi Sridadi Rem bang 455 
93 D.I. Emb. Besi Kedunzreio Rem bang 8 
94 D.I. Emb. Mondoteko Mondoteko Rem bang 31 
95 D.l. Emb. Pasarbanzzi Pasarbanzzi Rem bang 50 
96 Emb. Tlozomoio 1 Nggarang Rem bang 35 
97 D.I. Bd. Pomahan Pomahan Sulang 64 
98 D.l. Emb. Keren Kerep Sulang 35 
99 D.I. Emb. Jatimudo Jatimudo Sulang 25 
100 D.I. Emb. Kaliombo Kaliombo Sulang 4 
101 D.I. Emb. Landoh Land oh Sulang 25 
102 D.I. Emb. Kemadu Kemadu Sulang 50 
103 D.I. Emb. Pranti Pranti Sulanz 15 
104 D.I. Emb. Pedak Pedak Sulang 13 
105 D.I. Emb. Rukem Rukem Sulang 12 
106 D .I. Bd. Sidowavah Sidowayah Pan cur 465 
107 D. I. Bd. Pasar Kalitengah Pan cur 31 
108 D.I. Bd. Ngulangan Nzulanzan Pan cur 80 
109 D.I. Bd. Ngaglik Punzzurhario Pan cur 40 
110 D.I. Bd. Tumbun Gemblengrnulvo Pan cur 42 
111 D.I. Bd. Bogoran Pandan Pan cur 196 
112 D.I. Bd. Warugunung W aruzununz Pan cur 54 
113 D .I. Bd. Talanz Waruzunung Pan cur 69 
114 D.I. Bd. Pakis Warugunung Pan cur 13 
115 D.l. Sb. Belikkembar Sidowayah Pan cur 12 
116 D.I. Sb. Nzroto Nero to Pan cur 33 
117 D.I. Sb. Kedungruah Waruzununz Pan cur 25 
118 D.l. Sb. Sumberazunz Surnberagung Pan cur 36 
119 D.I. Sb. Soco Kalitengah Pan cur 6 
120 D.I. Bd. Druiu Johogunung Pan cur 35 
121 D.I. Bd. Kalenpadas 1 Johogunung Pan cur 10 
122 D.I. Bd. Serundan Johogunung Pan cur 25 
123 D.I. Bd.Ledok Trenzzulunan Pan cur 25 
124 D.I. Bd. Kedunzlaban Trenzzulunan Pan cur 30 
125 D.I. Bd. Kedunglinting Kalitengah Pan cur 8 
126 D.I. Bd. Kedunzkamal Kalitengah Pan cur 15 
127 D.I. Bd. Brozo Pan cur Pan cur 25 
128 D.I. Bd. Banvuurip Banvuurip Pan cur 13 
129 D.I. Bd. Wuwur Wuwur Pan cur 28 
130 D.I. Bd. Grenjeng Trenzzulunan Pan cur 15 
131 D.I. Sb. Kajar Kajar Las em 15 
132 D.I. Bd. Gavam Ngemplak Lasem 113 
133 D .I. Bd. Pativan Sendangasri Las em 66 
134 D.I. Bd. Bebeg Sendanzasri Lasem 126 
135 D.I. Bd. .Janzzan Sendangasri Las em 135 

- 



Lokasl Luaa Areal 
No Nama D.I. Desa Kecamatan Oncoran 

(Ha) 
136 D.I. Bd. Gepuro Selopuro Lasem 50 
137 D.I. Bd. Keben Sriombo Las em 9 
138 D.I. Bd. Bedol Bin an gun Las em 62 
139 D .I. Bd. Seweru Ngemplak Las em 45 
140 D.I. Bd. Sambonz Binangun Las em 40 
141 D .I. Bd. Sendanzcovo Sendangcovo Las em 10 
142 D.I. Bd. Tulis Selopuro Las em 20 
143 D.I. Emb. Binangun Binangun Las em 18 
144 D.I. Sb. Brubul Pamotan Pamotan 8 
145 D.I. Bd. Mudal Pamotan Pamotan 197 
146 D.I. Bd. Ngulakan Rinzin Pamotan 132 
147 D.I. Bd. Tulung Rinzin Pamotan 71 
148 D.I. Bd. Gembul Surnberio Pamotan 93 
149 D.I. Bd. Samaran Samaran Pamotan 43 
150 D.I. Embung Sumbreng Samaran Pamotan 60 
151 D.I. Emb. Pragen Prag en Pamotan 18 
152 D.I. Sb. Nzlonzko Bangunrei o Pamotan 16 
153 D.I. Bd. Nglentung Gambiran Pamotan 35 
154 D.I. Bd. Ketanzi Ketanzi Pamotan 30 
155 D .I. Cd. Pule Sumbanzreio Pamotan 30 
156 D.I. Sb. Nzlodro Suntri Gun em 19 
157 D.I. Sb. Dowan Do wan Gun em 20 
158 D.I. Sb. Kajar Do wan Gun em 10 
159 D .I. Bd. Panohan. Pan.ohan Gun em 381.45 
160 D .I. Bd. Taban Telgawah Gun em 60 
161 D.I. Bd. Dukuh Trembes Gun em 10 
162 D .I. Emb. Precet Trembes Gun em 124 
163 D.I. Emb. Suruhan Trembes Gun em 15 
164 D.I. Emb. Pasucen Pasucen Gun em 20 
165 D.I. Sb. Taban Sidomulyo Gun em 13 
166 D.I. Sb. Soco Sendangmulyo Gun em 22 
167 D.I. Bd. Kesambi 1 Trembes Gun em 80 
168 D.I. Bd. Kesambi 2 Gun em Gun em 75 
169 D .I. Bd. Goak Gun em Gun em 90 
170 D.I. Bd. Kemedu Trembes Gun em 50 
171 D.I. Emb. Gunem Gun em Gun em 14 
172 D.I. Emb. Kuti Gun em Gun em 30 
173 D.I. Emb. Dukoh Trembes Gun em 45 
174 D.I. Emb. Teaaldowo Tegaldowo Gun em 54 
175 D.I. Emb. Telaawah Telgawah Gun em 26 

D.I. Emb. 
176 Sambongpayak Sambongpavak Gun em 15 
177 D.I. Sb. Brubulan Tahunan Sale 178 
178 D.I. Bd. Semen Ga ding Sale 564 
179 D. I. Bd. Kemlokokerep Tenzzer Sale 45 
180 D.I. Bd. Beran Tenzzer Sale 17 
181 D.I. Bd. Baraan Sendangmulvo Sale 56 
182 D.I. Bd. Pengaron Sendangmulyo Sale 20 
183 D.I. Bd. Penewen Wonokerto Sale 51 



Lokasi Luaa Areal 
No Nama D.I. Deaa Kecamatan 

Oncoran 
iBa) 

184 D.I. Bd. Teronzan Wonokerto Sale 68 
185 D.I. Bd. Genuk Nzaiaran Sale 35 
186 D.I. Bd. Bancanz Nzaiaran Sale 100 
187 D.I. Bd. Penzilon Rendene: Sale 76 
188 D.I. Bd. Blumbanz Ukir Sale 43 
189 D.I. Bd. Tam.bakbovo Sale Sale 35 
190 D.I. Bd. Gempol Jinan ten Sale 38 
191 D.I. Sb. Pacing Pacing Sedan 10 
192 D.I. Bd. Sulo Kenongo Sedan 253 
193 D.I. Bd. Sam.biroto Sam.biroto Sedan 85 
194 D.I. Bd. Buloh Karas Sedan 65 
195 D.I. Bd. Grasak Sam bone: Sedan 45 
196 D.I. Bd. Ngepreh Sam bong Sedan 27 
197 D.I. Bd. Boio Sidornulvo Sedan 102 
198 D.I. Bd.Jenzzrenz Sidoreio Sedan 43 
199 D.I. Bd. Kopen Sam bone: Sedan 129 
200 D.I. Bd. Sambong Sam bong Sedan 40 
201 D.I. Bd. Pacing Pacing Sedan 52 
202 D .I. Bd. Pengapus Karas Sedan 12 
203 D.I. Bd. Nzelo Karas Sedan 15 
204 D.I. Bd. Ploso Menoro Sedan 50 
205 D.I. Bd. Kedunzrinzin Kedunzrinzin Sedan 30 
206 D.I. Bd. Dadapan Dada pan Sedan 75 
207 D.I. Bd. Gandri Bozoreio Sedan 68 
208 D.I. Sb. Kedunzlinzi Lemahnutih Sedan 30 
209 D .I. Bd. Planzkiran Karas Sedan 20 
210 D.I. Bd. Unzkal Karas Sedan 35 
211 D.I. Bd. Ngedeng Karas Sedan 60 
212 D.I. Bd. Menoro Menoro Sedan 85 
213 D.I. Emb.Sidomulvo Sidomulvo Sedan 18 
214 D.I. Emb. Candimulvo Candimulvo Sedan 34 
215 D.I. Bd. Jambeyan Taniunzsari Kraszan 165 
216 D.I. Bd. Woro Woro Krae:an 101 
217 D.I. Bd. Kedunzrumnit Sudan Kr82:an 324 
218 D.I. Bd. Sekiiinz Krag an Krag an 273 
219 D.I. Bd. Gede Teri an Krru!an 59 
220 D.I. Bd. Pule Teri an Krag an 65 
221 D.I. Bd. Terian Teri an Krae:an 30 
222 D.I. Bd. Nzetuk Sendanzwaru Kra2:an 136 
223 D .I. Bd. Pel em Sendanzmulvo Krag an 40 
224 D.I. Bd. Sumurtawang Sumurtawanz Krazan 125 
225 D.I.Bd.Narukan Narukan Kra2:an 50 
226 D.I. Bd. Sebale Narukan Krag an 30 
227 D.I. Bd. Kenonz Sumbersari Krae:an 25 
228 D.I. Bd. Givok Taniunzan Kragan 35 
229 D.I. Bd. Moiokerto Moiokerto Krag an 250 
230 D.I. Emb. Kendalazunz Kendalagung Krag an 114 
231 D.I. Bd. Dongan Woro Krazan 50 
232 D.I. Bd. Plawanzan Plawanaan Krae:an 50 



 

No 

 

Nama D.I. 

Lokasi Luas Areal 

Oncoran 
(Ha) 

Desa Kecamatan 

233 D.I. Bd. Petit Sumurtawang Kragan 60 

234 D.I. Bd. Ceper Tanjungan Kragan 140 

235 D.I. Emb. Tanjungan Tanjungan Kragan 138 

 

236 
D.I. Emb. Sumur 
Tawang 

 

Sumurtawang 
 

Kragan 
 

125 

237 D.I. Emb. Sumurpule Sumurpule Kragan 203 

238 D.I. Bd. Cangaan Baturno Sarang 129 

239 D.I. Bd. Bonjor Bonjor Sarang 297 

240 D.I. Bd. Kramat Babaktulung Sarang 197 

241 D.I. Bd. Putat Sendangmulyo Sarang 73 

242 D.I. Bd. Tawangrejo Tawangrejo Sarang 29 

243 D.I. Bd. Banowan Banowan Sarang 206 

244 D.I. Bd. Ropoh Lodankulon Sarang 25 

245 D.I. Emb. Kasur Temperak Sarang 190 

246 D.I. Emb. Lodan Lodanwetan Sarang 380 

247 D.I. Bd. Bangkle Tawangrejo Sarang 30 

 
248 

D.I. Bd. Rondan 
Gandeng 

 
Banowan 

 
Sarang 

 
100 

249 D.I. Emb. Kalipang Sidomulyo Sarang 29 

250 Emb. Grawan Bajingjowo Sarang 23 

251 D.I. Emb. Pelang Pelang Sarang 60 

252 D.I. Bd. Wunut Jurangjero Sluke 79 

253 D.I. Bd. Trahan Trahan Sluke 76 

254 D.I. Bd. Dalem Sluke Sluke 182 

255 D.I. Bd. Sono Manggar Sluke 45 

256 D.I. Bd. Suruhan Blimbing Sluke 36 

257 D.I. Bd. Jambu Sendangmulyo Sluke 25 

258 D.I. Bd. Gebang Sendangmulyo Sluke 87 

259 D.I. Bd. Bendo Bendo Sluke 20 

260 D.I. Sb. Mrican I Bendo Sluke 28 

261 D.I. Sb. Dursumber Bendo Sluke 17 

262 D.I. Sb. Bulan Sanetan Sluke 28 

263 D.I. Bd. Nyudan Sanetan Sluke 20 

264 D.I. Bd. Manggar 2 Manggar Sluke 30 

265 D.I. Emb. Gedari Sanetan Sluke 25 

266 D.I. Emb. Grawan Grawan Sumber 10 

267 D.I di wilayah 
Kabupaten Rembang 
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........... ..... NIID - ........ ........ ... ...... '* I Niii .... RM ... ... ... .... ..., ... - A. Pe~dan Rencana Struktur Rua.nn Wllauah JCabuDaten 
l. Perwuiudnn Sistem Pusal Permukimnn 
1.1 Perwuiudan Pusat Keziatan Lokal IPKLl 
a Penguntan PSU [Prasarana, • Kecamatan Rembang APBIJ, APBN • Urusan Pemerintahan Bidang 

Sarana, dan Utilitas Umum) • Kecamatan Lasem Pekerjaan Umum dan Penataan 
wilayah skala pelayanan Ruang 
hingga satu kabupaten • Unison Pemerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawa.san 
Permukiman - - - ~ -~ - b Pengcmbangan PSU • Kecamatan Rcmbang APBN .. APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

[Prasarana, Sarana. clan • Kecamatan Lasem Pekerjaan Umum dan Peaataan 
Utilitas Umum) wilayah skala Ruang 
pelayanan hingga satu • Urusan Pemerintahan Bidang 
kabupaten atau beberapa Perumahan clan Kawasan 
kecamatan Permuloman - - c Penyusunan RDTR Pusat • Kecamatan Rembang APBN, APBD • Urusan Pemcrmtahan Bidang 
Kegiatan Lokal (PU) • Kecamatan Lasem Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruanll 

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHAP KESATU DAN TAHAP KEDUA 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043 

LAMPIRAN XIII 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
REM BANG 
NO MOR ;J.. TAH UN 2023 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN REMBANG TAHUN 
2023-2043 
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d Pcningkatan Pusat Kegiatan • Kecamatan Rem bang APBD • Urusnn Pemenntahan Bidang 

Lokal (PKL) menjadi Pusat Pekerjaan Umum dan Penataan 
Kezmtan Wilavah (Ph.'W) Ruane 

1 2 Perwujudan Pusar Pelayanan Kawasan (PPK) 

a Penguatan PSU [Prasarana, • Kecamatnn Kragan APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
Sarans, dan Utilitas Umum) • Kecamatan Sluke Pekerjaan Umum dan Penataan 
wilayah skala pelayannn satu • Kecamatan Sale Ruang 
hmgga beberapa kecamatan • Kecamatan Sulang • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Sarang Perumahan dan Kawasan 
• Kecamatan Pamotan Perrnukimun 
• Kecamatan Kahori 

b Pengern bangan PSU • Kecrunatan Kragan APBN.APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
[Prasarana, Sarana. dan • Kecamatan Sluke Pekerjaan Umum dan Penataan 
Utilitas Umurn] wilayah skala • Kecamatan Sale Runng 
pelayunan satu hanggn • Kecamatan Sulang • Urusan Pemerintahan Bidang 
beberapa kecamatan • Kecamatan Sarang Perumahan dan Kawusan 

• Kec amutan Pamotan Permukiman 

• Kecamatan Kaliorr ---- '- 
Urusan Pemerintahan Bidang c Penyusunan RIJTR Pusat • Kecamatan Krugan APBN. APBD 

Pelaynnan Kawusan (PPK) • Kecamatan Sluke Pekerjaan Umum dan Penatnan 
• Kecamatan Sale Ruilllg 
• Kecamatan Sulnng 
• Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Pamotan 
• Kecamatan Kahori 

J.3 Perwuiudan Pusat Pelavannn Linzkunaan IPPLI 
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302& aoM ams am• 2027 2028 2029 
f\ Penguatan PSU [Prasarana, • Kecamatan Kragan APBD • Urusan Pernerintuhan Bidang 

Sarana, dan Uulitas Umum) • Kecamaran Sluke Pekerjaan Umum dan Penataan 
wilayah skala pelayanan • Kecamatan Sumber Ruang 
hingga beberapa desa • Kecamatan Snle • Urusan Pemerintahan Bidang 

• KC't ama tan Sulang Perumahan clan Kawasan 

• Kecamaian Sa1 ang Perm u kim an 

• Kecamatan Pamotan 
• Kccamatan Kaliori 
• Kecamatan Bulu 
• Kecamatan Gunem 
• Kecamatan Sedan 
• Kecamatan Pancur - - ·- b Pengernbangan PSU • Kecamaran Krugan APBN, APAl) • Urusan Pemcrintahan Bidang 

[Prasarana, Sarana, dan • Kecamatan Sluke Pek<-1JaaI1 Umum dan Penataan 
Utilitas Umum) wilavah skala • Kecamatan Sumber Ruang 
pelayanan hingga beberapa • Kecamatan Sale • Urusan Pemenntahan Bidang 
desa • Kecamatan Sulang Perumahan dan Kawasan 

• Ketamatan Sarang Permukiman 
• Kecamatan Pamotan 
• Kecamatan Kaliori 
• Kecamatan Bulu 
• Kecamatan Gunern 
• Kecamatan Sedan 
• Kecamatan Pancur 

2 Perwujudan Sistem .Jarinzan Prasarana 
2 1 Perwuiudan Sistem Jarinstan Trunsportasi 
2 1. I Perwuiudan Sistem .Jarinzan Jalan 
a Pengem bangan jalan arteri • Sp 3 Lingkar Pati Timur - Bts. APBN • Urusnn Pemerintahan Bidang 

primer Kota Rem bang Pekerjaan Umum dan Pcnataan 
• Jl Untung Suropati Ruang 
• JI Dipenegoro • Urusan Pemerintahan Bidang 
• JI Suctirman Perhubungan 
• Bts Kota Rembang - Bulu (Bts . 

PrO\. Jatun) 
• Jalan lmzkar Rembanz > Lasem 
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b Pengembangan jalan kolektor • Jln Kartini: APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
primer • Jln. Pemudn; PrOVlilSJ Pekerjaan Umum dan Penataan 

• Jalan Tireman-Japerejo; APBD Runng 
• Jalan Sulang-Krikilan; Kabupaten • Urusan Pemerintahan Birlang 
• Jal.an Sulang-Banyuurip: Perhubungan 
• Jalan Srdomu lyo-Sedan 
• Jalan Sedongagung-Ngotcl, 
• Jalan Sekararum-Knkilan 
• Jalan Sedan-Sedan Lodan: 
• Jal.an Sarang-Bonjor; 
• Jalan Pasar Penthungan- 

Sendangagung, 
• Jal.an Pandangan-Sidorejo: 
• JaJan Ngotet-Tireman 
• Jalan Lodan-Bonjor: 
• Jalan Lasem-Sale [Bts Prov .Jawa 

Timur), 
• Jn.lan Karas-Sidorejo. 
• Jalan Japerejo-Pamotan; 
• Jalan Dresi-Sekararum 
• Jalan Banyuurrp-Pamotan, 
• Bts Kola Rembang - Bts Kah 

Blora/ Rembang. dan 
• Bts Kab 1:3lora/Rembang- Bts 

Kota Blora. - - - 
c Pengembangan jalan lokal • Seluruh kec:amatan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

primer Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 
APBD Ruang 

• Urusan Pcmerintahan Bidang 
Perhubungan - - - - 

d Pengembangan jalan loknl • Scluruh kecamatan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
sekunder Provinsr. Pekcrjaan Umum dan Penataan 

APBD Ruang 
• Urusan Pcmerintahan Bidang 

Perhubunzan 
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f Pen gem bangan jalan • Ruas jalan pennukiman di seluruh APBD, • Urusan Pemerintuhan Bidang 

lingkungan pruner kecamatan APB Des Perumahan dan Kawasan 
• Ruas jalan dc-sa di seluruh Permukiman 

kecamatan - - - ~-- 
g Pengembangan jalan Runs jalan perumahan di seluruh APHD, • Urusan Pemerintahan Bidang 

lingkungan sekunder kecamntan APB Des Perumahan dan Kawasan 
Permu kimun 

- - - - 

h Pengembangan jalan khusus • Kecamatan Rembang APBN • Urusan Pemerintnhan Bidang 
• Kecamatan Lasern AP81) Pekerjaan Umum clan Penataan 

Swasta Ruang 
• Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 
Permukunan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata 

• Urusan Bidanz Transmizrasi - - 
i Pcmbangunan clan -Jalan tol L>emak-Tuban APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang ·- 

pemeliharaan jalan tol Provinsi, Pekerjaan Umum don Penntaan 
Swastn Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan - - ·- - - 

j Pengembangan R'fll jalur • Pulau jalan APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
lujaujalan • Median jalan Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 

• Jalur pejalan kaki APBD Ruang 
Kabupaten, • Urusan Pemermtahan Biclang 
Swasta Perumahan dan Kawasan 

Pcnnukiman -- ~ - --- 
k Peningkatan terminal Kecamatan Rembang APBN Urusan Pemerintahan Bidang 

penumpang upe 8 menjadi Perhubungan 
terminal penumpang trpe A - -- .....- - - 

I Pengembangan terminal Kecamatan Lasem APBD Urusan Pemerintahan Bidang 
penumpang tioe B Provmsi Perhubunaan 
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n Pengembangan terminal • Kecamatan Surnber APBD Urusan Pemerintahan Bidang 

penumpang upe C • Kecamatan Bulu Perhubungan 
• Kecamatan Kaliori 
• Kecamnran Sulaog 
• Kecamatan Ounem 
• Kecarnntan Pamotan 
• Kt-cam at an Pane ur 
• Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Lascm 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Sedan 
• Ketamatan Kragan 
• Kecamatan Sale - ~- 

0 Pengembangan terminal • Kecamaran Kaliori APBN. APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
barang • Kecamatan Sarang Perhubungan 

• Kecamatan Lasem • Urusan Pcmerintnhan Bidang 
• Kec·amatan Sulang Pertanian 

p Pemehharaan jem batan Kecamatan Sarang APBO Urusan Pemerintahan Bidang 
umbang PrOVlDSl, Perhubungan 

APBD 
Kabu~aten 

i q Pcngembangan RTH fungsi • Terminal APBN, APBD Unasan Pemenntahan Bidang 
tertentu • Jembatan timbang Provinsi, Perumahan clan Kawasan 

APBD Permukiman 
Kabupaten 

2.1.2 Perwujudan Sistem Jarimran Kereta Am 
a Pengembangan jaringan jalur • Scluruh kecamatan APBN Urusan Pemerintahan Bidang 

kereta ani antarkota Perhubunaan 
- •·- - -- Urusan Pemerintahan Bidang b Pengembaogan clan • Kecamatan Rem bang APBN 

pcmcliharaan stasiun • Kecamatan Lasem Perhubungan 
penumpang • Kecamatan Sluke 

• Kecamatan Sarana 
-APBN -- - ,- - - 

c Pcm bangunan dan Dry Port di Urusan Pemerintahan Bidang 
pemeliharaan stasiun barang • Kecamatan Rembang Perhubungan 

• Kecamatan Sluke 



d Pem bangu nan dan • Kecamatan Kaliori APBN Urusan Pemerintahun Bidang 
pemeliharaan stasiun operasi • Kecamatan Sarang Perhubungan - e Pengembangan RTll fungsi • Sempadan rel kereta api APBN Urusan Pemerintahan Hidang 
tertentu • Stasiun Perhubungan 

2. l.3 Pcrwu udan Sistem Jurin 
a APBN Urusan Pcmeri.ntahan Bidang 

Perhu bu ngan 

b Pelabuhan Tasik Agung di APBO Urusan Pemerintahan Biclang 
Kecamatan Rc.-mbang Provinsi Perhubun an 

c • Kec.amatan Lasem Swastn Urusan Pemerintahan Btdang 
• Kecamatan Slukc Pcrhubun~an - d Pelabuhan Tasik Agung di !\PBN Urusan Brdang Kelautan dan 
Kecamatan Rembang Perikanan 

e Pelabuhan perikanan Sarang di APBN. APBD Urusan Bidang Kelautan dan 
Kecamatan Sarang Perikanan 

r • Kecamatan Lasem APBN, APBO Urusan Bidang Kelautan clan 
• Kecamatan Kragan Perikanan 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Kalaon 

---- - 

g Pengembangan RTH fungsi bngkungan Pelabuhan APBN, APBD • Urusan Bidang Kelautan clan 
tertentu Perikanan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubun 

22 
2.2.1 
8 Pengembangan infrastruktur • Kecamatan Sumber APBN. APBD Urusan Pemerinrahan Bidang Energi 

minyak clan gas bumi • Kecamatan Sluke Provinsi, dan Sumber Daya Mineral 
APBD 
Kabupaten, 
Swasta --- - b Pengembangan janngan yang Jaringan pipa Cepu - Rembang- APBN. APBD Urusan Pemerintahan Bidang Energi 

menyalurkan mmyak dan gas Pengapon Semarang yang melalui Prcvinsi, dan Sumbcr Daya Mineral 
bumi dari Iasilitas produksi- Kecamatan Kalion - Kecamatan APBD 
tempat penyimpanan Rembang- Kecamatan Sulang- Kabupaten, 

Kecamatan Bulu Swasta 



- 
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- U rusan Pemerintahan Bidang Energi 
dan Sumber Daya Mmeral 

Pengembangan Gardu Listrik • Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Gunem 

APBN, Urusan Pemerintahan Bidang Energi 
Swasta clan Sumber Daya Mineral 

e 

Pengembangan Saluran Janngan distribusi tenaga hslrikcrr- APBN, -- Urusan Pemerintahan Bidang Energi 
Udara Tegangan Rendah seluruh kecamatan Swasta dan Sumber Daya Mineral 
ISUTRI 

Perwujudw1 Jarinp;an lnfrustruktur Ketenagahst1ikan 
Pengembangan Pembangkit Kecamatan Sluke 
Listrik Tenaga Uap (PL TU) 

d 

Urusan Pemermlahan Bidang Energi 
clan Sumber Daya Mineral 

c 

1-----t---------------1- ~~ b Pcngembangan Saluran Janngan transmisi tenaga listnk 
Udara Tegangan Tangg1 antarsistern bertegangan 150 kV 
(SUTJ1 yang melalui Kecamatan Slukc - 

Kecamatan Lasem - Keca.matan 
Rembang - Kecamatan Kahen - 
Kecamatan Sulang - Kecamatan 
Bulu - Kecamatan Gunem 1-----i-------,------,-------1 ~---,.,.--..,..,..-1--------+-------- --------+· Pengembangan Saluran Jaringan distribusi tenaga listrik di APBN, Urusan Pemerintahan Bidang Energi 

Udara Tegangan Menengah seluruh kecamatan Swasta clan Sumber L>aya Mineral 
ISUTMl 

Urusan Pemerintahan Bidang Energi 
dan Sumber Daya Mmeral 

APBN, APBD 
Provinsi, 
APBL> 
Kabupaten 
Swasta 
APBN, APBD 
Provinsr, 
Swasta 

Urusan fJemenntahan Bidang Energi 
dan sumber Daya Mmeral 

NIID Niii 
W*9Plh s a 

APBN, APBD 
Provmsi, 
APBD 
Kabupaten, 
Swasta 

APBN, APBD 
Provmsi 
APBD 
Kabupaten, 
Swasta 

2 2.2 
a 

• Janngan p1pa Kcpodang - 
Rembang > Pati - Jepara - 
Semarang yang melalui 
Kecamatan Kalion - Kecamatan 
Rem bang - Kecamatan Lasem - 
Kecamatan Slukc - Kecamatan 
Kragan - Kecamatan Samng 

• -Jaringan papa gas Krikilan d1 
Kecamatan Sumbcr 

-Langkungan infrastruktur minyak~­ 
dan gas bumi 

Pengembangan RTH fungsi 
tertentu 

Pengembangan jarmgan yang 
menyalurkan minyak dun gas 
bumi dari fasilitas produksi­ 
kilang pengolahnn 

d 

c 

leete,.,,. Pahk ...... , 
PrnAttsna IIO 
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Sc ... Niii NIID IIO ..... _ ...... .. .. al •s1at •• •• ... IOM - .. ..., - - r Pengembangan RTII fungsi • Sekitar pembangkit listrik APBN, APBO Urusan Pemenntahan Bidang Energi 

tertentu • Jalur hijau jaringan listrik Provinsi, dan Sumbcr Daya Mineral 
legangan tinggi APBD 

kabupaten, 
APB Des 
Swusta, 
Masyarakat 

2.3 Perwuiudan Srstem .Jarinzan Telekornunikasi -- Pengcm bangan jarmgnn tetap .Jaringan kabel serat opuk sepanjnng APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang a 
pengembangan jalan arten dan jalan Provmsi. Energi dan Suml>er Dava Mineral 
kolektor di seluruh kecamatan APBD • Urusnn Bidang Komurukasr dan 

Kabupaten, lnformanka 
Swruita -- ,_ 

b Pcngembangan jaringan Mennra telekomumkusi di ~eluruh APBN, APB!) • Urusan Pemerintahan Bidang 
bergerak seluler kecamatan Provinsi, Energi dnn Sumber Daya Mineral 

APBD • Urusan Bidang Komunikasi dan 
Kabupaten, I nfonn atika 
Swasta - - f- - 

( Pengembangan RTII fungsi Sekitar mennra tclekomurukasi Swasta • Urusnn Pemerintahan Oidang 
tertentu Energi dan Sumber Daya Mineral 

• Urusan Bidang Komunikasi dan 
lnformauka 

2.~ Pcrwuiudnn sisrem .Jannzan Sumber Dava Atr 
a Pengembangan Jarmgan • Kecamatan Sumber, APBN, APAD • Urusan Pemermtahan Bidang 

IJ'igas1 primer • Kecamatan Kalion: Provinsi. Pekerjaan Umum dan Penataan 
• Kecamatan Sarang, APBD Ruang 
• Kecamatan Sale; Kabupaten • Urusan Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Pamotan, dan Pertaman 
• Kecamalan Gunem - -- -- - - --- 

b Pengembangan janngan • Daerah irigas. kewenangan pusat APBN. APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
mgast sekunder di Kecamatan Sale Provinsi Pekerjaan Umum clan Penataan 

• Daerah irigasi kewenangan APBD Ruang 
provinsi cit Kecamatan Sumber Kabupaten • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Seluruh kecamatan Pertanian 
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Niii NIID IIO ....... ,...... tart eef Pshh .... FF - IOM .... .. ..., - - c Pengembangan bangunan • Kecamatan Gunem, APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

pengendalian banjir • Kecamatan Kahori: Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 
• Kecamatan Kragan, APBD Ruang 
• Kecamatan Lasem, Kabupaten • Urusan Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Pamotan, Ketenteruman dan Ketertiban 
• Kecamatan Pancur, Umum serta Perlmdungan 
• Kecamatan Sale; Masyarakat 

• Kecamatan Sarang; 
• Kecamatan Sedan, 
• Kecamatan Sulang, clan 
• Kecamatan Sumber 

d Pengcm bangun bangunan - - • Seluruh kecamatan APBN, APBD Urusan Pemerintahan Bidang 
sumber daya .ur Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 

APBD Ruang 

- 1'.:a~alen_ 
e Pengembangan RTH fungsi Wilayah pengamanan sumber daya APBN, APBD Urusan Pemerintahan Bidang 

tcrtent u air ProVU\St, Pekerjaan Umum clan Penataan 
APBD Ruang 
Kabupaten, 
Swasta 

25 Perwujudan Sistem Jarina.an Prasarana Lainnva 
:2 5. 1 Perwuiudan Sistem Penvediaan AJr Mmum 
a Pen gem bangan unit air baku • Kt'c amatan Sumber APBN. APB!) Urusan Pemer intahan Brdang 

clan optimalisasi sumber air • Kecamatan Bulu Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 
bak:u [mata air, cmbung, • Kecamatan Gunem APBD Ruang 
waduk, air sungai. air laul) • Kecamatan Sale Kabupaten, 

• Kecamatan Sarang Swasta 
• Kecamatan Pumotan 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Lascm 
• Kecamatan Kahori 
• Kecamatan Sluke 
• Kec.amatan Krazan 
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b Pengembangan Jatmgan • Kecamatan Sumbl'l"; APBN, APBO Urusan Pemerintahan Bidang 
produksi • Kecamatan Sulang; Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penaraan 

• Kecamatan Kalion, dan APBD Ruang 
• Kecamatan Salt• Kabu paten, 

- SWasta 
( Pengembangan untt • Kecamatan Kaliori: APBN Af'BD Urusan Pemerintahan Bidang 

drstribusi • Kecamatan Rembang; Provinsr Pekerjaan Umum clan Penatnan 
• Kecamatan Lasem: APBD Ruang 
• Kecamatan Sluke; Kabupaten, 
• kecamatan kragan: Swasta 

• Kecamatan Sarang: 
• Kecamatan Sedan: 
• Kecamatan Pancur: 
• 1'.t'uunatan Pamotan; 
• Kecamatan Sumber; 
• Kccamatan Sulang; 
• Kecamatan Bulu: clan 
• Kecamatan Sale 

d Pengembangan unit Seluruh kecamatan APBN,APBD Urusan Pemerinrahan Bidang 
pelayanan Provinsi, Pekerjaan Umum clan Penataan 

APBD Ruang 
Kabupaten, 
Swasta 

Pengembangan sistem Seluruh kecamatan Urusan Pcmerintahan Bidang 
- 

e APBN. APBD 
penyedJaan air mmum Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 

APBD Ruang 
Kabupaten, 
APB Des 
Swasta 

- - - - - - ~ - 
f Pcngembaogan RTH fungsi • Wilayah pengamanan sumber air APBN, APBD Urusan Pemerintahan Bidang 

tertenlu balru Provinsi, Pekerjaan Umum dan Pcnataan 
APBD Ruang 
Kabupaten, 
Swasta 

2 5 .2 Perwuiudan Sistem Penzelclaan AJI Limbah 



- Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Kecamatan Rem bang 
• Kecamatan Kaliori 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Ounem 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Saran 

APBD, 
Swasta 

APBl) 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perumahan dnn K.awusan 
Permukiman 

Wilayah peng--am-an-an--s1-. s-t-em------+-AP_B_D 1_•_U_ru_san Pemenntahan Bidang 
pengelolaan air limbah Pekerjaan Umum dan Penaiaan 

Ruang 
• Urusan Pemcnntahan Bidang 

Perumahan clan Kawasan 
Permukiman 

Pengembangan tempat 
pengum pu Ian lim bah bahan 
berbahava clan beracun 

b 

• Kecamatan Ounem: 
• Kecamatan Stuke; 
• Kecamatan Lasem; 
• Kecamatan Kaliori 
• Kecamatan Rembang; 
• Kecamatan Pamotan; 
• Kecamatan Sale, 
• Kecamatan Sulang; 
• Kecamatan Kragan: 
• Kecamatan Sedan 
• Kecamatan Sumber, 
• Kecamatan Pancur: dan 
• Kecamatan Saran ~b P_e_n_g_e_m_b_an_g_an--s-is_t_e_m-----+ Seluruh ketamat_an__....__ _,f-A-PBl) 

pengeloJaan air timbuh 
domestik 

1------1----- -- -- -- 

Pengembangan RTH fungsi 
tertentu 

Pengembangan infrastruktur 
sistem pengelolaan air 
limbah nondomest.J.k 

Perwu·udanS~temPeo elolaan Lunb~ah==-~B~ah:::.:.;an:::.~B~e~r~b~ah=~a~·~a~dan==::...:B~e~r~ac==u~n=-------~-----------------..-----,-----r-~~..---...----+---t---~ 
Pengembangan Sistem Seluruh kecamatan APBD, Urusan Pemerintahan Bidang 
Pengelolaan Lunbah Bahan APBDes, Lingkungan Hidup 
Berbahava dan Beracun (83) Swasta 

253 
a 

c 

a 



c - Pcngaturan hambatan Jalan- Jalur evakuasi bencana APBD 

APBD b Pengernbangan tempat Seluruh kecamatan 
evakuasi bencana 

Urusan Pcmcnntahan Bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
serta Pcrlindungan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Ketenteraman dan Kcterltban Umum 

-------------1--------+ serta Pt"rlindungan M arakat 
d Peningkatan kapasrtas jalan Jalur evakuasi beocana A.PBD Urusan Pemerintahan Bidang 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
serta Perlindun M alcat 

Urusan Pemerintahan Bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan Masyara.kat 

Pen gem bangan jalur 
evakuasi bcncana 

Seluruh kecamatan 

- --~---- 

Urusun Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

Evakuasi Bencana 

• Wilayah pengumnnnn TPS JR 
• Wilayah pengamanan TPS 
• Wilavah pcngamanan TPA 

Perwu udan Sistem Jarin 

Pen gem bangan RTH tungsi 
rertentu 

Urusan Pcmerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

Urusan Pcmerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

Urusan Pemerint.ahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

Urusan Pemcrintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

c Pengen,bangan Tempat • TPA Regional Landoh 
Pemrosesan Akhir (l'PA) Kecamatan Sulang 

• Kecamatan Sedan 

b Pengembangan Tempat Seluruh kecamaran 
Pcnrunpungan Sementara 

PS 

TIT Perwuudan Sistt·m Jann an Persam ahun 
a Pengembangan tempat Seluruh kecamatan 

pengelolaan sampah reuse, 
reduce rec de 

Pcngembangan Tempat 
Pengelolaan Sampah Terpadu 
(l'PST) 

Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

a 
2.5.5 

e 

d 

APBD, 
APB Des. 
Swasta 

APBD, 
APBDes, 
Swastn 
APBD, 
APB Des, 
Swasta 

d1 APBD 
ProvtnSl, 
APBD, 
Swasta 
APBD 
Provmsr. 
APBI) 
Swasta 
APBO 
Provmsr, 
APBD 
Swasta 

APBD 

Kawasan TPA 

Sekitar tempat pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun 

Pengembangan RTll fungsi 
tertentu 

c: 
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e Pcngembangan RTII fungs, Tempat evakuasi bencanu APBD Urusan Pemerintahan Bidang 
tertentu Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Mnsvarakat 
256 Perwuiudan Sistt•m Dr.unase -- Pengem bangan janngun a • Kecamatnn Kaliori; APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

drainase primer • Kecamatan Rcmbang; Provinsi. Pekerjaan Umum dan Penataan 
• Kecamatan Sluke: APBD Ruang 
• Kecamatan Lasem; Kabupaten, • Urusnn Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Krngan; APB Des Perumahan dnn Kawasan 

• Kecamatan Sarang; Pcrmukiman 
• Kecamatan Sulang: 
• Kecamatan Bulu 
• Kecamatan Pancur, 
• Kecamatan Pamotan 
• Kecamatan Sedan. dan 
• Kecamatan Sale 

b Pengembangan jaringan Seluruh kecamatan APBD, • Urusan Pemerintahan Bidang 
drainusci sekunder APB Des Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
• Urusan Pemertntahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman --- ,_ 

c Pengembangan jaringan Wilayah terbangun di selur uh APBD • Urusan Pemerinrahan Bidang 
drainase tersier kecamaran APB Des, Pekerjaan Umum dan Penataan 

Swasta Ruang 
• Urusan Pemenntahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 
- 

Permukiman 
d Pengem bangan RTH fungsi Wilayah pengamanan jaringan APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

tertentu drainase Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penalaan 
APBD Ruang 
Kabupaten, • Urusan Pemerintahan Bidang 
.'\PB Des. Pcrumahan dan Kawasan 
Swasta Permukiman 

B. Perwutudan Rencana Pola Ruang Wtlauah Kabupaten 
l. Perwuiudan Kawasan Lindung 
1. 1 Perwuiudan Sadan Air 



............. •• e, '" NIID - ........ I.NMI leeteeef Pnbb Niii • • 7 7 .. IOM .. .. ~ .. - a Pengelolaan dan Waduk, Embung, Sungai, Bangunan APBN, APBD Urusan Pemerintahan Bidang 
pemeliharaan badan air penangkap <UT Provmsi. Pekerjaan Umum dan Penataan 

• Kecnmatan Gunem; APBD Ruang 
• Kecamatan Kahon; Kabupaten, 
• kecamatan Kragan; APB Des, 
• Kecamatan Lasem • Swasta 
• Kecamatan Pamotan • 
• Kecamatan Pancur; 
• Kee amatan Rem bang, 
• Kecamatan Sarang: 
• Kecamatan Sulang. chm 
• Kecamatan Surnber 

- b Rehabihtasr dan penguatan -Wila}ah pengamanan (sempadan) APBN. APBD Urusan Pernerintahan Bidang 
fungsi badan air badan air di seluruh kecamatan Provinsi, Pekerjaan Umum dan Pe-nataan 

APBD Ruang 
Kabupaten, 
APB Des, 
Swasta 

c Pengembangan RTH fungsr Wilayah pengamanan (sempadan) APBN.APBD Urusan Pemerintahan Bidnng 
tertentu di sekitar badan air badan air di seluruh kecamatan Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 

APBD Ruang 
Kabupaten, 
APB Des, 
Swasta 

- 

d Pengelolaan bidrologi dan Sadan air di seluruh kecamatan APBN, APBD Urusan Pemerintahan Bidang 
kualitas air Wilayah Sungai Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 

APBD Ruang 
Kabupaten, 
\PBDes, 

~Swasl~ ... 
e Pengendahan kegiatan bucli Wilayah pengamanan (sempad~ APBN. APBD Urusan Pemerintahan Bidang 

dayn agar ndak mengganggu badnn air ell seluruh kecamatan Provinsi, Pckerjaan Umum dan Penataan 
fungsi ltndung APBD Ruang 

Kabupateo, 
APB Des, 
Swasta 

1.2 Perwuiudan Kawasan vanz Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Buwahannva 
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a Rehabihtasi dan revitalisasi • Kecamatan Sedan APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
kawasan hutan hndung • Kecamatan Pancur Provinsr, Kehutanan 

• Kecamatan Kragan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang . Kecamatan Sluke Kabupaten, Lmgkungan Hidup 
• Kee am a tan Lasem Swast,1 - - 

b Pengembangan dan • Kecamatan Sedan APBN, APBD • Urusan Pemcrintnhan Bidang 
pengelolaan kawasan hutan • Kecamatan Pancur Provinsr. Kehutanan 
lindung • Kecamatan Kragan APBD • Urusan Pemerintahan Ridang 

• Kecamatan Sluke Kabupaten, Lmgkungan lhdup 
• Kecamatan Lasem Swasta - APBN, \PBL> • Urusan Pemerintahan Bidang c Pengembangan tutupan • Kecamatan Sedan 

vegctasi tegakan tinggi yang • Kecamatan Pancur Provmsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 
mampu memberikan • Kecamatan Kragan APBD Ruang 
perlindungan terhadap • Kecamatan Sluke Kabupaten, • Urusun Pemenntahan Bidang 
permukaan tanah dan • Kecamatan Lasem Swasta Lingkungan Hidup 
mampu meresnpkan air ke • Daerah Ahran Sungai di seluruh • Urusan Pcmerintahan Bidang 
dalam tanah kecamatan Kehutanan - -L----- 

f Pcngembangan blok Kawusan resapan air di: APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
penyangga pada K.awasan • Kecamatan Bulu Prcvinsi Lingkungan Hidup 
yang berbatasan dengan • Kecamatan Gunem APBD • Urusan Pemerinrahan Bidang 
Kawasan Hutan Lindung • Kecamatan Sale Kabupaten, Kehutanan 

• Kec.amatan Sedan Swasta 
• Kecamatan Pamolan 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Pancur 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Lasem 



• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusnn Pemenntahan Bidang 
Lin n Hidu .__~~~~~~~ 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penntaan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

• Urusnn Pemerintahan Bidang 
Kehutanan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum clan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Encr dan Sumber Dava Mineral 

• Urusan Pemerinmhan Bidang 
Lingkungan Hidup 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Kehutnnan 

APON, APBl> 
Provinsi, 
APBIJ 
Kabupaten, 
Swastu 
APBN, APl.m 
Provmsr, 
APBD 
Kabupaten, 
Swasta 

APBN, APBU 
Provmsi, 
Swasta 

Provmsr, 
APBl> 
Kabupaten, 
Swasla 

Kl-ca'iiiiuan Rembang Pcngcm bangan dan 
pengelolaan kawasan 
perhndungan setempat 

PerwUJUdan Kawasan Perlindung.1n Setempat 
Rehabilitasi dan penguatan Kecamatan Rembang 
fungsi kawasan perlindungan 
setempat 

b 

a 
l J 

g Pengendaltan kegiatan bud, Kawasan Hutan Lindung di 
daya agar udak mt·nggm1ggu • Kec.unatan Sedan 
Iungsi lindung Kawnsan • Kecamatan Pancur 
Ilutan Lindung • h.el'runatnn Kragnn 

• Kecamatan Sluke 
• Kt>mmatnn Lasem 

Kawnsan resapan au di 
• Kecnmatan Bulu 
• Kecamatan Gunem 
• Kecamatan Sale 
• Kecamatan Sedan 
• Kecamatan Pamotan 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Pancur 
• Kecamatan Krngan 
• Kecamat.an Sluke 
• Kecamatan Lasem 

h Kajian lebih lanjut terkait -St"lumh kecamutan 
deliruasi Kawasan Resapan 
Air 
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c Rehabilrtasi clan penguatan Kecamaran Rembang APBN, APAl> • Urusan Pemerintahan Bidang 

Iungsi kawasan ekosistem Provinsi, Lingkungan Hidup 
mangrove APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kabupaten, Kehutanan 
APB Des, 
Swasta >--------~- - - 

d Pengembongan clan Kecamatan Rem bang !\PBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengelolaan kawasan Provinai, Lingkungan Htdup 
ekosistem mangrove APBO • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kabupaten, Kehutanan 
APB Des, 
Swasta 

14 Perwuiudan Kawasnn Konservasi 
a Rehab1lit.as1 clan penguatan • Cagar alam gunung butak di APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Iungsi kawasan kcnservasi Kecamatan Gunem dan Provinsi. Lingkungan Hidup 
Kee amatan Sale APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Tam.an wisata a lam Sumber Kabupaten, Kehutanan 
Semen di Kecamatan Sale Swasta - - h Pengembangan dun • c.,gar alam Gunung Burak dJ APBN. APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

pengelolaan kawasan Kecamatan Gunem clan Provinsi, Lingkungan Hidup 
konservasi Kecamatan Sale APBO • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Tam an wisata alam Sumber Kabupaten, Kehutunan 
Semen di Kecamatan Sale Swasta --- c pcngembangan vegetasi • Cagar alam Gunung Butak di APBN, APHD • Urusan Pemenntahan Bidang 

tegakan linggi yang mampu Kecamatan Ounem dan Provinsi, Lingkungan I lidup 
memberikan perlindungan Kecamatan Sale APBD • Urusan Pemerinrahan Bidang 
terhadap permukaan tan ah • Tam an wisata dlam Sumbcr Kabupaten, Kehutanan 
dan mampu meresapkan air Semen di Kecamatan Sale APB Des, I 
ke dalam tanah Swasta -- - 

d pengem bangan blok • Cagar alam. Gunung Butak dJ APBN, APBD • Urusan Pemenntahan Bidang 
penyangga pada Kawasan Kecamatan Gunem dan Provmsi, Lingkungan Hidup 
yang berbatasan dengan Kecamatan Sale APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
cagar aJam dan taman wisaia • Tam an wisata a1am Sumber Kabupaten, Kehutanan 
alam Semen di Kecamatan Sale Swasta 
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le-her leeteeel Pehbnse Niii NIID IIO ........ ....... • ·- - ..a -.:14 .. -- ...a? .. - e pengendalian kegiatan budi • Cagar alam Gunung Burak di APBN, \PBO • Urusan Pemerintahan Bidang 

day a pc1da Kawasan Kecamaran Gunem dan PrOVU'ISl, Lingkungan llidup 
konservasi ag,\f udak Kecamatan Sale APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
mengganggu rungs, lmdung • Trunnn wisata alam Sumber Kabupaten, Kehutanan 
Kawnsan Semen dr Kec.unutan Sale APB Des, 

Swu.sta ------ - • Urusan Pemerintahan Bidang 
-- - 

f perlmdungan dan • Pulau Gede APBN, APBD 
pengeloluan kawasan • Pulau Marongan Provinsr. Kelautan dan Perikanan 
konservasi pesisir dan pulau- • Pulau Sualan APBU • Urusan Pemerintahan Bidang 
pulau kecil Kabupaten, Lingkungan Hidup 

Swasta • Urusan Pemertntahan Bidang 
Pariwisata 

1.5 Perwujudan Kawasan Cagar Budava --- - 
a penetapan perhndungan Lokasi sekiuu benda Cagar Budaya APHN. APBU • Urusan Pemerintahan Bidang 

kawnsan Cagar Budaya di Provinsi, Kebudayaan 
• Kecamatan Rem bang APBU • Uruson Pemerintahan Bidnng 
• Kecamatan Lasem kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penaraan 
• Kecamatan Kragan APBOes, Rua.ng 

Swasta • Urusan Pemerintahan Bidnng 
Pariwisata 

b Pengembangan dan Lokasi sekitar benda Cagar Budaya APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengelolaan kawasan cagar di: Provinsi, Kebudayaan 
budaya • Kecamaian Rembang APBU • Urusan Pemermtahan Bidang 

• Kecamatan Lasem Kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penataan 
• Kecamatan Kragan APB Des. Ruang 

Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata -- - - - - c pengendalian kegiatan untuk Lokasi sekitar benda Cagar Budaya APBN. APBD • Urusan Pemerintnhan Bidang 

mendukung pelestarian di Provinsr Kebudayaan 
kawasan Cagar Budaya • Kecamatan Rembang Al'Bl) • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Lasem Kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penataan 
• Kecamatan Kragan APB Des, Ruang 

Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata 



........ • • ... ... Niii - ....... ..... Jartse,IP I>•• NIID lw•fn 7 - IGGl4 ... ... .., IOII - c penetapan, pengembangan, Lokasi di sekitar objek diduga Cagar APBD, • Urusan Pemerintahan Bidang 
dan pengendalian kegiatan Budaya di seluruh kecamatan APB Des, Kebudayaan 
yang berorientasi pada Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 
pelestarian objek diduga Pekerjaan Umum dan Penataan 
Cagar Budaya Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata 

• Urusan Pemenntaban Bidang 
Pcrumahan dan Kawasan 
Permukiman 

2. Perwujudan Kawasan Budi Dava 
2. l Perwuiudan Kawasan Hulan Produksi Tel~ 
a Rehabilitasi dan pemantapan • Kecamaian Sumber APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

fungsi kawasan hutun • Kecamatan Bulu Provinsi, Lmgkungan ILidup 
produksi tetap • Kecamatan Gunem APBD • Urusan Pcmermtahan Bidnng 

• Kecamatan Sale Kabupaten, Kehuranan 
• Kecamatan Sedan Swasta 
• Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Pamotao 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Pancur 
• Kecamatan Sluke 
• Kccamatan Lasem >- 

b Pengembangan clan • Kecamatan Sumber APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengelolaan kawasan hutan • Kecamatan Bulu Provinsi, Lingkungan Hidup 
produksi ietap • Kecamatan Gunem APBD • Urusan Pemcrintahan Bidang 

• Kecamaran Sale Kabupaten, Kchutanan 
• Kecamatan Sedan Swasta 
• Kecamatan Sarang 
• Kecamaran Pamotan 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Pancur 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Lasem 
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~ 
• •J t.t• = iiil' ,.,.. ~ ".~ •· '«' ·- ... ... - C' Pengendalian kegiatan di • Kecamatan Sumber APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kawasan llutan Produksi • Kecamatan Bulu Provinsi, Lingkungan Hidup 
Te tap • Kecamatan Gunem APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Sale Kabuparen, Kehutanan 
• Kecamatan Sedan Swasta 

• Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Pamotan 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Pa.ncur 
• Kecamaran Sluke 
• Kecamatan Lasem 

2.2 Perwuiudan Kawasan II utan Produksi Terbatas 
a Rehabilitasi da.n pemantapan • II utan produksi terbatas di APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Iungsi kawasan hutan Kecamatan Gun em dan Provinsi, Lingkungan Hidup 
produksi terbatas Kecamatan Sale APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kabupaten, Kehutanan 
Swasta - - - 

b Pengembangan dan • Ilutan produksi terbaias di APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengelolaan kawasan hutan Kecamatan Gun em da.n Provinsi, Lingkungan Hidup 
produksi terbatas Kecamatan Sale APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kabupaten, Kehutanan 
Swasta .__ -- - --- c Pengendalian kegiata.n di • II utan produksi terbatas di APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bida.ng 

Kawasan Hulan Produksi Kecamatan Gunem dan Provinsi, Lingkungan Hidup 
Terbatas Kecamatan Sale APBD • Urusa.n Pemerintahan Bidang 

Kabupaten, Kehutanan 
Swasta 

2.3 Perwuiudan Kawasan Pertanian 
a Pengendalian dan Seluruh kecamatan APBN, APBD • Urusa.n Pemerintaha.n Bidang 

pengembangan KP'lB pacla Provinsi, Pertanian 
Kawasan Tanaman Pangan, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
Kawasan Hortikultura, da.n Kabupaten Pangan 
Kawasan Perkebunan 
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b Pcngendalian dan Seluruh kecamatan APBN, APBD • Urusnn Pcmerintahan Bidang 
pengembangan lahan non- Provinsi, Pertanian 
KP2B yang berada di APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
Kawasan Tanaman Pangan, Kabupaien Pangan 
Kawasan I lorukulturu, dan 
Kawasan Pcrkebunan ·- -,~ 

c Pengembangan dan Seluruh kecamatan APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengelolaan produkuvitas Provinsi, Pen anion 
Kawnsan Tanaman Pangan, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
Kawasan llorukultura, dan Kabupaten Pangan 
Kawasan Perkebunan 

d Pengembangan sentra • Kecamatan Sulang APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pertaruan berbasis • Kecamatan Pamotan Provinsi, Pertanian 
agropolitan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kabupaten, Pangan 
Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Koperasi, Usaha kecil, dan 
Mcnengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Permdustrian 

- 

e pengembangan dan • Seluruh kecamatan -APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengelolaan produktivitas Provinsi, Pertanian 
Kawasan Tan am an Pangan, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
Kawasan Hortikultura, dan Kabupaten, Pangan 
Kawasan Perkebunan Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemenntahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemenntahan Bidang 
Perindustrian 
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f pengembangan insentif clan • Scluruh kecamatan APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

disinsentif pad a Kawasan Provinsi, Pertanian 
Pert an um Pangan APBD • Urusan Pemerintahan Biclang 
Berkelanjutan (KP28) Kabupaten, Pangan 

Swasta • Urusan Perneruuahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Uru6181l Pemerintahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian - - 

-APBN, APBD -- - g pengembangan sisrem • Selu ruh kecamatan • Uru san Pemenntahan Bidang 
jaringan lrigasi yang memadai Provinsi, Pcrtanian 

APBD • Urusan Pemeriniahan B1druig 
Kabupaten, Pangan 
Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum clan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemeriruahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian - - - 

h penyediaan clan • Seluruh kecamatan APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pen gem bangan prasarana Provinsi, Pertanian 
clan saran a produksi clan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang . 
pasca panen Kabupaten, Pangan 

Swasta • Urusan Pemcnntahan Bidang 
Pekerjaan Umum clan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemenntahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, clan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penndustrian 



• Urusan Pemerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Koperasi. Usaha kecil, clan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penndustnan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikane.n 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian 

Urusan Pcmerintahan Bidang 
Kelautan dan Perikanan 

APBO 

APBN,APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupatcn 

APBN,APBD 
PrO\'UlSI, 
APBD 
Kubu paten 

• Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Kaliori 
• Kecamaran Rem bang 
• Kecamaran Sluke 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Lasern 

peugendalian dan 
pengembangan Kawasan 
Perikanan Oudi Daya 

c 

a • Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Ka.lion 
• Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Lasem 1--~~-t-~~~-,-~~~~~~~~--t ~~~~~~~- 

b Pengembangan tempat • Kecamatan Sarang 
pelelangan ikan • Kecnmatan Kahori 

• Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Siu ke 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Lasem 

pengern bangan dan 
pengelolaan serura kelauian 
dan perikanan terpadu 
berbasis agrom annepoluan; 

2.4 Perwu "udan Kawasan Perikanun 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pert an tan 

• Urusan Pemeriruahan Bidang 
Pangan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Uruaan Pemerintahan Bidang 
Koperasl, Usahn Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penndustrian 

APBN, APBD 
Provmsi, 
APBO 
Kabuparen, 
Swasta 

pengendalian kegiatan budi • Seluruh kecamntan 
dnyo di kawasan sempadan 
sungai, sempadan situ/ 
danau/ embung/ waduk, 
serta sempadan sungai 



', ~· .- - - -~ .. I 

.~. ~::¥1. ', ' '" -- - .... ]. t: tta, ....... , ..... :- ' "" ll -; ,•ti!I! * .. 111. ~ 
:!&'' o/i I --- .... - .. -- • -·· ·-·· d pengclolean Kawnsan • Kecamatan Sarang APBD • Urusan Pemerintahan Oidang 

Perikanan Bueti Daya • Kecematan Ka.Lion Provinsi, Kelau tan dan Perikanan 
• Kecamatan Rembang APUO • Urusan Pemerrntnhan Bidang 
• Kecamaran Sluke Kubu paten Koperasi, Usaha Kecil, dan 
• Kecamaran Kragan Menengah 
• Kecamutan Lasem • Urusan Pemerintahan Bidang 

Perinduerrian 
• Urusan Pemerintahan Brdang 

Pekerjaan Umum dan Penaiaan 

- --- _Bltan_g_ -- -- ... - 
e pen gem bangan prasarana • Kecamatan Sarang APBO • Urusan Pemerintahan Bidang 

dan sarana Kawasan • Kecamatan Kaliori Provinsi, Kelautan dan Perikanan 
Perikanan Bueti Daya dan • Kecumatan Rembang APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
Perikanan tungkap • Kecamatan Sluke Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, dan 

• Kecrunatan k.ragan Menengah 
• Kecamaran Lasem • Urusan Pemermtahan Bidang 

Perindustnan 
• Urusan Pemerintahan Oidang 

Pekerjaan Umum clan Penataan 
Ruang --- - r pengenclalian kegiaian budi • Kecamaran Sa.rang APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

daya di kawasan sempadan • Kecamatan Kahcri Provinsi, Kelautan dan Perikanan 
pantai dan scmpadan sungai • Kecamatan Rembang APBO • Urusan Pemermtuhan Bidang 

• Kecamatan Sluke Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, clan 
• kecamatan Kragan Mencngah 
• Kecamaran Lasern • Urusan Pemerintahan Bidang 

Perindustrian 
• Urusan Pemerinrahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penaiaan 
Ruan a: 

2.5 ...ferwujudan Kawasan Perzaraman - - 
a Pengembangan clan • Kecamatan Kahori APBN, APBD Urusan Pemerintahan Bidang 

pengelolaan kawasan • Kecamatan Lasem Provinsi, Kelauran dan Perikanan 
pergaraman • Kecamatan Rembang APBD 

• Kecematan Sarang Kabupaten 
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b pengembangan sentra • Kecamatan Kaliori APBN, APBD • Urusan Pcmerintahan Bidang 

pergaraman berbasis • Kecamatan Lasem Provinsi, Kelautan dan Perikanan 
agroman11epolita11 • Kecamatan Rem bang APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Sarang Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemertntahan Bidang 
Perindustrian --- - ~ -- c Perlindu ngan dan • Kecamatan Kaliori APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

pengembangan indusrri • Kecamatan Lasem Provinsi, Kelautan dan Perikanan 
garam ra.kyat • Kecamatan Rembang APBD • Urusan Pemenntahan Bidang 

• Kecamatan Sarang Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian - - - 

d pengembangan prasarana • Kecamaran Kal.iori APBN, APBD • Urusan Pemerintahan B1dang 
dan sarana pergaraman • Kecamatan Lasem Provinsi, Kelau tan dan Perikanan 

• Kecamatan Rembang APBD • Urusan Pemerintahan Btdang 
• Kecamatan Sarang Kabuparen Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Menengah 
• Urusan Pemeriruahan Bidang 

--- Perindustrian 
- - - - 

e pengintegrasian infrastruktur • Kecamatan kaliori APBN, APBD • Urusao Pemerintahan Bidang 
pengaman pantai dengan • Kecamatan Lasem Provinsi, Kelau tan dan Perikanan 
Kawasan tam bak produksi • Kecamatan Rembang APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
garam • Kecamatan Sarang Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Meneogah 
• Urusan Pemerintahan Bidang 

Perindustrian 



.......... I • Dr:sf;rr Niii .... IIIO ....... i..111111 .. 9 n• I I •• • • - ... - ... .., ... - f pengembangan uruuk • Kccamatan Kaliori APBO • Urusan Pemerintahan Bidang 
merungkatkan teknologi • Kecamatan Lasern Provinsi, Kelautan dan Perikanan 
tambak garam rakyat guna • Kecamatan Rembang APBO • Urusan Pemerintahan Bidang 
meningkatkan produktivitas, • Kecamatan Sarang Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, dan 
kualitas, dan kontinuitas. Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perindustrian 

• Uru san Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum elm, Penataan 
Ruang 

• Uru san Pemerintahan Bidang 
Penanaman Modal 

pengendalian kegiatan budi - -- - -- k - - - g • Kecamaian Kaliori APBO • Urusan Pemerintahan Bidang 
daya di kawasan sempadan • Kecamatan Lasem Provinsr, Kelautan dan Perikanan 
pantai clan sempadan sungai. • Kecamaran Rembang APBO • Urusan Pemenntallan Bidang 

• Kecamatan Sarang Kabupaten Koperasi, Usaha Kecil, clan 
Mencngah 

• Urusun Pemerintahan Bidang 
Perin du strian 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjnan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Uidang 
Penanaman Modal 

2.6 Perwuiudan Kawasan Pertambangan dan Ent>rlll 
a lnventarisasi potensi • Kecamatan Gunem APBO Urusan Pemerintahan Bidang Energi 

kawasan pertambangan dan • Kecamatan Sale Provinsi dan Sumber Daya Mineral 
<.>nergi • Kecamaian Sedan 

• Kecamatan Bulu 
• Kecamatan Sarang 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Sluke 
• Kecamaran Sumber 
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b Pengelolaan, pembinaan, • Kecamatan Gunem APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

pengawasan, dan • Kecamatan Bu tu Provinsi, Energi dan Sumber Daya Mineral 
pcngendalian kawasan • Kecamatan Kragan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
peruruukan pertambangan • Kecamatan Sale Kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penataan 
batuan secara berkelanjutan • Kecamatan Sarang Swasta Ruang 

• Kecamatan Sedan • Urusan Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Sluke Lingkungan llidup - -APBD --- - - c Pengclolaan, pcmbinaan, Kecamatan Sumbei • urusan Pemerintahan Bidang 

pengawasan, dan Provinsi, Energi dan Sumber Daya Mineral 
pengendnlian kawasan APBD • Urusan Pemermrahan Biclang 
pertambangan minyak clan Kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penaiaan 
gas bum I secara Swasta Ruang 
berkelanju tan • Urusan Pemenntahan Bidang 

- -- _ Lmgku~"Ul Hidu..e_ - 
d Rehabilitasi dan reklamasi • Kecamatan Guncm -APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

lingkungan pasca kegiatan • Kecamatan Kragan Provinsi, Energi dan Sumber Daya Mineral 
pertam bangan di kawasan • Kecamatan Sale APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
peruntukan pertambangan • Kecamatan Sarang Kabupaten, Pekerjaan Umum clan Penataan 
batuan, • Kecamatan Sedan Swasta Ruang 

• Kecamatan Sluke • Urusan Pemerintahan Bidang 
Lmgkungan Hidup --- e Pengawasan, pembinaan, • Kecamatan Sluke APBD • Urusan Pemerintahan Biclang 

dan pengenclalian kegiatan • Kecamatan Lasem Provinsi, Energi dan $umber Daya Mineral 
pertam bangan udak berizin • Kecamatan Kragan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Sale Kabupaten Pekerjnan Umum dan Penataan 
• Kecamatan Gunem Ruang 
• Kecamatan Bulu • Urusan Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Sumber Llngkungan Hidup 

• Kecamatan Pamotan • Urusan Pemerintahan Bidang 
Penanaman Modal 

- 



• Urusan Pemerintahan Bidang 
Energi dan Sum ber Daya Mineral 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Energi dan Sumber Daya Mineral 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Lmgkungan Hidup 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Energi dan Sumber Daya Mineral 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingku ngan Hidu p 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penanaman Modal 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Energi dan Surnber Daya Mineral 

• Urusan Pcmerintahan Bidang 
Lingkungan Hidup 

............ , tr 

APBN, APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupaten, 
Swasta 

APBN, APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupaten, 
Swasta 

APBD 
Provmsi, 
APBD 
Kabupaten 

APBN,APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupatcn, 
Swasta 

2.7 Perwuiudan Kawasan Peruntukan Industri 

• Kecamatan Sluke 
• Kecamatan Lasem 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Sale 
• Kecamatan Gunem 
• Kecamatan Bulu 
• Kecamaran Sumber 
• Kecamatan Pamotan 

Wilayah pcngamanan kawasan 
pembangkitan tenaga listrik 

• Kecamatan Sluke 
• Kecamat an Lasem 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamaran Sale 
• Kecamatan Ounem 
• Kecamaian Bulu 
• Kecamaian Sumber 
• Kecrunatan Pamotan 
Seluruh kecamatan 

pengendalian kegiatan budi 
daya di kawasan sempadan 
sungai, sernpadan situ/ 
danau/ embung/ waduk, 
serta sempadan mata air 

Pengem bangan RTI I fungsi 
tertentu 

h 

Pengelolaan dan pengawasan 
kegiatan pertambangan yang 
berada di Cekungan Air 
Tanah agar memperhaukan 
perlindungan Kawasan 
unbuhan air tanah 

Pengelolaan, pembinaan, 
pengawasan, dan 
pengendalian kawasan 
pembangkitan tenaga listrik 
secara berkelanjutan 

g 

f 

11 ... 
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peruntukan industri • Kecamatan Rem bang Provinsi, Perindustrian 

• Kecamatan Pancur APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Sale Kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penaiaan 
• Kecamatan Lasem swasta Ruang 

• Kecrunatan Sluko • Uru san Pemerintahan Bidang 
• Kecamatan Kahor! Tenaga Kc-tJa 
• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Snmng 
• Kecamatan Kragan - - - -- - b Pengembangan clan • Kecamatan Pamotan APBD • Urusan Pemerintahan Biclang 

pengelolaan kawasan • Kecamatan Rembang Provinsi, Perindustnan 
peruntukan industri secara • Kc·camatan Pancur APBD • Urusan Pemerinrahan Bidang 
berkelanjutan • Kecamaran Sale Kabupaten, Pekerjaan Umum dan Penataan 

• Kee am at an Lasem Swasta Ruang 
• Kecamaran Sluke • Urusan Pemerintahan Bidang 
• Kecamaran Kaliori Tenaga Kerja 

• Kecamatan Sulang • Urusan Pemerinrahan Bidang 
• Kecamatan Sarang Koperasi, Usaha Kecil, clan 

• Kecamatan Kragan Menengah ~ -- c Pengembangan clan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengaruran sentra industri • Sentra industri bauk Tulis Lasem Kabupaten, Perindustrian 
mendekatJ bahan baku atnu • Kawasan pertanian, kawasan Swasta • Urusan Pemerintahan Bidang 
sesuai identitas lokal perikanan, dan kawasan hutan dr Pekerjaan Umurn dan Penataan 

seluruh kecamatan Ruang 
• Urusan Pemerintahan Bidang 

Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menenzah 
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d Pengawasan, pembinaan, Seluruh kecamatan APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
dan pengendalian kegiaian Kabuparcn Penanaman Modal 
industri udak berizin • Urusan Pemerintahan Bidang 

Penndustrian 
• Urusan Pemeriniahan Biclang 

Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ru.mg 

• Urusan Pemerintnhan Bidang 
Tenaga Kerja 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, dan I 

- - Me~ --- - - 
e Pen gem bangan RTH (ungs; • Kawasan pcruntukan industri APBO • Urusan Pernerinrahan Bidang 

tertentu • Sentra industri mendekau bahan Provinsi, Pcnndustnan 
baku J\PBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Wilayah pengrunanan kawasan Kabupaten, Pekerjaan Umum clan Penataan 
peruntukan industri Swasta Runng 

• Wilayah pengamanan senira 
industri --- r pengendalian kegiatan budi • Kecamatan Pamotan APBD • Urusan Pemeriniahan Bidang 

daya di Kawasan scmpadan • Kecamatan Rembang Provinsi, Perindustrian 
pantai, sempadan sungai, • Kecamaran Pancur APBD • Urusan Pemenntahan Bidang 
sempadan situ/ danau/ • Kecamatan Sale Kabupaten, Pekcrjaan Umum dan Penataan 
embung/ waduk, serta • Kecamatan Lasem Swasta Ruang 
scmpadan mata air. • Kecamatan Sluke • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Kaliori Lmgkungan Hidup 

• Kecamatan Sulang 
• Kecamatan Sara.ng 
• Kecamatan Krae:an 

2.8 Perwuiudan Kawasan Pariwisata --- a Pembangunan kawasan • Kecamatan Rembang APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pariwisata yang terinregrasi • Kecamatan Sale Provinsi, Pariwisata 
dan berkelanjutan • Kecamatan Bulu APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

• Kecamatan Lasem Kabupaten, Kebudayaan 
• Kecamaran Kragan APB Des, 

• Kecamatan Kaliori Swasta 



• Seluruh kecamatan pengembangan hunian 
bertingkat Kawasan 
Permukiman Perkotaan 

b 

a • Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum clan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perumahan clan Kawasan 

--+--P-'e_rmukiman 
APBN, APBD, • Urusan Pemerintahan Bidang 
APBDes, Pekerjaan Umum dan Penataan 
Swasta Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

APBN, APBD, 
APB Des, 
Swasta 

pengembangan clan penataan • Seluruh kecamatan 
Kawasan Permukiman 
Perkotaan dan Kawasan 
Permukiman Perdesaan 

Perwuiudan Kawasan Permukiman 29 

• Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Sale 
• Kecamatan Bulu 
• Kecamatan Lasem 
• Kecamatan Kragan 
• Kecamatan Kaliori 

APBD 
Kabupaten, 
APB Des, 
Swasta 

pengendalian kegiatan di 
kawasan panwisata 

cl 

c • Taman kawasan pariwisata 
• Sabuk hijau kawasan pariwisata 

APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupaten, 
APB Des, 
Swasta 

Pengembangan RTII fungsi 
tertcntu 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Kebudayaan 

• Urusan Pemermtahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hi~ 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum serta Perhndungan 
Masyaraknt 

• Urusan Pemermtahan Bidang 
Pariwisata 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum clan Penataan 
Ruan 

pengembangan sarana dan 
prasarana yang mendukung 
akses obyek wisai a 

b APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupaten, 
APB Des, 
Swasta 

Destinasi wisata di seluruh 
kecamatan 
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c Pengembangan kota tanpa Kawasan kumuh di seluruh APBN, APl:30 • Urusan Pemerintahan Bidang 
kumuh kecamatan Provinsi, Pekerjaan Umum dan Penataan 

APBD Rua.ng 
Kabupatcn • Urusan Pemerintahan Biclang 

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

d Pengembangan RTII trunan • Taman RT APBN,APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
dan hutan kota • Taman RW Provinsr, Pekerjaan Umum dan Penataan 

• Taman kelurahan APHD Ruang 
• Taman kecamatan Kabupaten, • Urusan Pemenntahan Bida.ng 
• Taman kota APBDes, Perumahan dan Kawasan 
• Hulan kota Swasta Pe-rm u kunan 
• Sabuk hijau (greeri belt) • Urusan Pemerintahan Biclang 

cu Seluruh kccamatan Lingkungan lhdup 

e Pcngembangan RTI I • Seluruh kecamatan APBN, APBD, • Urusan Pemeriruahan Bidang 
pekarangan paling sedikit 10 APBDe-s, Pekerjaan Umum dan Penataan 
(scpuluh) persen clari luas Swasta Ruang 
lahan • Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan da.n Kawasan 
Permukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Lingkungan Hidue 

f pengem bangan Ruang • Seluruh kecamatan APBN, APBD, • Urusan Pemerintahan Bidang 
Terbuka Hijau publik paling APBDes, Pekcrjaan Umum dan Penataan 
sedikit 20 (dua puluh) persen Swasta Ruang 
dari luas Kawasan • Urusan Pemerintahan Bidang 
pcrmukiman dan/ atau Perumanan dan Kawasan 
sesuai standar penyediaan Pennukiman 
Ruang Terbuka Hijau • Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hid~ - - - - g Pengembangan RTH fungsi • Pemakaman di Seluruh APBD Urusan Pemerintahan Bidang 
tertentu kecamatan Kabupaten, Lingkungan Hidup 

APBDes, 
Swasta 
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h Perbaikan lingkungan • Selurub kecamatan APBN, APBD, • Urusan Pemerintahan Bidang 
permukiman APB Des, Pekerjaan Umum dan Penataan 

Swasta Ruang 
• Urusan Pcmerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
L~ngan Hidup -- -~ - -~ -- - ~- -·- . 

APBN, APBD, i pcngembangan dan • Seluruh kecamatan • Urusan Pemcrintahan Bidang 
peningkatan prasarana, APB Des, Pekerjaan Umum dan Penataan 
sarana, dan uulitas Swasta Ruang 
permukiman; • Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 
Pcnnukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Linzkunzan Hidup _,__ -- ,__ - ~ ,- - -- --- - 

j relokasi perumahan dan • Seluruh kecamatan APBN, APBD, • U rusan Pemermtahan Bidang 
Kawasan perm ukiman yang APB Des, Pekerjaan Umum dan Penaraan 
bcrada pada Kawasan rawan Swasta Ruang 
bencana tinggi. • Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 
Pennukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Linzkunzan Hidup - - - ·- -- - --~- ~---- -~- 

k pengendalian kegiatan budi • Seluruh kecamatan APBN, APBD, • Urusan Pemerintahan Bidang 
daya di Kawasan sempadan APB Des, Pekerjaan Umum dan Penataan 
pantai, sempadan sungai, Swasta Ruang 
sempadan situ/ danau/ • Urusan Pemermtahan Bidang 
cmbung/ waduk, serta Perumahan dan Kawasan 
sempadan mata air. Pennukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Linzkunaan Hidup 

2.10 Pcrwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan 
a penataan dan pengelolaan • Kawasan pertahanan dan APBN • Urusan Pemerintahan Bidang 

Kawasan Pertahanan dan keamanan Ketenteraman dan Ketertiban 
Keamanan • Sekitar kawasan pertahanan dan Umum serta Perlindungan 

keamanan di seluruh kecamatan Masyarakal 
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b pengendalian perkembangan • Sekitar kawasan perrahanan clan APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
kegiatan di sekitar Kawasan keamanan dJ seluruh kecamatan Ketenieraman clan Keteruban 
Pcrtahanan dan Keamanan Umum serta Perlindungan 

Masyarakat 
• Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum clan Penataan 

--- Ruan..s._ 
c Pen gem bangan ITT! I fungsi Wilayah pe~gamanan kawasan APBN Uru san Pemerintahan Bidang 

tertentu pertahanan clan kcamanan di Ketenteraman dan Keteruban Umum 
seluruh kecamatan serta Perlindungan Masyarakat 

3. Perwuiudan Kawasan Stratezis Kabuoaten 
3. l Perwujudan Kawasan Strate· is dari Sudut Keperuingan Pertumbuhan Ekonorm --- a Pemantapan dan • Kecamatan Sulang APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

pengembangan kawasan • Kecamaian Pamotan Pekerjaan Umum dan Penataan 
agropolitan Sulang clan Ruang 
Pa.mo tan • Uru san Pemerinrahan Bidang 

Pertanian 
• Urusan Pemerintahan Bidang 

Koperasi, Usaha Keeil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan 

b Pemantapan clan • h.ecamatan Rembang APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 
pengembangan kawasan • Kecamatan Kaliori Pekerjaan Umum clan Penaiaan 
sentra kelautan clan Ruang 
perikanan terpadu Rembang • Uru san Pemerinrahan Bidang 
clan Kaliori Pertanian 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Koperasi, Usaha Kecil, dan 
Menengah 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan 

• Urusan Bidang Kelautan dan 
Perikanan 



a • Urusan Pemerintahan Bida.ng 
Pekerjaan Umum clan Penaraan 
Ruang 

• Urusa.n Pemerintahan Bidang 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

• Urusan Pemenntahan Bidang 
Panwisata 

• IJrusan Pemerintahan Bidang 
Kebudavaan 

3.2 Perwuiudan Kawasan Strate~s dari Sudut Kepentingan Sosial Buda a~ _ _ 
Penataan dan pemantapan • Kawasan cagar budaya d1 APBN, APBD. 
kawasan Kora Pusaka La.scm Kecamatan Lasem Swasta 

• Sekitar kawasan cagar budaya 

• Jalan arteri primer Kahori - APBO, 
Rembang - Lasem - Sluke - swasta 
Kragan 

• .Jalan arteri primer Rembang - 
Sulang 

• Jalan kolcktor primer Lasem - 
Pancur - Pamotan 

• .Jalan kolektor primer Sulang - 
Gunem - Pa.motan 

d Penataan dan pengendalian - 
sekitar kawasan koridor 
penghubung kawasan 
straiegis dari sudut 
kepentmgan pertumbuhan 
ekonomi 

c • Kecamatan Rembang 
• Kecamatan Lasem 
• Kecamatan Pancur 
• Kecamatan Pamotan 
• Kecrunatan Sluke 
• Kecamaian Kragan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penndustrian 

• Urusan Pemenntahan Bidang 
Penanrunan Modal 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Tenaga Kerja 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penndustnan 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
Penanaman Modal 

• Urusan Pemerintahan Bidang 
TenruzaKe~·n~·a-'------~~~~-'-~~-'-~~-...__-~ ........ ~~--'~--+-~--+-----1 

APBD 
Provinsi, 
APBD 
Kabupaten; 
Swasta 

Pemantapan dan 
pen gem bangan kawasan 
industri terpadu Rernbang 
dan Sluke 
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NO 

 
Program 

 
Lokasi 

 

Sumber 

Pendanaan 

 
Instansi Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

PJM I PJM II 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

b Pengembangan dan 

pengendalian kegiatan 

kawasan Kota Pusaka Lasem 

secara berkelanjutan 

• Kawasan cagar budaya di 

Kecamatan Lasem 

• Sekitar kawasan cagar budaya 

APBN, APBD • Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 

Pariwisata 

• Urusan Pemerintahan Bidang 

Kebudayaan 

       

c Pemantapan dan 

pengembangan ruang sosial 

dan budaya 

• Ruang terbuka di Kecamatan 

Lasem 

• Bangunan gedung umum di 

Kecamatan Lasem 

• Pusat-pusat interaksi sosial dan 

budaya di Kecamatan Lasem 

APBN, APBD, 

Swasta 
• Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

• Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

• Urusan Pemerintahan Bidang 

Pariwisata 

• Urusan Pemerintahan Bidang 

Kebudayaan 
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PETA KETENTIJAH KHUSUS RENCANA POLA RUANG 
KAWASAH PE.RTAHIAH PANGAN BERKELANJUTAN (KPlB) 

I.AIIPIWl'IN 
1'£RATURAN DAERAH KABUMTEH REMIWIO 

NOMDR.:.tfAHUN ~ 
TEIITAIIO 

R£NCANA TATA IIIJAIIO wt.AYAH KAIIUPATDf ll£MINIG 
TAHUN 202l • 20,ll 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

- 

l<A8UPATEN T\J8AN 
PROV1NSI JAWA TIMUR 

I 

I 

Kllbupalln 
Blon 

f 
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PETA KETENTUAN KHUSUS 
RENCANA POLA RUANG KRB 

I.AlllPtAANtv 
P£AAT1JAAH DAERAH KAIIUPIITEN REIIBAHG 

NOMDR~N • ..7(l.:2_3, 
TENTAl«l 

REIICANA TATA RUANO WV.YAN KAIIUPATEN IIEMBANG 
TAHUN 201' • 20,ll 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

- 

KABUPATEN T\JBAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

- .. 
. -- 

K.abup1ten 
Rem bang l 

- - 

- 

K.bvp1ten 
Blonl 

.. .. , .. .... 
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• 
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PETA KETENTUAN KHUSUS 
RENCANA POLA RUANG CAGAR BUDAYA 

LAIIP1RAH lM 
1'£RATVRAH DAERAH KAIIUH,l'EH REIIIAHO 

HOIIOR.2JAHUN ~> 
TalTAHO 

ROICMA TATA IIIIAHQ WI.AYAH ICA8Ul',\T£H IIDIBAHO 
TAIIIJH 201'. 204) 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

- -· 

KABUPATI:N TUBAN 
PROV1N81 JAWA TIMUR 

- .. 

- ...... - - 

- - 

... 

. ... ...... ., 
- - 

I • 
- .._ 

- - 

~. 

I 

I 

Kabupalln 
Rtmbang 

"" "· •. 

_., 

Klbupamn 
Blorl 

i 

I 
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PETA KETENTUAN KHUSUS 
RENCANA POLA RUANG RESAPAN AIR 

lAlll'IRMM 
POAI\IIWI DAEIIAH KUUl'i\TEH R01BANG 

IIOIIOll;lZ:AIIAI ~ 
TEKTAIIG ~ 

IIEllCANA TATA RIJAIIG WI.AYAII ICABLl'Ar£H RBIIIAHO 
TAIIUN 10U • 2043 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

- 

KASUPATEN T\JBAH 
PROVIMSt JAWA TNUR 

-- 
- - 

- ..... - - 

- - 

Kabupatan 
Remb&ng 

- - 

Kabupalan 
8lora 

- - 

- - 
- - 

'e 

( 
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PETA KETENTUAN KHUSUS 
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN 

I.AMPIRAH XVIII 
PWTURAH DA£1Wl kABUPATEN IIOIIIAHG 

NOMOR .2rAHUN ~ 
TEHTAHO 

IIEHCAHA TATA RUANO wu.AYAH KAIIUl'AT£N REIIIIANO 
TAHUH 2023 • 211'3 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

KABUPATEN l\JBAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

- ....... 

K.lbupamn 
Blora 

6 • -r 
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• K&bupa11n - 
Remb1ng ,_ 

- .. 

- - - - 

....... 

IW>upamn \ 
Pall 1 
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LAMPIRAII XIX 
P£AATURAH OAEIIAH KA81/P<IT£N -0 

HOIIOll.;lTAIIJN~ TEHTAHO . . -;7 
RENCANA TATA RUANO WLAYAH KABIW>UEII REll&AHO 

TAHUN 2023 • 20'3 

PETA RENCANA KETENn.lAN KHUSUS 
KAWASAN PERTAMBANGAN 

KABUPATEN REMBANG 

. - 
I 

PEMERlNTAH KABUPATEN REMBANG ~ 
PROVINS! JAWA TENGAH I I 

Kabupai.n 
Blorl 

KABUPATEN TIJBAN 
PROVlNSI JAWA TIMUR 

- \ ....... 
I 

• 
j ~--" - - Rlmbq - ... - .• 
.! .• ·~1 - ,_ Kabup1mn 

Klbupaan '} Rembang 
Ke<- Pall r -... r, Ko<...- 
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